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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 

2024. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan 

satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan dan 

program/kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Rencana kerja disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

Inspektorat Kabupaten Jembrana tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi 

pelaksanaan rencana kerja tahun lalu serta capaian tahun berjalan. 

Kami menyadari bahwa materi RENJA ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan 

maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun 

berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan RENJA ini dapat 

diselesaikan. 

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya RENJA Inspektorat Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024. 

Negara,15 September 2023 
Inspektur 

 
 

Ni Wayan Koriani,SH.MH 
NIP. 19671215 199503 2 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 mengamanahkan bahwa 

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan 

makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara 

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, 

cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya 

yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara 

Pusat dan Daerah. 

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan 

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya 

akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan 

pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk 

kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan 

dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat 

maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan 

jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana 

pembangunan tahunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan 

stakeholder didaerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari 

dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh 

karena itu, SKPD sebagai stakeholder didaerah perlu menjamin terlaksananya 

pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis 

dan Rencana Kerja (Renja). 

Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan 

merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta 

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan OPD, 

kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan 

SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
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Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat 

dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman 

kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka 

Inspektorat Kabupaten Jembrana melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

tahun 2024. 

 
Renja Inspektorat Kabupaten Jembrana mengacu pada Rencana Strategis 

(Renstra) Inspektorat Kabupaten Jembrana yang disusun sebagai perwujudan 

bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Jembrana dimana Visi Kabupaten Jembrana yaitu “Mewujudkan Masyarakat 

Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”. sedangkan Misi 

Kabupaten Jembrana adalah : 

(1) Membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi) 

(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya 

saing (Jana Kerthi) 

(3) Menjaga kelestarian hutan, pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai 

satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi) 

(4) Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu 

Kerthi) 

(5) Memeliharan dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara 

Kerthi) 

(6) Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi) 

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut di atas maka Inspektorat 

menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan 

pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN”. Renja Inspektorat Kabupaten 

Jembrana adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang 

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Renja dimaksud adalah sebagai 

pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan pada Inspektorat 

Kabupaten Jembrana tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran 
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pembangunan melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kabupaten Jembrana. 

1.2. Landasan Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2024 

adalah: 

1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1958 

nomor 122; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655 ); 

2. Undang – Undang nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indoneasia Tahun 2000 nomor 75; tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 3851); 

3. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 

4. Undang – Undang nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan 

tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang – Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua diatas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679 ); 

8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembarana Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keungan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 ; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas Pembangunan Daerah, Tatacara 
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata 

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 

Tahun 2021-2026; 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat. 

 

I.3. Maksud dan Tujuan 

Renja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2024 disusun dengan maksud 

sebagai berikut : 

a. Sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat 

program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2024. 

b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD 

dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024. 

Sedangkan untuk tujuannya adalah: 

a. Renja menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam 

melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD; 

b. Renja sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan 

Inspektorat Kabupaten Jembrana yang mengacu pada Renstra dan RKPD. 
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I.4. Sistematika Penulisan 
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1.3 Maksud dan Tujuan 
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BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat 

3.3. Program dan Kegiatan Inspektorat 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT 
TAHUN LALU (2022) 

 

 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 

Lalu (2022) dan Capaian Renstra (s/d Tahun 2023). 

 
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana pada dasarnya menyajikan 

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 

2022 dan pencapaian target Tahun berjalan 2022 serta perkiraan target tahun 

2024. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan 

pada Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, Alokasi Anggaran 

Inspektorat Kabupaten Jembrana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 7.914.044.249,- 

(tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta empat puluh empat ribu dua ratus 

empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 

6.475.651.449,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima 

puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), Belanja Barang dan 

Jasa sebesar Rp. 1.376.642.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta 

enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 61.750.000,-. Dan alokasi 

anggaran pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.9.554.383.576,- (sembilan milyar 

lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh 

puuh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.571.315.476,- 

(tujuh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus 

tujuh puluh enam rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.916.068.100,- 

(satu milyar sembilan ratus enam belas juta enam puluh delapan ribu seratus 

rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta 

rupiah). 

Alokasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024 dipergunakan untuk pelaksanaan 3 program, 11 kegiatan 

dan 31 Sub Kegiatan yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 

7 kegiatan ; 

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 

terdiri dari 3 sub kegiatan ; 

1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

1.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

1.1.3 Evaluasi kinerja perangkat daerah 



8  

1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan ; 

1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

1.2.2 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 

1.2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

SKPD 

1.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari 2 sub 

kegiatan ; 

1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 

1.3.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan 

fungsi 

1.4 Administrasi umum perangkat daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan ; 

1.4.1 Penyediaan kompenen instalansi listrik/penerangan bangunan 

kantor 

1.4.2 Penyediaan bahan logistik kantor 

1.4.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.4.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, terdiri 

dari 2 sub kegiatan ; 

1.5.1 Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas 

jabatan 

1.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

1.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 2 

sub kegiatan; 

1.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat 

1.6.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

1.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan ; 

1.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

1.7.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak 

dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

1.7.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 

1.7.4 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 

lainnya 
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1.7.5 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung 

gedung kantor atau bangunan lainnya 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan 2 jenis kegiatan; 

2.1 Penyelenggaraan pengawasan internal, terdiri dari 4 sub kegiatan ; 

2.1.1 Pengawasan kinerja pemerintah daerah 

2.1.2 Pengawasan keuangan pemerintah daerah 

2.2.3 Reviu laporan kinerja 

2.2.4 Reviu laporan keuangan 

2.2 Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, terdiri dari 1 

sub kegiatan ; 

2.2.1 Pengawasan dengan tujuan tertentu 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 jenis 

kegiatan; 

3.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan, terdiri dari 1 sub kegiatan ; 

3.1.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan 

3.2 Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 4 sub kegiatan ; 

3.2.1 Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah 

3.2.2 Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi 

birokrasi 

3.2.3 Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi 

3.2.4 Pendampingan, asistensi dan verifikasi peningkatan integritas 
 
 

Tabel 2.1 
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 

Tahun 2022 

1. Belanja Operasi 
 

No 
. 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

Capaia 
n Fisik 
(%) 

 
Pagu Anggaran 

 
Realisasi 

% 
Capaian 

 
Ket. (Silpa) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
A 

Program : 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
100 

 
 

6.257.166.908 

 
 

6.211.547.276 

 
99,27 

 
 

45.619.632 

 Kegiatan: 
Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100 3.694.500 3.694.150 99,99 350 

1 Penyusunan  dokumen 
perencanaan dan 

100 1.450.000 1.449.700 99,98 300 
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 evaluasi kinerja 

perangkat daerah 
     

2 Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

100 1.210.000 1.209.950 100 50 

3 Evaluasi kinerja 

perangkat daerah 
100 1.034.500 1.034.500 100 0 

 Kegiatan : 
Administrasi 

Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 5.236.254.908 5.222.188.241 99,73 14.066.667 

1 Penyediaan gaji dan 
tunjangan ASN 

100 5.234.202.108 5.220.135.891 99,73 14.066.217 

2 Koordinasi dan 

pelaksanaan akuntansi 
SKPD 

100 993.800 993.600 99,98 200 

3 Koordinasi  dan 

penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun 

SKPD 

100 1.059.000 1.058.750 99,98 250 

 Kegiatan : 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 84.400.000 74.034.000 87,72 10.366.000 

1 Pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas 
dan fungsi 

100 84.400.000 74.034.000 87,72 10.366.000 

 Kegiatan : 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

88,33 356.882.500 352.274.951 98,71 4.607.549 

1 Penyediaan 
kompenen instalansi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

100 3.871.200 3.871.200 100 0 

2 Penyediaan bahan 
logistik kantor 

100 115.393.900 115.294.950 99,91 98.950 

3 Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

100 10.871.400 10.871.350 100 50 

4 Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

100 216.746.000 216.513.951 99,89 232.049 

5 Dukungan 
pelaksanaan system 
pemerintahan 

berbasis elektronik 
pada SKPD 

41,67 10.000.000 5.723.500 57,24 4.276.500 

 Kegiatan : 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
pemerintahan 
Daerah 

100 110.760.000 109.515.000 98,88 1.245.000 

1 Penyediaan jasa 
surat menyurat 

100 4.500.000 3.255.000 72,33 1.245.000 

2 Penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 

100 106.260.000 106.260.000 100 0 
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 Kegiatan : 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

100 465.175.000 449.840.934 96,70 15.334.066 

1 Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
perorangan dinas 

atau kendaraan dinas 
jabatan 

100 22.500.000 22.432.155 99,70 67.845 

2 Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, pajak 
dan perijinan 
kendaraan    dinas 
operasional atau 
lapangan 

100 145.025.000 131.723.782 90,83 13.301.218 

3 Pemeliharaan 
peralatan dan mesin 
lainnya 

100 18.650.000 18.645.000 99,97 5.000 

4 Pemeliharaan/rehabil 
itasi Gedung kantor 
dan bangunan 

lainnya 

100 270.250.000 268.314.997 99,28 1.935.003 

5 Pemeliharaan/rehabil 
itasi sarana dan 
prasarana 
pendukung Gedung 
kantor dan bangunan 
lainnya 

100 8.750.000 8.725.000 99,71 25.000 

B 

Program : 
Penyelenggaraan 

Pengawasan 

100 663.800.100 640.672.500 96,52 23.127.600 

 Kegiatan : 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Internal 

100 629.132.600 607.511.500 96,56 21.621.100 

1 Pengawasan kinerja 

pemerintah daerah 
100 419.047.900 409.727.200 97,78 9.320.700 

2 Pengawasan 
Keuangan 
pemerintah daerah 

100 67.682.600 62.682.400 92,61 5.000.200 

3 Reviu laporan kinerja 100 34.744.500 27.444.400 78,99 7.300.100 

4 Reviu laporan 
keuangan 

100 107.657.600 107.657.500 100 100 

 Kegiatan : 
Penyelenggaraan 
pengawasan 
dengan tujuan 
tertentu 

100 34.667.500 33.161.000 95,65 1.506.500 

1 Penyelenggaraan 
pengawasan dengan 

tujuan tertentu 

100 34.667.500 33.161.000 95,65 1.506.500 

 
C. 

Program : 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan 
dan Asistensi 

100 241.095.800 208.803.400 86,61 32.292.400 
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 Kegiatan : 
Perumusan 
Kebiajakan Teknis 
di Bidang 
Pengawasan dan 

Fasilitasi 
Pengawasan 

100 160.949.500 159.054.000 98,82 1.895.500 

1 Perumusan kebijakan 
teknis di bidang 
pengawasan 

100 160.949.500 159.054.000 98,82 1.895.500 

 Kegiatan : 
Pendampingan 
dan Asistensi 

100 80.146.300 49.749.400 62,07 30.396.900 

1 Pendampingan dan 
asistensi urusan 
pemerintah daerah 

100 18.092.500 0 0 18.092.500 

2 Pendampingan, 
asistensi,  verifikasi 
dan penilaian 
reformasi birokrasi 

100 34.924.000 22.623.950 64,78 12.300.050 

3 Koordinasi, 
monitoring dan 
evaluasi serta 
verifikasi 
pencegahan dan 

pemberantasan 
korupsi 

100 25.999.300 25.994.950 99,98 4.350 

4 Pendampingan, 
asistensi dan 
verifikasi penegakan 

integritas 

100 1.130.500 1.130.500 100 0 

       

 
JUMLAH 88,33 7.162.062.808 7.061.023.176 98.59 

101.039.632 

 
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah pada Inspektorat 

Kabupaten Jembrana untuk periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 

Rp.7.061.023.176,- (tujuh milyar enam puluh satu juta dua puluh tiga ribu seratus 

tujuh puluh enam), berupa belanja operasi yang terdiri dari realisasi belanja pegawai 

sebesar Rp. 5.220.135.891,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga puluh 

lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 99,73% dari total pagu 

sebesar Rp. 5.234.202.108,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus 

dua ribu seratus delapan rupiah), realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 

1.751.100.685,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus ribu enam ratus 

delapan puluh lima rupiah) atau 95,38% dari total pagu sebesar Rp.1.835.778.700,- 

(satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu 

tujuh ratus rupiah) dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 89.786.600,- (delapan 

puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupaih) atau 

97,50% dari total pagu sebesar Rp. 92.082.000,- (sembilan puluh dua juta delapan 

puluh dua ribu rupiah). Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

per kegiatan adalah sebagai berikut: 
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1. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

Pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, realisasi 

pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 1.449.700,- atau 99,98% dari 

pagu anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- 

2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

Pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD, realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 

1.209.950,- atau 99,99% dari pagu yang disediakan sebesar Rp.1.210.000,-. 

3. Evaluasi kinerja perangkat daerah 

Pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, realisasi pencapaian kinerja 

keuangan adalah sebesar Rp. 1.034.500,- atau 100%, dari pagu yang disediakan 

sebesar Rp. 1.034.500,- 

4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

Pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, realisasi pencapaian 

kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 5.220.135.891,- atau 99,73% dari pagu 

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.234.202.108,- 

5. Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD 

Pada sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD, realisasi 

pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 993.600,- atau 99,98% dari pagu 

anggaran yang disediakan ssebesar Rp. 993.800,- 

6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 

Pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, 

realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 1.058.750,- atau 99,98% dari 

pagu yang tersedia yaitu Rp. 1.059.000,- 

7. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 

Pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan 

fungsi, realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 74.034.000,- atau 

87,72% dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 84.400.000,- 

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

Pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp.3.871.200,- atau 100% 

dari Pagu yang tersedia yaitu sebesar Rp.3.871.200,- 

9. Penyediaan bahan logistik kantor 

Pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor realisasi pencapaian kinerja 

keuangan sebesar Rp. 115.294.950,- atau 99,91% dari pagu anggaran sebesar 

Rp. 116.393.900,- . 



14  

10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi 

pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 10.871.350,- atau 99,99% dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 10.871.400,- 

11. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

Pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, 

realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 216.513.951,- atau 99,89% dari 

pagu anggaran sebesar Rp. 216.746.000,- 

12. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD 

Pada sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik 

pada SKPD, realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp.5.723.500,- atau 

57,24% dari pagu yang disediakan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- 

13. Penyediaan jasa surat menyurat 

Pada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi pencapaian kinerja 

keuangan sebesar Rp. 3.255.000,- atau 72,33% dari pagu yang disediakan sebesar 

Rp. 4.500.000,- 

14. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, realisasi pencapaian 

kinerja keuangan sebesar Rp. 106.260.000,- atau 100% dari pagu anggaran yang 

disediakan sebesar Rp. 106.260.000,- 

15. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan 

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi pencapaian 

kinerja keuangan sebesar Rp. 22.432.155,- atau 99,70% dari pagu anggaran yang 

disediakan sebesar Rp. 22.500.000,- 

16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan 

dinas operasional atau lapangan 

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan 

perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, realisasi pencapaian kinerja 

keuangan adalah sebesar Rp. 131.723.782,- atau 90,83% dari pagu yang 

disediakan sebesar Rp. 145.025.000,- 

17. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 

Pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi pencapaian 

kinerja keuangan sebesar Rp. 18.645.000,- atau 99,97% dari pagu yang 

disediakan sebesar Rp. 18.650.000,- 



15  

18. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 

Pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, 

pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp.268.314.997,- atau 99,28% dari pagu 

yang disediakan sebesar Rp. 270.250.000,- 

19. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

Pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung 

Gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi pencapaian kinerja keuangan 

sebesar Rp.8.725.000,- atau 99,71% dari pagu yang disediakan sebesar 

Rp.8.750.000,- 

20. Pengawasan kinerja pemerintah daerah 

Pada sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah, realisasi pencapaian 

kinerja keuangan sebesar Rp. 409.727.200,- atau 97,78% dari pagu yang 

disediakan sebesar Rp. 419.047.900,- 

21. Pengawasan keuangan pemerintah daerah 

Pada sub kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah realisasi pencapaian 

kinerja keuangan sebesar Rp.62.682.400,- atau 92,61% dari pagu yang ditetapkan 

sebesar Rp. 67.682.600,- 

22. Reviu laporan kinerja 

Pada sub kegiatan reviu laporan kinerja, realisasi pencapaian kinerja keuangan 

sebesar Rp. 27.444.400,- atau 78,99% dari pagu yang ditetapkan sebesar 

Rp.34.744.500,- 

23. Reviu laporan keuangan. 

Pada sub kegiatan reviu laporan keuangan, realisasi pencapaian kinerja keuangan 

sebesar Rp. 107.657.500,- atau 99,99% dari pagu yang disediakan sebesar Rp. 

107.657.600,- 

24. Pengawasan dengan tujuan tertentu. 

Pada sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu, realisasi pencapaian 

kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 33.161.000,- atau 95,65% dari pagu yang 

disediakan sebesar Rp. 34.667.500,- 

25. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan 

Pada sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, realisasi 

pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 159.054.000- atau 98,82% dari Pagu 

yang disediakan Rp. 160.949.500,- 

26. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah. 

Pada sub kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, 

realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 0- atau 0% dari pagu 

yang disediakan sebesar Rp.18.092.500,- 
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27. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi 

Pada sub kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi 

birokrasi, realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp.22.623.950,- 

atau 64,78% dari pagu yang disediakan sebesar Rp.34.924.000,- 

28. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

Pada sub kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan 

dan pemberantasan korupsi, realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar 

Rp. 25.994.950,- atau 99,98% dari pagu yang disediakan sebesar Rp. 25.999.300,- 

29. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas 

Pada sub kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas, 

realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp.1.130.500,- atau 100% 

dari pagu yang disediakan sebesar Rp.1.130.500,-. 

Dari rekapitulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada kegiatan 

yang capain realisasinya di bawah 85% ini berarti bahwa semua kegiatan telah dapat 

dilaksanakan secara maksimal. 
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Tabel T-C.29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 

TAHUN 2023 

Tabel T-C-29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaan Renja Perangkat Daerah dan 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

Pada Inspektorat Kabupaten Jembrana 

 

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/Kegiatan 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (outcome)/ 

kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
program 
(Resntra 

Perangkat 
Daerah) 

Tahun 2024 

Realisasi 
Target 

Kinerja hasil 
Program 

dan 
keluaran 

Kegiatan s/d 
tahun 2022 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 
Tahun 2022 

Target 
program 

dan 
kegiatan 

(Renja-PD) 
tahun 2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

Target Renja 
Perangkat Daerah 

Realisasi Renja 
Perangkat Daerah 

Tingkat 
Realisa 
si (%) 

Realisasi capaian 
program dan 

kegiatan 

Tingkat 
capaian 
realisasi 
target 

Resntra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 
(7/6) 

9 10 11 

               

6     
Unsur Pengawas Urusan 

Pemerintahan 

         

6 01    

Inspektorat 

         

6 01 01   Program : Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 

87 86 5.904.349.979 5.235.082.749 88,67 7.640.006 

.749 

7.524.436.234  
98 

6 01 01 2.01  Kegiatan : Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen OPD 

yang selaras dengan 

dokumen perencanaan 

kabupaten 

3 

dokumen 

3 

dokumen 

3.694.500 3.694.150 99,99 3.700.000 3.700.000 100 

6 01 01 2.01 01 Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan perangkat 

daerah 

4 

dokumen 

4 

dokumen 

1.450.000 1.449.700 99,98 1.435.000 1.435.000 100 
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6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan penyusunan 

laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

Jumlah laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan 

laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

4 laporan 4 laporan 1.210.000 1.209.950 100 1.180.000 1.180.000 100 

6 01 01 2.01 07 Evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

Jumlah laporan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

1 llaporan 1 llaporan 1.034.500 1.034.500 100 1.085.000 1.085.000 100 

6 01 01 2.02  Kegiatan : Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen 

pengelolaan keuangan 

daerah yang 

akuntabilitas 

3 

dokumen 

3 

dokumen 

5.236.254.908 5.222.188.241 99,73 6.477.511 

.449 

6.412.754.934 99 

6 01 01 2.02 01 Penyediaan gaji dan tunjangan 

ASN 

Jumlah ASN yang 

menerima gji, tunjangan 

dan tambahan 

penghasilan PNS 

37 

orang/bul 

an 

37 

orang/bul 

an 

5.234.202.108 5.220.135.891 99,73 6.475.651 

.449 

6.410.894.934 99 

6 01 01 2.02 04 Koordinasi dan pelaksanaan 

akuntansi SKPD 

Jumlah dokumen 

koordinasi dan 

pelaksanaan akuntansi 
SKPD 

4 

dokumen 

4 

dokumen 

993.800 993.600 99,98 760.000 760.000 100 

6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan 

laporan keuangan akhir tahun 

SKPD 

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun 

yang tersusun 

5 laporan 5 laporan 1.059.000 1.058.750 99,98 1.100.000 1.100.000 100 

6 01 01 2.05  Kegiatan : Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Sumber daya 

aparatur yang 

berkompeten 

37 orang 37 orang 84.400.000 74.034.000 87,72 339.556.7 

00 

339.556.700 100 

     Pengadaan pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah pakaian dinas 

dan atribut 

kelengkapannya yang 
terpenuhi 

37 paket 37 paket 0 0 0 44.500.00 

0 

44.500.000 100 
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6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan pelatihan 

pegawai berdasarkan tugas 

dan fungsi 

Jumlah aparatur yang 

mengikuti diklat dan 
ketersediaan peserta 

pelatihan 

24 orang 24 orang 84.400.000 74.034.000 87,72 295.056.7 

00 
295.056.700 100 

6 01 01 2.06  Kegiatan : Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah pemenuhan 

sarana prasarana dan 

administrasi 
perkantoran 

1 paket 1 paket 356.882.500 352.274.951 98,71 446.240.1 

00 

395.426.100 100 

6 01 01 2.06 01 Penyediaan kompenen 

instalansi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Jumlah paket komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor yang 
disediakan 

10 paket 10 paket 3.871.200 3.871.200 100 4.170.100 4.170.100 100 

6 01 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik 

kantor 

Jumlah paket bahan 

logistik kantor yang 
disediakan 

12 paket 12 paket 115.393.900 115.294.950 99,91 177.079.0 

00 

177.079.000 100 

6 01 01 2.06 05 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan 

Jumlah paket barang 

cetakan dan 

penggandaan yang 
disediakan 

12 paket 12 paket 10.871.400 10.871.350 100 10.921.00 

0 

10.921.000 100 

6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

Jumlah laporan 

penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan 

konsultansi SKPD 

12 

laporan 

12 

laporan 

216.746.000 216.513.951 99,89 254.070.0 

00 

203.256.000 80 

6 01 01 2.06 11 Dukungan pelaksanaan 

system pemerintahan berbasis 

elektronik pada SKPD 

Jumlah pelaksanaan 

sistem pemerintahan 

berbasis elektronik 
pada SKPD 

12 bulan 12 bulan 10.000.000 5.723.500 57,24 0 0 0 

6 01 01 2.07  Kegiatan: Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah pemenuhan 

barang milik daerah 

2 jenis 2 jenis 0 0 0 61.750.00 

0 
61.750.000 100 

6 01 01 2.07 011 Pengadaan sarana dan 

prasarana pendukung 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

Jumlah unit kendaraan 

perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan 

yang disediakan 

1 unit 1 unit 0 0 0 61.750.00 

0 

61.750.000 100 
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6 01 01 2.08  Kegiatan : Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

pemerintahan Daerah 

Jumlah pemenuhan 

sarana prasarana dan 
administrasi 

perkantoran 

1 paket 1 paket 110.760.000 109.515.000 98,88 115.820.0 

00 
115.820.000 100 

6 01 01 2.08 01 Penyediaan jasa surat 

menyurat 

Jumlah laporan 

penyediaan jasa surat 

menyurat 

12 

laporan 

12 

laporan 

4.500.000 3.255.000 72,33 4.500.000 4.500.000 100 

6 01 01 2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor 

Jumlah laporan 

Penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor 
yang disediakan 

7 laporan 7 laporan 106.260.000 106.260.000 100 111.320.0 

00 

111.320.000 100 

6 01 01 2.09  Kegiatan : Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah pemenuhan 

sarana prasarana dan 

administrasi 

perkantoran 

12 bulan 12 bulan 465.175.000 449.840.934 96,70 195.428.5 

00 

195.428.500 100 

6 01 01 2.09 01 Penyediaan jasa pemeliharaan, 

biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas 

atau kendaraan dinas jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan 
Pajaknya 

1 unit 1 unit 22.500.000 22.432.155 99,70 10.802.50 

0 
10.802.500 100 

6 01 01 2.09 02 Penyediaan jasa pemeliharaan, 

biaya pemeliharaan, pajak dan 

perijinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

19 unit 19 unit 145.025.000 131.723.782 90,83 147.453.5 

00 

147.453.500 100 

6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan peralatan dan 

mesin lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

38 unit 38 unit 18.650.000 18.645.000 99,97 22.950.00 

0 

22.950.000 100 

6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/rehabilitasi 

Gedung kantor dan bangunan 

lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

16 unit 16 unit 270.250.000 268.314.997 99,28 6.722.500 6.722.500 100 
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6 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/rehabilitasi 

sarana dan prasarana 

pendukung Gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

19 unit 19 unit 8.750.000 8.725.000 99,71 7.500.000 7.500.000 100 

6 01 02   Program : 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Opini BPK terhadap 

laporan keuangan 

WTP WTP 663.800.100 640.672.500 96,52 117.742.5 

00 
117.742.500 100 

6 01 02 2.01  Kegiatan : 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 

Jumlah ketersediaan 

Dokumen 

penyelenggaran 
pengawasan internal 

4 

dokumen 

4 

dokumen 
629.132.600 607.511.500 96,56 115.917.5 

00 
115.917.500 100 

6 01 02 2.01 01 Pengawasan kinerja 

pemerintah daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

40 

laporan 

40 

laporan 

419.047.90 0 409.727.200 97,78 4.147.500 4.147.500 100 

6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan 

pemerintah daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

12 

laporan 

12 

laporan 

67.682.600 62.682.400 92,61 1.750.000 1.750.000 100 

6 01 02 2.01 03 Reviu laporan kinerja Jumlah Laporan Hasil 

Reviu Laporan Kinerja 

3 laporan 3 laporan 34.744.500 27.444.400 78,99 1.785.000 1.785.000 100 

6 01 02 2.01 04 Reviu laporan keuangan Jumlah Laporan Hasil 

Reviu Laporan 

Keuangan 

1 laporan 1 laporan 107.657.600 107.657.500 100 108.235.0 

00 

108.235.000 100 
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6 01 02 2.02  Kegiatan : 

Penyelenggaraan 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu 

Jumlah pelaksanaan 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu 

1 

kegiatan 
1 kegiatan 34.667.500 33.161.000 95,65 1.825.000 1.825.000 100 

6 01 02 2.02 02 Penyelenggaraan pengawasan 

dengan tujuan tertentu 

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 

12 

laporan 

12 

laporan 

34.667.500 33.161.000 95,65 1.825.000 1.825.000 100 

6 01 03   Program : Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan dan 
Asistensi 

Opini WTP atas hasil 

pemeriksaan BPK 

WTP WTP 241.095.800 208.803.400 86,61 156.295.0 

00 

156.295.000 100 

6 01 03 2.01  Kegiatan : Perumusan 

Kebiajakan Teknis di 

Bidang Pengawasan dan 

Fasilitasi Pengawasan 

Jumlah kebijakan 

teknis di bidang 

pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan 
yang tersdia 

1 

kebijakan 

1 

kebijakan 
160.949.500 159.054.000 98,82 122.640.0 

00 
122.640.000 100 

6 01 03 2.01 01 Perumusan kebijakan teknis di 

bidang pengawasan 

Jumlah Rekomendasi 

Kebijakan Teknis di 

Bidang 

Pengawasan yang 

Disusun 

2 

rekomend 

asi 

2 

rekomend 

asi 

160.949.500 159.054.000 98,82 122.640.0 

00 
122.640.000 100 

6 01 03 2.02  Kegiatan : Pendampingan 

dan Asistensi 

Jumlah laporan 

asistensi dan 

pendampingan yang 
tersedia 

1 laporan 1 laporan 80.146.300 49.749.400 62,07 33.655.00 

0 

33.655.000 100 

6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan asistensi 

urusan pemerintah daerah 

Jumlah Perangkat 

Daerah  yang 

Dilakukan 

Pendampinga  dan 

Asistensi  Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1 

perangkat 

daerah 

1 

perangkat 

daerah 

18.092.500 0 0 4.675.000 4.675.000 100 
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6 01 03 2.02 02 Pendampingan, asistensi, 

verifikasi dan penilaian 

reformasi birokrasi 

Jumlah Perangkat 

Daerah  yang 

Dilakukan 

Pendampingan 

Asistensi,  Verifikasi, 

dan Penilaian Reformasi 
Birokrasi 

1 

perangkat 

daerah 

1 

perangkat 

daerah 

34.924.000 22.623.950 64,78 1.890.000   

6 01 03 2.02 03 Koordinasi, monitoring dan 

evaluasi serta verifikasi 

pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan 

dan 
Pemberantasan Korupsi 

3 

kegiatan 
3 kegiatan 25.999.300 25.994.950 99,98 25.970.00 

0 

  

6 01 03 2.02 04 Pendampingan, asistensi dan 

verifikasi penegakan integritas 

Jumlah  Perangkat 

Daerah   yang 

Dilakukan 

Pendampingan,Asistensi 

dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

1 

perangkat 

daerah 

1 

perangkat 

daerah 

1.130.500 1.130.500 100 1.120.000   

         7.162.062.808 7.061.023.176 98.59 7.914.04 

4.249 
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, mengatur daerah untuk melaksanakannya sehingga dilakukan 

penataan terhadap organisasi perangkat daerah dan Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana serta Peraturan Bupati Jembrana 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Inspektorat maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah : 

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut 

Inspektorat Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati 

dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

f. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

B. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jembrana terdiri dari : Sekretariat, 

Inspektur Pembantu, Sub Bagian, Jabatan Fungsional 

1. INSPEKTUR : 

Inspektur dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. merumuskan dan menetapkan program kerja, rencana kerja, rencana 

kegiatan serta kebijakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai bahan 

kebijakan Daerah; 
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b. merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha 

Milik Desa dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; 

c.  mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, 

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi pengawasan 

guna pedoman pelaksanaan tugas; 

d. membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan pelaksanaan 

fungsi pengawasan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis fungsi pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi pengawasan 

secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan agar terwujud 

sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas; 

h. menyelenggarkan kegiatan fungsi pengawasan sesuai dengan petunjuk 

teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. menyelenggarakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi fungsi 

pengawasan sesuai petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. meyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi 

pengawasan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan 

kebijakan lebih lanjut; 

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program 

kesekretariatan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

m. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

n. melaksanakan administrasi Inspektorat; 

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

p. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pengawasan baik 

secara lisan maupun tertulis kepada Bupati; 

q. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
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r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

2. SEKRETARIAT : 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 

tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan 

kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan 

keuangan. 

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusun kebijakan teknis administrasi kepegawaian, keuangan, 

perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga Inspektorat; 

b. penyelenggara kebijakan administrasi umum; 

c. pembinaan, pengoorinspektoratian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan Inspektorat;dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja 

Inspektorat; 

b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat; 

c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi 

penganggaran,penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan Inspektorat; 

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi 

pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, 

pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di 

lingkup Inspektorat; 

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, 

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, 

keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan 

Inspektorat; 

f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan 

dan ketatalaksanaan di lingkup Inspektorat; 
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g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk 

hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang- 

undangan di lingkup Inspektorat; 

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 

dan laporan Inspektorat; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis 

di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu ; 

j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program 

dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan; 

k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran 

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;; 

l. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan 

kebijakan Inspektorat; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Inspektorat; 

n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan Sekretariat; 

o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah 

p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan 

kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan 

agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan 

perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

q. menilai prestasi kerja bawahan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan; dan 

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur. 



28  

3 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan administrasi umum dan keuangan. 

(2) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis subbagian; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan subbagian; 

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian serta pengawasan 

program dan kegiatan dalam lingkup subbagian; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagai berikut : 

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian; 

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana 

secara efektif dan efisien; 

c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan 

perlengkapan Inspektorat, serta pelaksanaan administrasi 

penggunaan dan pemakaian kendaraan Inspektorat; 

d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, 

kehumasan, dan keprotokoleran Inspektorat; 

e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan 

kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Inspektorat; 

f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian 

Inspektorat; 

g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Inspektorat; 

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, 

perlengkapan, dan kendaraan Inspektorat; 

i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; 
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j. memepersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala 

pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan 

kepegawaian; 

k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, 

pensiun dan surat cuti pegawai Inspektorat; 

l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian 

kinerja setiap pegawai; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan 

dan anggaran Inspektorat seperti Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran Inspektorat seperti Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD), dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

o. memverifikasi dokumen administrasi keuangan; 

p. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

q. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan; 

r. melaksanakan penatausahaan keuangan Inspektorat; 

s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan; 

t. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan 

Surat Perintah Membayar (SPM); 

u. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian 

Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi; 

v. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani 

surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran 

kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; 
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w. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari 

masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

x. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, 

dan anggaran Inspektorat; 

y. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan; 

z. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; 

aa. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

bb.mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

serta mencari alternatif pemecahannya; 

cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; dan 

dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
 
 

4 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, INSPEKTUR PEMBANTU 

WILAYAH II, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III 

(1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah pada 

wilayah masing-masing. 

(2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi 

: 

a. perencanaan program pengawasan pada wilayah masing-masing; 

b. perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan 

pengawasan pada wilayah masing-masing; 

c. penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Inspektur Pembantu sebagai berikut : 

a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan 

mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan urusan 

pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah diwilayah 

masing-masing; 
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b. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang 

pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. mengoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana 

pengawasan pada wilayah masing-masing; 

d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan 

tugas pengawasan pada wilayah masing-masing; 

e. mengoordinasikan kegiatan pengawasan pemerintah daerah di bidang 

pembangunan, pemerintahan pada wilayah masing-masing; 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

kegiatan pengawasan pemerintah daerah di bidang pembangunan, 

pemerintahan pada wilayah masing-masing; 

g. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan 

pemerintah daerah dibidang pembangunan, pemerintahan pada 

wilayah masing-masing; 

h. menyusun laporan hasil pengawasan pada wilayah masing-masing; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 
 

5. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan 

mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan investigasi; 

menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu 

Investigasi; 

melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu; 

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

membimbingan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

menilai prestasi kerja bawahan; 

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengendalian 

pelaksanaan pengawasan investigasi; 

mengoordinasikan, mengelola, mengendalikan kegiatan 

pengawan/audit atas penyesuaian harga, pengawasan/audit klaim 
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dan pengawasan/audit investigative terhadap kasus-kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, 

pengawasan/audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan 

pemberian keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan Negara 

dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah 

dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya 

dibiayai oleh anggaran Negara dan/atau subsidi termasuk badan 

usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan 

keuangan atau  kepentingan lain  dari  pemerintah  pusat/atau 

pemerintah daerah serta upaya pencegahan korupsi; 

mengoordinasikan, mengelola, mengendalikan kegiatan pengawasan 

pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi 

kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah, dan badan- 

badan lainnya; 

mengoordinasikan, mengelola, mengendalikan kegiatan pengawasan 

pengaduan masyarakat terhadap kasus penyimpangan yang 

berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah 

daerah; 

mengoordinasikan, mengelola, mengendalikan kegiatan pengawasan 

terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kasus 

penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada 

penyelenggaraan pemerintah daerah; 

melaksanakan analisis, evaluasi dan pengelolaan hasil pengawasan 

keinvestigasian; 

mengoordinasikan, mengelola, mengendallikan kegiatan pengawasan 

keinvestigasian berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

mengoordinasikan, mengelola, mengendalikan, dan melaksanakan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai  dengan  pedoman  dan  ketentuan  Peraturan  Perundang- 

Undangan; dan 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur 
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6. JABATAN FUNGSIONAL 

Jabatan fungsional terdiri dari: 

1. Jabatan Fungsional Tertentu Auditor (JFT Auditor) 

2. Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah di Daerah (JFT P2UPD), dan 

3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 

Jabatan fungsional Tertentu Auditor (JFT Auditor) dan Jabatan Fungsional 

Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFT 

P2UPD) melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan sebagian tugas 

inspektorat sesuai dengan keahliannya di bidang keuangan, 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT P2UPD) mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan 

pemerintah di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi 

pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah, 

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah, pengawasan atas 

Perda dan Peraturan Bupati, Pengawasan untuk tujuan tertentu, 

evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah 

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Auditor dan Kelompok Jabatan 

Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di 

Daerah (JFT P2UPD) juga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Inspektorat sesuai dengan keahlian, dalam pelaksanaan tugas pengawasan 

membentuk Tim yang terdiri atas: 

1. Pengendali Mutu, bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan 

pengawasan mempunyai tugas : 

b. menerima rencana kegiatan pengawasan dan penugasan dalam 

bentuk surat-surat dari Pejabat Struktural; 

c. menyusun program pengawasan; 

d. melakukan supervise atas pelaksanaan penugasan; 

e. melakukan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan; 

f. melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan program 

pengawasan; 



34  

g. melakukan evaluasi kinerja Pengendali teknis dan ketua Tim, antara 

lain menyangkut ketepatan waktu penyelesaian penugasan dan 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim; 

h. melaksanakan tugas-tugas keInspektoratan lainnya yang diberikan 

oleh atasan sesaui bidang tugasnya; dan 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

2. Pengendali Teknis, bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan 

pengawasan, mempunyai tugas : 

a. membantu pengendali mutu dalam menyusun program pengawasan, 

menyusun anggaran waktu pengawasan, dan mengkomunikasikan 

program pengawasan dengan ketua Tim dan Anggota Tim; 

b. melakukan supervise atas pelaksanaan penugasan; 

c. melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan 

program kerja yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim; 

d. melakukan reviu atas kerta kerja pengawasan; 

e. melakukan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan; 

f. melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim; 

g. melaksanakan tugas-tugas Inspektorat lainnya yang diberikan oleh 

atasan sesuai bidang tugas; dan 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 
 
 

Ketua Tim, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengawasan dalam suatu Tim yang ditugaskan kepadanya, mempunyai 

tugas : 

a. membantu pengendali teknis, dalam menyusun program 

pengawasan, mengkomunikasikan program pengawasan kepada 

Anggota Tim; 

b. memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim; 

c. melakukan supervise pelaksanaan kegiatan Anggota Tim; 

d. melakukan reviu atas realisasi program kerja dan Kertas Kerja yang 

dilakukan Anggota Tim; 

e. menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan; 

f. melakukan evaluasi atas kinerja anggota tim; 
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g. melaksanakan tugas-tugas Inspektorat lainnya yang diberikan oleh 

atasan sesuai bidang tugas; dan 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 
 
 

Anggota Tim, bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari 

pelaksanaan kegiatan pengawasan dari suatu TIm yang ditugaskan 

kepadanya, mempunyai tugas : 

a. menerima dan melaksanakan penugasan harian dari ketua Tim; 

b. melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program 

pengawasan; 

c. melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Ketua Tim; 

d. membantu ketua Tim menyusun konsep laporan hasil pengawasan; 

e. melaksanakan tugas-tugas Inspektorat lainnya yang diberikan oleh 

atasan sesuai bidang tugas; dan 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan 

 
Kelompok Jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 

memiliki tugas sebagai berikut; 

a. Menyusun rencana kerja urusan administrasi kepegawaian sesuai 

dengan renstra; 

b. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal 

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 

rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien; 

c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku; 

d. Mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian; 

e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan 

kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data 

pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; 

f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, 

pension dan surat cuti pegawai; 

g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan 

pangkat , gaji berkala dan administrasi pensiun; 
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h. Membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian 

kinerja setiap pegawai; 

i. Menyenggarakan sistem pengendalian intern; 

j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya; 

l. Melaksanakan tugas lainnya yyang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya; dan 

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 



 

INSPEKTUR PEMBANTU 

WILAYAH III 

INSPEKTUR PEMBANTU 

WILAYAH II 
INSPEKTUR PEMBANTU 
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CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah 

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana dengan 

realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat capaian kinerja 

Inspektorat Kabupaten Jembrana dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 
Tabel 2.2 Hasil pengukurannya dan tingkat capaian kinerja 

Inspektorat Kabupaten Jembrana 

 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya akuntabilitas laporan kinerja instansi perangkat daerah 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Nilai/predikat LKjIP 
PD 

 
BB 

 
A 

 
100% 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada OPD di lingkungan pemerintah 
kabupaten jembrana 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Persentase OPD yang 

mencapai maturitas pada 

level terdefinisi 

92% 100% 100% 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah 

Persentase 
notisi hasil reviu 
yang ditindaklanjuti oleh 
Perangkat Daerah 

95% 100% 100% 

 
Persentase OPD 
mendapat penilaian 
kinerja LKJIP > B hasil 
penialian APIP 

90% 100% 100% 

Sasaran Strategis 4 

Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala 
daerah 

Persentase  90% 100% 100% 

rekomendasi hasil  

pemeriksaan yang  
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tuntas ditindaklanjuti    

Persentase peningkatan 
disiplin aparatur 

97% 98% 100% 

Persentase pelaksanaan 95 % 100% 100% 

Sosialisasi cyber pungli 

dan evaluasi tim yang di 
tindaklanjuti 

 
Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-rata pencapaian 

kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah sebesar 100%. Rata-rata 

pencapaian kinerja sasaran strategis 1 meningkatnya akuntabilitas laporan kinerja 

instansi perangkat daerah adalah sebesar 100%, sasaran strategis 2 meningkatnya 

pelaksanaan SPIP pada OPD di lingkungan pemerintah kabupaten jembrana adalah 

sebesar 100%, rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis 3 meningkatnya 

capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 100%, rata- 

rata pencapaian kinerja sasaran strategis 4 meningkatnya sistem pengawasan 

internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah sebesar 100%. 

Pencapaian kinerja pada sasaran strategis, secara operasional diwujudkan 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selengkapnya disajikan pada 

tabel di bawah : 

Tabel 2.3. Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1 

 

 
Indikator Kinerja 

 
Program 

% Capaian % Tingkat 

Kinerja 
Penyerapan efisiensi 

Anggaran  

Nilai/predikat LKjIP 
PD 

Program  Penunjang  Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

100% 99,27% 0,73% 

 
Tabel 2.4. Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2 

 

 
Indikator Kinerja 

 
Program 

% Capaian % Tingkat 

Kinerja 
Penyerapan efisiensi 

Anggaran  

Persentase OPD 
yang mencapai 

Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 
100% 77,32% 22,77% 

maturitas SPIP     

pada level     

terdefinisi     



40  

Tabel 2.5. Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 3 
 

 
Indikator Kinerja 

 
Program 

% Capaian % Tingkat 

Kinerja 
Penyerapan efisiensi 

Anggaran  

Persentase notisi 
reviu yang 
ditindaklanjuti OPD 

Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

100% 77,32% 22,77% 

Persentase OPD 
mendapat penilaian 
kinerja  LKJIP  >  B 
hasil penialian APIP 

Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

100% 77,32% 22,77% 

 
 

Tabel 2.6. Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4 
 

 
Indikator Kinerja 

 
Program 

% Capaian % Tingkat 

Kinerja 
Penyerapan efisiensi 

Anggaran  

Persentase 
rekomendasi hasil 
pemeriksaan yang 
tuntas 
ditindaklanjuti 

Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

100% 77,32% 22,77% 

Persentase 
peningkatan 
disiplin aparatur 

Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

99% 77,32% 22,77% 

Persentase 
pelaksanaan 
Sosialisasi cyber 
pungli 
dan evaluasi tim 
yang di 
tindaklanjuti 

Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

100% 77,32% 22,77% 

Capaian kinerja dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 

Tahun 2021-2026 untuk indikator sasaran 1 dapat ditampilkan pada tabel di 

bawah : 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat 
akhir ( 2022) Kemajuan 

RPJMD  (%) 

Nilai/predikat LKjIP PD A 100% 100% 
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Capaian kinerja dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 

Tahun 2021-2026 untuk indikator sasaran 2 dapat ditampilkan pada tabel di 

bawah : 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat 
akhir ( 2022) Kemajuan 

RPJMD  (%) 

Persentase OPD yang mencapai 
maturitas SPIP pada level terdefinisi 

97% 100% 100% 

 

Capaian kinerja dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 

Tahun 2021-2026 untuk indikator sasaran 3 dapat ditampilkan pada tabel di 

bawah : 

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat 
akhir ( 2022) Kemajuan 

RPJMD  (%) 

Persentase notisi reviu yang 
ditindaklanjuti OPD 

98% 100% 100% 

Persentase OPD yang mendapat 
penilaian kinerja LKJiP> B hasil penilaian 
APIP 

100% 100% 100% 

 

Capaian kinerja dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 

Tahun 2021-2026 untuk indikator sasaran 4 dapat ditampilkan pada tabel di 

bawah : 

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat 
akhir ( 2022) Kemajuan 

RPJMD  (%) 

Persentase rekomendasi hasil 
pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti 

95% 100% 100% 

Persentase peningkatan disiplin 
aparatur 

99% 98% 98,98% 

Persentase pelaksanaan 
Sosialisasi cyber pungli 
dan evaluasi tim yang di tindaklanjuti 

100% 100% 100% 



42  

Tabel T-C.30 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Inspektorat Kabupaten Jembrana 
 

 

 
No 

 

 
Indikator 

 
SPM/standar 

nasional 

 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi  
Catatan 
Analisis 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2024 

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1 Nilai/predikat LKjIP PD   BB BB A A BB BB A A  

2 Persentase OPD yang mencapai 
maturitas pada level terdefinisi 

  92% 93% 94% 95% 100% 100% 100% 94%  

3 Level kapabilitas APIP   Level 3 Level 3 Level 3 Level 3+ Level 2 Level 3 Level 3 Level 3  

4 Persentase OPD mendapat 
penilaian kinerja LKJIP>B hasil 
penilaian APIP 

  90% 92% 94% 95% 97% 98% 98% 98%  

5 Persentase notisi hasil reviu yang di 
tindaklanjuti 

  95% 95% 96% 97% 95% 95% 100% 100%  

6 Persentase rekomendasi hasil 
pemeriksaan yang tuntas di 
tindaklanjuti 

  90% 92% 93% 94% 100% 100% 100% 100%  

7 Persentase disiplin aparatur   97% 98% 98% 99% 98% 98% 98% 98%  

8 Persentase pelaksanaan sosiali 
saber pungli dan evaluasi tim yang 
ditindaklanjuti 

  95% 95% 95% 100% 95% 100% 100% 100%  
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sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana yang tertuang pada renstra perubahan Inspektorat Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026 dapat lihat 
pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 
No 

 

 
Indikator 

 
SPM/standar 

nasional 

 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi  
Catatan 
Analisis 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2024 

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1 Nilai SAKIP OPD   85 85 86 87 86 87 86 87  

2 Level maturitas SPIP   Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3  

3 Level Kapabilitas APIP   Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3  

4 Persentase OPD yang 
melakukan kepatuhan 

terhadap pencegahan dan 
pengendalian korupsi 

  87 87 89 91 89 91 89 91  

5 Persentase OPD yang 
dilaksanakan pembinaan dan 
pengawasan 

  85 85 86 87 90 92 86 87  
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2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH 

 
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten 

Jembrana tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan 

terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun 

Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Isu-isu utama yang 

berkembang pada Inspektorat Kabupaten Jembrana yaitu : 

“Reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah 

yang menuntut opini WTP dari BPK serta akuntabilitas kinerja yang menuntut 

peningkatan kualitas pengawasan”. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Inspektorat antara lain : 

a. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan masyarakat. 

b. Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang cukup 

sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada 

Insektorat Kabupaten Jembrana. 

c. Kurangnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. 

d. Kurangnya sarana dan prasarana terutama alat bantu dalam pelaksanaan 

pemeriksaan. 

 
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian 

kinerja utama Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Penanggulangan 

kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan 

percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan 

program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat 
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Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD 2021- 

2026 dan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana 2021-2026. Selengkapnya 

sebagaimana tabel terlampir. 
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Tabel –C.31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 PEMERINTAH 
KABUPATEN JEMBRANA PADA INSPEKTORAT 

 

 

 
 

 
Inspektorat 

Tabel T-C.31. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 

Kabupaten Jembrana 

 

 
 

 

No 

 

Rancangan Awal RKPD 

 

Hasil Analisis Kebutuhan 

 
 
 

Catatan 
Penting 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 

Lokasi 

 

Indikator kinerja 
Target 

capaian 

 

Pagu indikatif 
Program/Kegiata 

n/Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

 

Indikator kinerja 
Target 

capaian 

Kebutuhan 

Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 7    9,554,383,576     9.554.383. 
576 

 

I Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Inspektorat Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

87  
9,280,878,576 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Ko 
ta 

Inspektorat Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

87  
9,278,478, 

576 

 

A Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Inspektorat Jumlah 
dokumen 
OPD yang 
selaras 
dengan 
dokumen 
perencanaan 
kabupaten 

7 
dokumen 

1,350,000 Perencanaan, 
Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Inspektorat Jumlah 
dokumen 
OPD yang 
selaras 
dengan 
dokumen 
perencanaan 
kabupaten 

7 
dokumen 

1,350,000  

1 Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

Inspektorat Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

4 dokumen 250,000 Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

4 dokumen 250,000  
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2 Koordinasi dan 
Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

4 laporan  
550,000 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
laporan 
capaian kinerja 
dan ikhtisar 
realisasi 
kinerja SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

4 laporan  
550,000 

 

3 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

1 laporan  
550,000 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

1 laporan  
550,000 

 

B Administrasi 
Keuangan 
Perangkat daerah 

Inspektorat Jumlah 
dokumen 
pengelolaan 
keuangan 
daerah yang 
akuntabel 

3 
dokumen 

 
7,571,965,476 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
dokumen 
pengelolaan 
keuangan 
daerah yang 
akuntabel 

3 
dokumen 

 
7,495,454, 

476 

 

1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Inspektorat Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

37 orang/ 
bulan 

 
7,571,315,476 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Inspektorat Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

37 orang/ 
bulan 

 
7,494,804, 
476 

 

2 Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Dokumen 
Koordinasi 
dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi 
SKPD 

4 dokumen  
250,000 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi 
SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Dokumen 
Koordinasi 
dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi 
SKPD 

4 dokumen  
250,000 

 



48  

3 Koordinasi dan 
Penyusunan laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

5 laporan  
400,000 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

5 laporan  
400,000 

 

C Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Inspektorat Jumlah 
Sumber daya 
aparatur yang 
berkompeten 

37 orang 584,780,000 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Inspektorat Jumlah 
Sumber daya 
aparatur yang 
berkompeten 

37 orang 389,780,00 
0 

 

1 Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 
kelengkapannya 

Inspektorat Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta 
Atribut 
Kelengkapan 

37 paket  
21,000,000 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Atribut 
kelengkapanny 
a 

Inspektorat Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta 
Atribut 
Kelengkapan 

37 paket  
21,000,000 

 

2 Pendidkan dan 
pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Inspektorat Jumlah 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

20 orang  
568,780,000 

Pendidkan dan 
pelatihan 
pegawai 
berdasarkan 
tugas dan 
fungsi 

Inspektorat Jumlah 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

20 orang  
368.780.00 

0 

 

D Administrasi umum 
Perangkat daerah 

Inspektorat Jumlah sarana 
prasarana dan 
administrasi 
perkantoran 
yang 
terpenuhi 

1 paket  
561,386,100 

Administrasi 
umum 
Perangkat 
daerah 

Inspektorat Jumlah sarana 
prasarana dan 
administrasi 
perkantoran 
yang 
terpenuhi 

1 paket  
561,386,10 

0 

 

1 Penyediaan 
Komponen Instalansi 
Listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Inspektorat Jumlah 
Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera 
ngan 

10 paket  
4,170,100 

Penyediaan 
Komponen 
Instalansi 
Listrik/penera 
ngan 

Inspektorat Jumlah 
Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera 
ngan 

10 paket  
4,170,100 
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   Bangunan 
Kantor yang 
disediakan 

  bangunan 
kantor 

 Bangunan 
Kantor yang 
disediakan 

   

2 Penyediaan bahan 
Logistik kantor 

Inspektorat Jumlah Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
disediakan 

12 paket  
190,031,000 

Penyediaan 
bahan Logistik 
kantor 

Inspektorat Jumlah Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
disediakan 

12 paket  
190,031,00 

0 

 

3 Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Inspektorat Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
disediakan 

12 paket  
10,921,000 

Penyediaan 
barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Inspektorat Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
disediakan 

12 paket  
10,921,000 

 

4 Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Penyelenggara 
an Rapat 
Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

12 laporan  
356,264,000 

Penyelenggara 
an rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Penyelenggara 
an Rapat 
Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

12 laporan  
356,264,00 

0 

 

5 Dukungan 
pelaksanaan sistem 
pemerintahan 
berbasis elektronik 
pada SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 
pada SKPD 

12 
dokumen 

0 Dukungan 
pelaksanaan 
sistem 
pemerintahan 
berbasis 
elektronik 
pada SKPD 

Inspektorat Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 
pada SKPD 

12 
dokumen 

0  

E Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
pemerintah Daerah 

Inspektorat Jumlah 
pemenuhan 
barang milik 
daerah 
Penunjang 
Urusan 
pemerintah 
Daerah 

3 jenis  
217,000,000 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
pemerintah 
Daerah 

Inspektorat Jumlah 
pemenuhan 
barang milik 
daerah 
Penunjang 
Urusan 
pemerintah 
Daerah 

3 jenis  
217,000,00 

0 

 

1 Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 

Inspektorat Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

1 unit 150,000,000 Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

Inspektorat Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

1 unit 150,000,00 
0 
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 atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Disediakan 

  Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Disediakan 

   

2 Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
operasional atau 
lapangan 

Inspektorat Jumlah Unit 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 
yang 
Disediakan 

4 unit 0 Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
operasional 
atau lapangan 

Inspektorat Jumlah Unit 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 
yang 
Disediakan 

4 unit 0  

3 Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Inspektorat Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang 
Disediakan 

5 unit 0 Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Inspektorat Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang 
Disediakan 

5 unit 0  

4 Pengadaan sarana 
dan prasarana 
pendukung gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 

Inspektorat Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

5 unit 67,000,000 Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
gedung kantor 
dan bangunan 
lainnya 

Inspektorat Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

5 unit 67,000,00 
0 

 

5 Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah 
laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

1 laporan  
111,097,500 

Penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

1 laporan  
111,097,50 

0 

 

F Penyediaan jasa 
surat menyurat 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

12 laporan  
4,837,500 

Penyediaan 
jasa surat 
menyurat 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

12 laporan  
4,837,500 

 

1 Penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 

7 laporan  
106,260,000 

Penyediaan 
jasa pelayanan 
umum kantor 

Inspektorat Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 

7 laporan  
106,260,00 

0 

 



51  

   Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

    Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

   

2 Pemeliharaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah yang 
dipelihara 

2 jenis  
233,299,500 

Pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah yang 
dipelihara 

2 jenis  
233,299,50 

0 

 

G Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
perorangan dinas 
atau kendaraan 
dinas jabatan 

Inspektorat Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

1 unit  
40,803,000 

Penyediaan 
jasa 
pemeliharaan, 
biaya 
pemeliharaan 
dan pajak 
kendaraan 
perorangan 
dinas atau 
kendaraan 
dinas jabatan 

Inspektorat Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

1 unit  
40,803,000 

 

1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Inspektorat Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

19 unit  
154,892,000 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Inspektorat Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

19 unit  
154,892,00 

0 

 

2 Pemeliharaan 
peralatan dan mesin 
lainnya 

Inspektorat Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya yang 
Dipelihara 

38 unit  
22,300,000 

Pemeliharaan 
peralatan dan 
mesin lainnya 

Inspektorat Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya yang 
Dipelihara 

38 unit  
22,300,000 

 

3 Pemeliharaan/Rebali 
tasi Gedung Kantor 

Inspektorat Jumlah 
Gedung 

16 unit  
6,554,500 

Pemeliharaan/ 
Rebalitasi 

Inspektorat Jumlah 
Gedung 

16 unit  
6,554,500 
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 dan Bangunan 
Lainnya 

 Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 
yang 
Dipelihara/Dir 
ehabilitasi 

  Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

 Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 
yang 
Dipelihara/Dir 
ehabilitasi 

   

4 Pemeliharaan/Reha 
bilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
bangunan lainnya 

Inspektorat Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dir 
ehabilitasi 

19 unit  
8,750,000 

Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau bangunan 
lainnya 

Inspektorat Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dir 
ehabilitasi 

19 unit  
8,750,000 

 

5 Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Inspektorat Opini atas 
hasil 
pemeriksaan 
BPK 

WTP  
126,540,000 

Program 
Penyelenggara 
an 
Pengawasan 

Inspektorat Opini atas 
hasil 
pemeriksaan 
BPK 

WTP  
126,540,00 

0 

 

II Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Internal 

Inspektorat Jumlah 
ketersediaan 
Dokumen 
penyelenggar 
an 
pengawasan 
internal 

4 
dokumen 

 
125,940,000 

Penyelenggara 
an 
Pengawasan 
Internal 

Inspektorat Jumlah 
ketersediaan 
Dokumen 
penyelenggar 
an 
pengawasan 
internal 

4 
dokumen 

 

125,940,00 
0 

 

A Pengawasan Kinerja 
Pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Pengawasan 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 

40 laporan  
2,975,000 

Pengawasan 
Kinerja 
Pemerintah 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Pengawasan 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 

40 laporan  
2,975,000 

 

1 Pengawasan 
keuangan 
Pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

12 laporan  
700,000 

Pengawasan 
keuangan 
Pemerintah 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

12 laporan  
700,000 
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2 Reviu Laporan 
Kinerja 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Reviu Laporan 
Kinerja 

3 laporan  
75,000 

Reviu Laporan 
Kinerja 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Reviu Laporan 
Kinerja 

3 laporan  
75,000 

 

3 Reviu laporan 
keuangan 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Reviu Laporan 
Keuangan) 

1 laporan 122,190,000 Reviu laporan 
keuangan 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Reviu Laporan 
Keuangan) 

1 laporan 122,190,00 
0 

 

4 Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
tujuan tertentu 

Inspektorat Jumlah 
pelaksanaan 
pengawasan 
dengan 
tujuan 
tertentu 

1 kegiatan 600,000 Penyelenggara 
an 
Pengawasan 
dengan tujuan 
tertentu 

Inspektorat Jumlah 
pelaksanaan 
pengawasan 
dengan 
tujuan 
tertentu 

1 kegiatan  
600,000 

 

B Pengawasan dengan 
tujuan tertentu 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Pengawasan 
Dengan 
Tujuan 
Tertentu 

12 laporan  
600,000 

Pengawasan 
dengan tujuan 
tertentu 

Inspektorat Jumlah 
Laporan Hasil 
Pengawasan 
Dengan 
Tujuan 
Tertentu 

12 laporan  
600,000 

 

1 Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan dan 
Asistensi 

Inspektorat Opini WTP 
atas hasil 
pemeriksaan 
BPK 

WTP  
146,965,000 

Program 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampinga 
n dan 
Asistensi 

Inspektorat Opini WTP 
atas hasil 
pemeriksaan 
BPK 

WTP  
149,365,00 

0 

 

III Perumusan 
Kebijakan Teknis 
di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi 
Pengawasan 

Inspektorat Jumlah 
kebijakan 
teknis di 
bidang 
pengawasan 
dan fasilitasi 
pengawasan 
yang tersdia 

1 
kebijakan 

 
121,940,000 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis di 
Bidang 
Pengawasan 
dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Inspektorat Jumlah 
kebijakan 
teknis di 
bidang 
pengawasan 
dan fasilitasi 
pengawasan 
yang tersdia 

1 
kebijakan 

 
124,340,00 

0 

 

A Perumusan 
Kebijakan teknis di 
bidang pengawasan 

Inspektorat Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan 
Teknis di 
Bidang 
Pengawasan 
yang Disusun 

2 
rekomend 
asi 

 
121,940,000 

Perumusan 
Kebijakan 
teknis di 
bidang 
pengawasan 

Inspektorat Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan 
Teknis di 
Bidang 
Pengawasan 
yang Disusun 

2 
rekomend 
asi 

 
124,340,00 

0 
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1 Pendampingan dan 
Asistensi 

Inspektorat Jumlah 
laporan 
asistensi dan 
pendampinga 
n yang 
tersedia 

1 laporan 27.425.000 Pendampinga 
n dan 
Asistensi 

Inspektorat Jumlah 
laporan 
asistensi dan 
pendampinga 
n yang 
tersedia 

1 laporan  
25,025,000 

 

B Pendampingan dan 
asistensi urusan 
pemerintahan 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampinga 
dan 
Asistensi 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1 
perangkat 
daerah 

2.750.000 Pendampingan 
dan asistensi 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Inspektorat Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampinga 
dan 
Asistensi 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1 
perangkat 
daerah 

350,000  

1 Pendampingan, 
asistensi, verifikasi 
dan penilaian 
reformasi birokrasi 

Inspektorat Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampinga 
n Asistensi, 
Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi 
Birokrasi 

1 
perangkat 
daerah 

 
350,000 

Pendampingan 
, asistensi, 
verifikasi dan 
penilaian 
reformasi 
birokrasi 

Inspektorat Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampinga 
n Asistensi, 
Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi 
Birokrasi 

1 
perangkat 
daerah 

 
350,000 

 

2 Koordinasi, 
monitoring dan 
evaluasi serta 
verifikasi 
pencegahan atas 
pemberantasan 
korupsi 

Inspektorat Jumlah 
Kegiatan 
Koordinasi, 
Monitoring 
dan Evaluasi 
serta 
Verifikasi 
Pencegahan 
dan 
Pemberantasa 
n Korupsi 

3 kegiatan  
24,150,000 

Koordinasi, 
monitoring 
dan evaluasi 
serta verifikasi 
pencegahan 
atas 
pemberantasa 
n korupsi 

Inspektorat Jumlah 
Kegiatan 
Koordinasi, 
Monitoring 
dan Evaluasi 
serta 
Verifikasi 
Pencegahan 
dan 
Pemberantasa 
n Korupsi 

3 kegiatan  
24,150,000 

 

3 Pendampingan, 
asistensi dan 
verifikasi penegakan 
integritas 

Inspektorat Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 

1 
perangkat 
daerah 

175,000 Pendampingan 
, asistensi dan 
verifikasi 
penegakan 
integritas 

Inspektorat Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 

1 
perangkat 
daerah 

 
175,000 
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   Pendampinga 
n,Asistensi 
dan 
Verifikasi 
Penegakan 
Integritas 

    Pendampinga 
n,Asistensi 
dan 
Verifikasi 
Penegakan 
Integritas 
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a. Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat 

 
Sesuai dengan hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan pada awal 

penyusunan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh 

Inspektorat kabupaten Jembrana, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan di 

tuangkan pada table di bawah : 

Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Inspektorat Kabupaten Jembrana 

 

 
No Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ 

Volume 
Catatan 

1 2 3 4 5 6 

I Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Inspektorat Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

87  

A Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Inspektorat Jumlah dokumen OPD yang 
selaras dengan dokumen 
perencanaan kabupaten 

7 dokumen  

1 Penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah 

Inspektorat Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

4 dokumen  

2 Koordinasi dan Penyusunan 
laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Inspektorat Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

4 laporan  

3 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Inspektorat Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

1 laporan  

B Administrasi Keuangan 
Perangkat daerah 

Inspektorat Jumlah dokumen 
pengelolaan keuangan 
daerah yang akuntabel 

3 dokumen  

1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Inspektorat Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

37 orang/ 
bulan 

 

2 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Inspektorat Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

4 dokumen  

3 Koordinasi dan Penyusunan 
laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Inspektorat Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

5 laporan  
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C Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Inspektorat Jumlah Sumber daya 
aparatur yang berkompeten 

37 orang  

1 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
kelengkapannya 

Inspektorat Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

37 paket  

2 Pendidkan dan pelatihan 
pegawai berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Inspektorat Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

20 orang  

D Administrasi umum 
Perangkat daerah 

Inspektorat Jumlah sarana prasarana dan 
administrasi perkantoran 
yang terpenuhi 

1 paket  

1 Penyediaan Komponen 
Instalansi Listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Inspektorat Jumlah Paket 
Komponen  Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
disediakan 

10 paket  

2 Penyediaan bahan Logistik 
kantor 

Inspektorat Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
disediakan 

12 paket  

3 Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

Inspektorat Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang disediakan 

12 paket  

4 Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan konsultasi 
SKPD 

Inspektorat Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 laporan  

5 Dukungan pelaksanaan 
sistem pemerintahan 
berbasis elektronik pada 
SKPD 

Inspektorat Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

12 dokumen  

E Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
pemerintah Daerah 

Inspektorat Jumlah pemenuhan barang 
milik daerah Penunjang 
Urusan pemerintah Daerah 

3 jenis  

1 Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Inspektorat Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

1 unit  

2 Pengadaan Kendaraan Dinas 
operasional atau lapangan 

Inspektorat Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

4 unit  

3 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Inspektorat Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

5 unit  

4 Pengadaan sarana dan 
prasarana pendukung gedung 
kantor dan bangunan lainnya 

Inspektorat Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

5 unit  
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5 Penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah laporan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

1 laporan  

F Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Inspektorat Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

12 laporan  

1 Penyediaan jasa pelayanan 
umum kantor 

Inspektorat Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang 
Disediakan 

7 laporan  

2 Pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah yang 
dipelihara 

2 jenis  

G Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan dinas 
atau kendaraan dinas jabatan 

Inspektorat Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 unit  

1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Inspektorat Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

19 unit  

2 Pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya 

Inspektorat Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

38 unit  

3 Pemeliharaan/Rebalitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Inspektorat Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

16 unit  

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau bangunan lainnya 

Inspektorat Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

19 unit  

5 Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Inspektorat Opini atas hasil pemeriksaan 
BPK 

WTP  

II Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Inspektorat Jumlah ketersediaan 
Dokumen penyelenggaran 
pengawasan internal 

4 dokumen  

A Pengawasan Kinerja 
Pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

40 laporan  

1 Pengawasan keuangan 
Pemerintah daerah 

Inspektorat Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

12 laporan  

2 Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

3 laporan  
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3 Reviu laporan keuangan Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Keuangan) 

1 laporan  

4 Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan tujuan 
tertentu 

Inspektorat Jumlah pelaksanaan 
pengawasan dengan tujuan 
tertentu 

1 kegiatan  

B Pengawasan dengan tujuan 
tertentu 

Inspektorat Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

12 laporan  

1 Program Perumusan 
Kebijakan, Pendampingan 
dan Asistensi 

Inspektorat Opini WTP atas hasil 
pemeriksaan BPK 

WTP  

III Perumusan  Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Inspektorat Jumlah kebijakan teknis di 
bidang pengawasan dan 
fasilitasi pengawasan yang 
tersdia 

1 kebijakan  

A Perumusan Kebijakan teknis 
di bidang pengawasan 

Inspektorat Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan yang Disusun 

2 
rekomendasi 

 

1 Pendampingan dan Asistensi Inspektorat Jumlah laporan asistensi dan 
pendampingan yang tersedia 

1 laporan  

B Pendampingan dan asistensi 
urusan pemerintahan daerah 

Inspektorat Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampinga dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1 perangkat 
daerah 

 

1 Pendampingan, asistensi, 
verifikasi dan penilaian 
reformasi birokrasi 

Inspektorat Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

1 perangkat 
daerah 

 

2 Koordinasi, monitoring dan 
evaluasi serta verifikasi 
pencegahan atas 
pemberantasan korupsi 

Inspektorat Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

3 kegiatan  

3 Pendampingan, asistensi dan 
verifikasi penegakan 
integritas 

Inspektorat Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan,Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

1 perangkat 
daerah 
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BAB III 
 

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT 
 

 
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 
 

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan 

oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan 

kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan meliputi perencanaa, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang- 

undangan. 

Telaahan terhadap kebijakan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, 

dimana untuk menindaklanjuti komitmen nasional menciptakan iklim transparansi, bersih 

dan profesionalisme dengan melaksanan penguatan fungsi dan tugas APIP baik di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Penguatan tugas dan fungsi APIP dalam upaya 

pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi, pola pelaporan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) terkait kerugian negara. Isu strategis terkait penguatan tugas dan 

fungsi APIP pada Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri adalah masih adanya 

keterbatasan jumlah SDM APIP baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah dalam upaya 

mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Jembrana 

Sesuai dengan Visi Kabupaten Jembrana yaitu “Mewujudkan Masyarakat 

Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana” Untuk mendukung visi diatas 

Inspektorat Kabupaten Jembrana menetapkan tujuan yang akan dicapapai. Tujuan 

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana pada dasarnya adalah penjabaran lebih 

teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja 

apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan 

hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten 

Jembrana merumuskan tujuan: 

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” 

Untuk mencapai tujuan ditetapkan indikator seperti tabel dibawah ini: 
 

NO TUJUAN NO INDIKATOR Target 

T1 Terwujudnya tata 
kelola 
penyelengggaraan 
pemerintahan yang 
akuntabel 

T1.1 Predikat milai LKJIP 
perangkat daerah 

BB 
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T2 Terwujudnya Tata 
Kelola 
kepemerintahan 
yang bersih  dan 
bebas KKN 

T2.1 Meningkatnya opini hasil 
pemeriksaan BPK 

WTP 

Untuk dapat mencapai tujuan dijabarkan dalam sasaran sebagai table berikut : 
 

NO TUJUAN NO SASARAN 

T1 Terwujudnya tata kelola 
penyelengggaraan 
pemerintahan yang 
akuntabel 

S1.1 Meningkatnya akuntabilitas 
laporan kinerja instansi perangkat 
daerah 

T2 Terwujudnya Tata Kelola 
kepemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN 

S2.1 Meningkatnya pelaksanaan SPIP 
pada OPD di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jembrana 

S2.2 Meningkatnya capaian kinerja dan 
akuntabilitas laporan keuangan 
daerah 

S2.3 Meningkatnya sistem pengawasan 
internal pelaksanaan kebijakan 
kepala daerah 

 

 
Pada Tahun 2023 ini dengan adanya penyesuaian dan perubahan RPJMD 

Kabupaten Jembrana maka tujuan, indikator dan sasaran Inspektorat Kabupaten 

Jembrana juga mengalami penyesuaian. Tujuan, indikator dan sasaran Inspektorat 

Kabupaten Jembrana sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2021-2026 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tujuan Insperktorat kabupaten Jembrana yaitu “Meningkatnya tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel “. 

Untuk mencapai tujuan ditetapkan indikator seperti tabel dibawah ini : 
 

NO TUJUAN NO INDIKATOR 

T.1 Meningkatnya tata 
kelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
akuntabel 

1 Nilai SAKIP 

 
Untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan Inspektorat Kabupaten Jembrana 

menetapkan sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana yaitu 

sebagai berikut: 
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NO TUJUAN NO SASARAN 

T.1 Meningkatnya tata kelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan   yang 
akuntabel 

S.1 Meningkatnya kualitas 
pengawasan pemerintah 
daerah serta meningkatnya 
akuntabilitas kinerja instansi 
perangkat daerah 

Adapun indikator sasaran ditetapkan seperti table berikut ini : 
 

NO SASARAN NO INDIKATOR 

S.1 Meningkatnya kualitas 
pengawasan pemerintah 
daerah serta meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
instansi perangkat daerah 

1.1. Nilai SAKIP PD 

1.2 Level maturitas SPIP 

1.3 Level Kapabilitas APIP 

1.4 Persentase jumlah OPD yang 
melakukan kepatuhan 
terhadap pencegahan dan 
pengendalian korupsi 

1.5 Persentase jumlah OPD yang 
dilaksanakan pembinaan dan 
pengawasan 
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Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jembrana 

TUJUAN SASARAN STRATEGI Target Kinerja 

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN 
PROGRAM/ 

Kegiatan 

Sasaran Pada Tahun Ke 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Meningkatnya 
tata kelola 

penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang akuntabel 

Nilai SAKIP 66 Meningkatnya 
kualitas 

pengawasan 
pemerintah 
daerah serta 
meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja instansi 
perangkat daerah 

Nilai SAKIP Peningkatan 

terhadap bobot 

dari perencanaa, 

pengukuran, 

pelaporan, 

evaluasi,  dan 

capaian kinerja 

perangkat 

daerah. 

Penunjang 
urusan 

pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

85 86 87 88 89 89 

Level 
maturitas 

SPIP 

Peningkatan 
sistem 

penyelenggaraan 
tatakelola 
pemerintahan 

Penyelenggaran 
Pengawasan 

Level 
2 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
Kapabilitas 

APIP 

Peningkatan 
sistem 

penyelenggaraan 
tatakelola 
pemerintahan 

Penyelenggaran 
Pengawasan 

Level 
2 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Persentase 
OPD yang 

melakukan 
kepatuhan 
terhadap 

pencegahan 
dan 
pengendalian 
korupsi 

Peningkatan 

koordinasi 

dengan OPD 

terkait 

peningkatan 

capaian nilai MCP. 

Penyelenggaran 

Pengawasan 
87 89 91 93 95 95 

    Persentase 

OPD yang 
dilaksanakan 
pembinaan 

Peningkatan 

efektivitas 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintah dan 

Perumusan 

kebijakan, 
pendampingan 
dan asistensi 

85 86 87 88 90 90 
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    dan 
pengawasan 

aparatur 
pemerintah 

melalui koordinasi 
dan sinergi 
pengawasan 
internal, 
eksternal dan 
pengawasan 
masyarakat. 
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3.3 Program dan Kegiatan 

Rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana untuk Tahun 

Anggaran 2024 mengalami perubahan di sesuaikan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 050 Tahun 2020 dan prakiraan maju untuk tahun 2024, 

selengkapnya rumusan rencana program dan kegiatan OPD Inspektorat Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024 sebagaimana Matriks berikut: 
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Tabel T-C.33 

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA 

 

 

 
Kode Rekening 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Dan 

Program/Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2024  
Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 

Tahun 2025 

 
Lokasi 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumbe 

r Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 01    Inspektorat Daerah    9.554.383.576    9,746,362,563 

x xx 1   Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Inspektorat 87  
9,278,478,576 

DAU  88  
9,467,761,463 

x xx 1 1.01  Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen OPD yang 
selaras dengan dokumen 
perencanaan kabupaten 

Inspektorat 7 dokumen 1,350,000 DAU  7 
dokumen 

1,485,000 

x xx 1 1.01 00 
01 

Penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Inspektorat 4 dokumen 250,000 DAU  4 
dokumen 

 
275,000 

x xx 1 1.01 00 
06 

Koordinasi dan 
Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Inspektorat 4 laporan  
550,000 

DAU  4 laporan 605,000 
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x xx 1 1.01 00 
07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Inspektorat 1 laporan  
550,000 

DAU  1 laporan 605,000 

x xx 1 1. 
02 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat daerah 

Jumlah dokumen 
pengelolaan keuangan 
daerah yang akuntabel 

Inspektorat 3 dokumen  
7,495,454,476 

DAU  3 
dokumen 

 
7,787,957,053 

x xx 1 1. 
02 

00 
01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Inspektorat 37 orang/ 
bulan 

 
7,494,804,476 

DAU  37 
orang/ 
bulan 

 
7,787,242,053 

x xx 1 1. 
02 

00 
04 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Inspektorat 4 dokumen 250,000 DAU  4 
dokumen 

275,000 

x xx 1 1. 
02 

00 
05 

Koordinasi dan 
Penyusunan laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Inspektorat 5 laporan  
400,000 

DAU  5 laporan 440,000 

x xx 01 1.05  Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah Sumber daya 
aparatur yang berkompeten 

Inspektorat 37 orang 389,780,000 DAU  37 orang 443,258,000 

x xx 01 1.05 00 
02 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

Inspektorat 37 paket  
21,000,000 

DAU  37 paket 23,100,000 
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x xx 01 1.05 00 
09 

Pendidkan dan pelatihan 
pegawai berdasarkan 
tugas dan fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

Inspektorat 20 orang  
368.780.000 

DAU  20 orang 420.158.000 

x xx 01 1.06  Administrasi umum 
Perangkat daerah 

Jumlah sarana prasarana 
dan administrasi 
perkantoran yang terpenuhi 

Inspektorat 1 paket  
561,386,100 

DAU  1 paket 617,574,710 

x xx 01 1.06 00 
01 

Penyediaan Komponen 
Instalansi 
Listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah Paket 
Komponen  Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
disediakan 

Inspektorat 10 paket  
4,170,100 

DAU  10 paket 4,587,110 

x xx 01 1.06 00 
04 

Penyediaan bahan 
Logistik kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
disediakan 

Inspektorat 12 paket  
190,031,000 

DAU  12 paket 209,034,100 

x xx 01 1.06 00 
05 

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang disediakan 

Inspektorat 12 paket  
10,921,000 

DAU  12 paket 12,013,100 

x xx 01 1.06 00 
09 

Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Inspektorat 12 laporan  
356,264,000 

DAU  12 
laporan 

391,890,400 

x xx 01 1.06 00 
11 

Dukungan pelaksanaan 
sistem pemerintahan 
berbasis elektronik pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Inspektorat 12 dokumen 0 DAU  12 
dokumen 

0 
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x xx 01 1.07  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan pemerintah 
Daerah 

Jumlah pemenuhan barang 
milik daerah Penunjang 
Urusan pemerintah Daerah 

Inspektorat 3 jenis  
217,000,000 

DAU  3 jenis 238,700,000 

x xx 01 1.07 00 
01 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

Inspektorat 1 unit 150,000,000 DAU  1 unit 165,000,000 

x xx 01 1.07 00 
02 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas operasional atau 
lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

Inspektorat 4 unit 0 DAU  4 unit 0 

x xx 01 1.07 00 
06 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Inspektorat 5 unit 0 DAU  5 unit 0 

x xx 01 1.07 00 
11 

Pengadaan sarana dan 
prasarana pendukung 
gedung kantor dan 
bangunan lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

Inspektorat 5 unit 67,000,000 DAU  5 unit 73,700,000 

x xx 01 1.08  Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Jumlah laporan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Inspektorat 1 laporan  
111,097,500 

DAU  1 laporan 122,207,250 
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x xx 01 1.08 00 
01 

Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Inspektorat 12 laporan  
4,837,500 

DAU  12 
laporan 

5,321,250 

x xx 01 1.08 00 
04 

Penyediaan jasa 
pelayanan umum kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang 
Disediakan 

Inspektorat 7 laporan  
106,260,000 

DAU  7 laporan 116,886,000 

x xx 01 1.09  Pemeliharaan barang 
milik daerah penunjang 
urusan pemerintah 
daerah 

Jumlah barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah yang 
dipelihara 

Inspektorat 2 jenis  
233,299,500 

DAU  2 jenis 256,629,450 

x xx 01 1.09 00 
01 

Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan 
dinas atau kendaraan 
dinas jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Inspektorat 1 unit  
40,803,000 

DAU  1 unit 44,883,300 

x xx 01 1.09 00 
02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Inspektorat 19 unit  
154,892,000 

DAU  19 unit 170,381,200 
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x xx 01 1.09 00 
06 

Pemeliharaan peralatan 
dan mesin lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Inspektorat 38 unit  
22,300,000 

DAU  38 unit 24,530,000 

x xx 01 1.09 00 
09 

Pemeliharaan/Rebalitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Inspektorat 16 unit  
6,554,500 

DAU  16 unit 7,209,950 

x xx 01 1.09 00 
11 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau bangunan 
lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Inspektorat 19 unit 8,750,000   19 unit 9,625.000 

6 01 02   Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Opini atas hasil pemeriksaan 
BPK 

Inspektorat WTP 126,540,000 DAU  WTP 127,776,500 

6 01 02 2.01  Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Jumlah ketersediaan 
Dokumen penyelenggaran 
pengawasan internal 

Inspektorat 4 dokumen  
125,940,000 

DAU  4 
dokumen 

127,116,500 

6 01 02 2.01 00 
01 

Pengawasan Kinerja 
Pemerintah daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Inspektorat 40 laporan  
2,975,000 

DAU  40 
laporan 

3,272,500 
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6 01 02 2.01 00 
02 

Pengawasan keuangan 
Pemerintah daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Inspektorat 12 laporan  
700,000 

DAU  12 
laporan 

770,000 

6 01 02 2.01 00 
03 

Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

Inspektorat 3 laporan  
75,000 

DAU  3 laporan 82,500 

6 01 02 2.01 00 
04 

Reviu laporan keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Keuangan) 

Inspektorat 1 laporan 122,190,000 DAU  1 laporan 122,991,500 

6 01 02 2.02  Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
tujuan tertentu 

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan dengan tujuan 
tertentu 

Inspektorat 1 kegiatan 600,000 DAU  1 
kegiatan 

660,000 

6 01 02 2.02 00 
02 

Pengawasan dengan 
tujuan tertentu 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Inspektorat 12 laporan  
600,000 

DAU  12 
laporan 

660,000 

6 01 03   Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan dan 
Asistensi 

Opini WTP atas hasil 
pemeriksaan BPK 

Inspektorat WTP  
149,365,000 

DAU  WTP 150,824,600 

6 01 03 2.01  Perumusan  Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Jumlah kebijakan teknis di 
bidang pengawasan dan 
fasilitasi pengawasan yang 
tersdia 

Inspektorat 1 kebijakan  
124,340,000 

DAU  1 
kebijakan 

124,712,100 
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6 01 03 2.01 00 
01 

Perumusan Kebijakan 
teknis di bidang 
pengawasan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan yang Disusun 

Inspektorat 2 
rekomendasi 

 
124,340,000 

DAU  2 
rekomen 
dasi 

124,712,100 

6 01 03 2.02  Pendampingan dan 
Asistensi 

Jumlah laporan asistensi 
dan pendampingan yang 
tersedia 

Inspektorat 1 laporan 25,025,000 DAU  1 laporan 26,112,500 

6 01 03 2.02 00 
01 

Pendampingan dan 
asistensi urusan 
pemerintahan daerah 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampinga dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Inspektorat 1 perangkat 
daerah 

350,000 DAU  1 
perangkat 
daerah 

385,000 

6 01 03 2.02 00 
02 

Pendampingan, asistensi, 
verifikasi dan penilaian 
reformasi birokrasi 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Inspektorat 1 perangkat 
daerah 

 
350,000 

DAU  1 
perangkat 
daerah 

385,000 

6 01 03 2.02 00 
03 

Koordinasi, monitoring 
dan evaluasi serta 
verifikasi pencegahan 
atas pemberantasan 
korupsi 

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan 
Pemberantasan Korupsi 

Inspektorat 3 kegiatan  
24,150,000 

DAU  3 
kegiatan 

25.150.000 

6 01 03 2.02 00 
04 

Pendampingan, asistensi 
dan verifikasi penegakan 
integritas 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan,Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Inspektorat 1 perangkat 
daerah 

 
175,000 

DAU  1 
perangkat 
daerah 

192,500 
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang 

telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten 

Jembrana beserta indikator yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana 

Strategis 2021-2026. 

 
4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR 

KINERJA. 

Rencana program Inspektorat disesuaikan dengan program Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, namun untuk kegiatan dan 

indikator kinerja dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, adapun 

untuk mencapai tujuan organisasi di dukung dengan Program dan Kegiatan yang telah 

tertuang dalam RENSTRA inspektorat sebagai berikut : 

1 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan 6 

kegiatan antara lain : 

1.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, 

dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 

b. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

1.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 

1.4 Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan kompenen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 

b. Penyediaan bahan logistic kantor 

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

d. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

e. Dokumen pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada 

SKPD 

1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub 

kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 
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1.6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, 

dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan dinas operasional atau lapangan 

c. Pemeliharaan pearalatan dan mesin 

d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 

e. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung 

kantor atau bangunan lainnya 

2 Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan 2 kegiatan antara lain : 

2.1 Penyelenggaraan pengawasan internal, dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Pengawasan kinerja pemerintah daerah 

b. Pengawasan keuangan pemerintah daerah 

c. Reviu laporan kinerja 

d. Reviu laporan keuangan 

2.2 Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan sub 

kegiatan yaitu : 

a. Pengawasan dengan tujuan tertentu 

3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan 2 

kegiatan antara lain : 

3.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan, dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan 

3.2 Pendampingan dan asistensi, dengan sub kegiatan yaitu : 

a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah 

b. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi 

c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

d. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas 

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2023 di tuangkan pada 

lampiran table matrik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan 

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai 

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan 

masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada 

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para 

pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan 

tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan 

yang dampaknya merembes kebawah (rickle down effect) sehingga keberpihakan pada 

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. 

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana, selain menjadi acuan 

pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja 

Inspektorat Kabupaten Jembrana dengan seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten 

Jembrana. 

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan 

keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan 

manajemen dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Jembrana sehingga akan 

memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang. 

 

 
Negara, 15 September 2023 

Inspektur 
 
 
 

Ni Wayan Koriani,SH.MH 
NIP. 19671215 199503 2 004 
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RENCANA KERJA 
PERUBAHAN 
TAHUN 2024 

 
 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN JEMBRANA 

Jalan Surapati No.3 Jembrana – Bali, 
 Telp.(0365)41067 
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Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana TA2024 

 

 

 

 
KATAPENGANTAR 

 

 
Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

Bappeda Kabupaten Jembrana dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran 

tahun 2024 yang merupakan rencana kerjata hunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran 

adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan perencanaan Bappeda Kabupaten Jembrana. 

 
Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten 

Jembrana. Dengan demikian rencana kerja perubahan Bappeda Kabupaten Jembrana merupakan 

turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Bappeda Kabupaten 

Jembrana ,dan RPD dan Renstra 2021 - 2025. 

 
Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana 

strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Jembrana sampai dengan 

bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan 

anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024. 

 
Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencanakerja 

Bappeda Kabupaten Jembrana tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, 

maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan.Oleh karena 

itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk 

perbaikan penyusunan dimasa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini 

bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana. 

 
Jembrana, 9  Agustus  2024 

 

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Jembrana, 

 

 

I Made Sudantra, SE.M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP.19640814 199003 1 010
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Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana TA2024 

 

 

 
 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Jembrana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi 

dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan 

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. 

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jembrana 2021 – 2025 dan 

Rencana Strategis  Bappeda tahun 2021 – 2025, yang merupakan cerminan dari visi 

dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

 
2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk: 

a. Sebagai landasan penyusunan  KUA dan PPAS Perubahan Tahun2024 dalam rangka 

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD 

b. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional 

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka 

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan 

d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan 

kegiatan 

e. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas 

pengawasan yang lebih profesional 

f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin 

efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi 

pemerintahan. 

g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung 

jawaban dalam pencapaian visi,misi,sasaran dan kebijakan pengawasan  internal. 
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h. Sebagai  bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 
 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 

 
 

Menindaklanjuti Peraturan  Bupati Jembrana Nomor : 27 Tahun 2024, Tanggal, 26 

Juli 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 39 Tahun 2023 Tentang 

Perencanaan Pemerintahan Derah Semesta Berencana Tahun 2024, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa 

perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,maka Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Jembrana 

berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada 

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. 

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidak 

sesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu : 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah. 

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, 

penambahan / pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran 

pagu anggaran. 

Salah satu misi pembangunan Kabupaten Jembrana yang tercantum dalam RKPD 

yaitu Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagian (Jagat Kerthi) dengan Tujuan 

dari misi tersebut Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 

menuju kota cerdas (Smart City). Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. 

Prioritas pembangunan  Kabupaten Jembrana pada Rancangan Awal RKPD Tahun 

2024 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan 
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prioritas pembangunan Propinsi Bali menjadi prioritas yang ke 7 yaitu kinerja aparatur dan 

birokrasi.  

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan 

kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. 

Keterkaitan  Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun 

yang membutuhkan partisipasi masyarakat. 

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka 

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2024 akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Daerah (RKPD) Bappeda  

Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS). 

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 mendasarkan 

pada peraturan yang mengkait yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 

II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat  I Bali, Nusa Tenggara  Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri  DalamNegeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, 

Dan Nomenklatur Perencanaan  Pembangunan  Dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana 

telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Jembrana Tahun 2006 – 2025 (Lembrana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 630); 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) Sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembranan Tahun 2022  Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5); 
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13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026, dan; 

14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Semesta Berencana Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 

Nomor 39). 

 
  SISTEMATIKA  PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT 

DAERAH  

 BAB I       PENDAHULUAN,  

 memuat : 

 Maksud dan Tujuan 

 Dasar Pertimbangan Perubahan 

 Sistematika Penulisan 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II 

Memuat kompilasihasilevaluasipelaksanaanRenjaPerangkat DaerahTahun 

2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabelEvaluasi 

terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel2.4. 

 

BAB III    RENCANA  PROGRAM  DAN  KEGIATAN DALAM  PERUBAHAN  RENJA 

PERANGKAT  DAERAH 

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, 

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau  

pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang 

mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua 

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui 

belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1 

BABIV    PENUTUP 
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BABII 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
TRIWULAN II TAHUN 2024 

 
A. Evaluasi Kinerja Sasaran 

 
 

Pencapaian Kinerja sasaran  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana  

tahun 2024 adalah : 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembagunan daerah, yang diukur dengan indicator 

sasaran : 

a. Nilai Sakip 

b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 

c. Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / 

PERKADA 

d. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 

e. Penjabaran kosistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 

f. Penjabaran kosistensi Program RKPD ke dalam APBD 

g. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 

Adapun dalam bentuk table kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 

Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Jembrana  tahun 2023: 

                                                                                                                   Tabel2.1. 

Capaian  Kinerja  Bappeda  Th 2023 

 
 

Sasaran Bappeda Target Tahun 2023 Realisasi Tahun 2023 Keterangan 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan 
pembagunan daerah 
 

Indikator : 
 

1. Nilai Sakip 
2. Tersedianya 

dokumen 
perencanaan 
RPJPD yang telah 
ditetapkan dengan 
PERDA 

3. Tersedianya 
dokumen 
Perencanaan 
RPJMD yang telah 
ditetapkan dengan 

 

 

 

 

 

70 Nilai 

1 dok 

 

 

 

 

1 dok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,8 

- dok 

 

 

 

 

1 dok 

 

 

 

 

Tahun 2023 Sasaran 

tersedianya dokumen 

perencanaan RPJPD 

belum direalisasi di 

tahun 2023 dan akan 

terlaksana di tahun 

2025   
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PERDA / PERKADA 
 

4. Tersedianya 
dokumen RKPD 
yang telah 
ditetapkan dengan 
dengan PERKADA 

 
5. Penjabaran 

Kosistensi Program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

 
6. Penjabaran 

kosistensi Program 
RKPD ke dalam 
APBD 

 
7. Kesesuaian rencana 

pembangunan 
dengan RTRW 

 
 

 

 

2 dok 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

2 dok 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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Terhadap sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Jembrana pada tahun 2023 memiliki 4 Program, yaitu 3 Program yang mengampu 

perencanaan  dan 1 program penunjang program perencanaan. Adapun program dan 

sasaran yang dimaksud adalah : 

 
             Tabel2.2 

Program,Sasaran,Indikator,Target 2023, Realisasi 2023, & Target 2024 
 

Program Bappeda Sasaran 
Program 
Bappeda  

Indikator 
Sasaran 
Program 
Bappeda 

Target 
tahun 
2023 

Realisasi 
tahun 2023 

Target 
Tahun 
2024 

Ket 

PROGRAM 
PERENCANAAN 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Prosentase 
kesesuaian 
program tahunan 
dengan program 
RPJMD 

Persentase 95 100 95  

PROGRAM 
KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

 

Prosentase 
ketersediaan data 
informasi 
pembangunan 
yang sesuai 
dengan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Prosentase 100 100 100  

PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
 

Jumlah inovasi 
daerah 

Prosentase 100 100 100  

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN 
/ KOTA  
 

Nilai Sakip 
Perangkat Daerah 

Nilai 
 
Hasil Penilaian 
SAKIP dari 
Inspektorat 
 untuk Bappeda 

82.03 85,08 
 

Nilai “A” 
Predikat : 

”Memuaskan” 

82.53  
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A. Evaluasi  Kinerja  Program  dan  Kegiatan 

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II ( sd Juni 2024) sebagai berikut : 

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) 

bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. 

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 12 Juni 2024) Tahun 2023 dari program, 

kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut : 

 
Tabel2.3 tabel  

Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan &Fisik Bappeda s.d 12 Juni 2024 
 
 

No Uraian 

Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Anggaran Realisasi 

Keuangan 

%Real 

Keu 

Realisasi 

Fisik(%) 

Keterangan 

1. BAPPEDA 
KAB.JEMBRANA 

5.448.635.797 3.461.076.577 63.52 63.52  

  Bidang Urusan 

Perencanaan 

5.448.635.797 3.461.076.577 63.52 63.52  

A  Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / 
Kota  

4.400.559.797 2.889.380.855 
 

65.66 65.66  

1 Perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
Perangkat Daerah 

25.470.000 15.025.000 58.99 58.99  

1.1 Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

18.045.000 6.000.000 33.25 33.25  

1.2 Koordinasi dan 
Penyusunan 
dokumen RKA - 
SKPD 

0 0 - -  

1.3 Koordinasi dan 
penyusunan 
dokumen perubahan 
RKA-SKPD 

0 0 - -  

1.4 Koordinasi dan 
penyusunan DPA - 
SKPD 

625.000 2.725.000 100 100  

1.5 Koordinasi dan 
penyusunan 
perubahan DPA - 
SKPD 

2.600.000 2.100.000 80.77 80.77  

1.6 Koordinasi dan 
peyusunan laporan  
capaian kinerja dan 
ikthisar realisasi 
kinerja SKPD 

2.100.000 2.100.000 100 100  
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1.7 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

2.100.000 2.100.000 100 100  

2 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

3.688.659.297 2.510.569.747 68.06 68.06  

2.1 Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN 

3.688.659.297 2.510.569.747 68.06 68.06  

2.2 Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

0 
 

0 - -  

2.3 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
pengujian / verifikasi 
keuangan SKPD 

0 
 

0 - -  

2.4 Koordinasi dan 
pelaksanaan 
akuntansi SKPD 

0 0 - -  

2.5 Koordinasi dan 
Penyusunan  laporan 
keuangan akhir tahun 
SKPD 

0 0 - -  

2.6 Koordinasi dan 
penyusunan laporan 
keuangan bulanan 
/triwulanan / 
semesteran SKPD 

0 0 - -  

3 Administrasi 
Barang Milik Daerah 
pada Perangkat 
Daerah 

5.375.000 0 - -  

3.1 Rekonsiliasi dan 
penyusunan Laporan 
barang milik daerah 
pada SKPD 

2.750.000 0 - -  

3.2 Penatausahaan 
Barang milik daerah 
pada SKPD 

2.625..000 0 - -  

4 Administrasi 
kepegawaian 
Perangkat Daerah 

0 0 - -  

4.1 Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta atribut 
kelengkapannya 

0 0 - -  

4.2 Pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas 
dan fungsi 

0 0 - -  

4.3 Sosialisasi Peraturan 
Perungdang - 
undangan 

0 0 - -  

4.4 Bimbingan Teknis 
Implementasi 
peraturan perundang 

0 0 - -  
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– undangan 
5 Administrasi umum 

Perangkat Daerah 

264.521.500  - -  

5.1 Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

0 
 

0 - -  

5.2 Penyediaan  
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

12.000.000 0 - -  

5.3 Penyediaan bahan 
logistik kantor 

60.441.000 23.480.000 38.85 38.85  

5.4 Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

14.361.500 13.065.000 90.97 90.97  

5.5 Fasilitasi kunjungan 
Tamu 

5.115.000 1.885.000 36.85 36.85  

5.6 Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

172.604.000 108.598.156 62.92 62.92  

6 Pengadaan Barang 
Milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 

121.500.000 0 - -  

6.1 Pengadaan 
kendaraan 
perorangan dinas 
atau kendaraan dinas 
jabatan 

121.500.000 94.325.000 77.63 77.63  

6.2 Pengadaan sarana 
prasarana gedung 
kantor atau 
bangunan lainnya 

0 0 - -  

7 Penyediaan Jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

57.150.000 0 - -  

7.1 Penyediaan  Jasa 
surat menyurat 

3.150.000 0 - -  

7.2 Penyediaan jasa 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

0 0 - -  

7.3 Penyediaan  jasa 
pelayanan umum 
kantor 

54.000.000 31.500.000 58.33 58.33  

8 Pemeliharaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah darah 

237.884.000 0 - -  

8.1 Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
perorangan dinas 

44.680.000 28.767.612 64.39 64.39  
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atau kendaraan dinas 
jabatan 

8.2 Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan pajak 
dan perizinan 
kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan 

136.504.000 37.265.340 27.30 27.30  

8.3 Pemeliharaan 
peralatan dan mesin 
lainnya 

10.000.000 900.000 9.00 9.00  

8.4 Pemeliharaan/ 
Rehabilitas gedung 
kantor atau 
bangunan lainnya 

36.000.000 24.000.000 66.67 66.67  

8.5 Pemeliharaan / 
Rehabilitas sarana 
dan prasarana 
pendukung gedung 
kantor atau banguna 
lainnya 

2.500.000 0 - -  

8.6 Pemeliharaan /  
Rehabilitasi sarana 
dan Prasarana  
pendukung gedung 
kantor bangunan 
lainnya 

8.200.000 0 - -  

B Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
evaluasi 
pembangunan 
Daerah 

965.110.000 541.195.722 56.08 56.08  

1 Penyusunan 
perencanaan dan 
pendanaan 

876.955.000 497.453.722 56.73 56.73  

1.1 Analisis kondisi 
daerah, 
permasalahan dan 
isu strategis 
pembangunan 
daerah 

6.545.000 1.410.000 21.54 21.54  

1.2 Koordinasi 
penelaahan dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah dengan 
dokumen kebijakan 
lainnya  

4.150.000 420.000 10.12 10.12  

1.3 Pelaksanaan  
Konsultasi Publik 

6.715.000 4.040.000 60.16 60.16  

1.4 Koordinasi 
Pelaksanaan Forum 
SKPD / Lintas SKPD 

6.430.000 1.550.000 24.11 24.11  
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1.5 Pelaksanaan 
Musrenbang 
Kabupaten / Kota 

71.850.000 39.270.802 54.66 54.66  

1.6 Penyiapan bahan 
koordinasi 
Musrenbang 
Kecamatan 

3.450.000 390.000 11.30 11.30  

1.7 Koordinasi 
penyusunan dan 
penetapan dokumen 
perencanaan  
pembangunan 
daerah kabupaten/ 
kota 

777.815.000 450.372.920 57.90 57.90  

2 Analisis data dan 
informasi 
pemerintahan 
daerah bidang  
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

32.115.000 0 - -  

2.1 Analisis data dan 
informasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

22.995.000 12.000.000 52.19 52.19  

2.2 Pembinaan dan 
pemanfaatan data 
dan informasi 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 

3.500.000 1.830.000 52.29 52.29  

2.3 Penyusunan  profil 
pembangunan daeah 
kabupaten / kota 

5.620.000 520.000 9.25 9.25  

3 Pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan bidang 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

15.035.000 0 - -  

3.1 Koordinasi 
pengendalian 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
daerah di kabupaten 
/ kota 

7.218.000 0 - -  

3.2 Monitoring, evalusi 
dan penyusunan 
laporan berkala 
pelaksanaan 
pembangunan 
daerah 

7.817.000 902.000 11.54 11.54  
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4 Implementasi 
system informasi 
pemerintahan 
daerah di bidang 
pembanguan 
daerah 

41.005.000 0 - -  

4.1 Pengelolaan data 
dalam sistem 
informasi 
pemerintahan daerah 

1.550.000 0 - -  

4.2 Penerapan sistem 
informasi pemerintah 
daerah di bidang 
pembangunan 
daerah 

39.455.000 28.490.000 72.21 72.21  

C Program Koordinasi 
dan sinkronisasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

82.966.000 19.700.000 23.74 23.74  

1 Koordinasi 
Perencanaan   
Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pemerintahaan dan 
pembangunan 
manusia 

40.756.000 4.900.000 12.02 12.02  

1.1 Koordinasi 
penyusunan 
dokumen 
Perencanaan 
pembangunan  
daerah bidang 
pemerintahaan 

750.000 350.000 46.67 46.67  

1.2 Asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang pemerintahan 

350.000 350.000 100 100  

1.3 Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi  
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah  
bidang 
pemerintahaan  

1.250.000 350.000 28.00 28.00  

1.4 Koordinasi 
pelaksanaan 
sinergitas dan 
harmonisasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 

1.400.000 500.000 35.71 35.71  
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pemerintahaan 
1.5 Kooridinasi 

penyusunan 
dokumen 
perencanaan  
pembangunan 
daerah bidang 
pembangunan 
manusia 

8.588.000 1.300.000 15.14 15.14  

1.6 Asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang  
pembangunan  
manusia 

600.000 350.000 58.33 58.33  

1.7 Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang  
pembangunan 
manusia 

500.000 500.000 100 100  

1.8 Koordinasi 
pelaksanaan 
sinergitas dan 
harmonisasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
pembangunan 
manusia 

27.318.000 12.000.000 4.39 4.39  

2 Koordinasi 
perencanaan bidang  
perekonomian dan 
SDA 

13.380.000 0 - -  

2.1 Koordinasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan  
pembangunan 
daerah bidang 
perekonomian  

3.220.000 1.250.000 38.82 38.82  

2.2 Asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang perekonomian 

1.150.000 350.000 30.43 30.43  
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2.3 Pelaksanaan  
monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang perekonomian 

750.000 500.000 66.67 66.67  

2.4 Koordinasi 
pelaksanaan 
sinergitas dan 
harmonisasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
perekonomian 

2.110.000 0 - -  

2.5 Koordinasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang SDA 

2.800.000 750.000 26.79 26.79  

2.6 Asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang SDA 

750.000 250.000 33.33 33.33  

2.7 Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
bidang perekonomian 
dan SDA 

750.000 350.000 46.67 46.67  

2.8 Koordinasi 
pelaksanaan 
sinergitas dan 
harmonisasi 
perencanaan 
pembangunang 
daerah bidang SDA 

1.850.000 1.150.000 62.16 62.16  

3 Koordinasi 
perencanaan bidang 
Infrastruktur dan 
kewilayahan 

28.830.000 10.200.000 35.38 35.38  

3.1 Koordinasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
infrastruktur 

2.800.000 1.000.000 35.71 35.71  
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3.2 Asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang insfrastruktur 

750.000 500.000 66.67 66.67  

3.3 Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan  
bidang infrastruktur 

6.000.000 6.000.000 100 100  

3.4 Koordinasi 
pelaksanaan 
sinegitas dan 
harmonisasi 
perencanaan 
pembanguan daerah 
bindang infrastrur  

7.830.000 900.000 11.49 11.49  

3.5 Koordinasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan  
pembangunan 
daerah bidang 
kewilayahan  

8.000.000 0 - -  

3.6 Asistensi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang kewilayahan 

1.050.000 550.000 52.38 52.38  

3.7 Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
kewilayahan 

900.000 250.000 27.78 27.78  

3.8 Koordinasi 
pelaksanaan 
sinergitas dan 
harmonisasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
kewilayahan 

1500.000 1.000.000 66.67 66.67  
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Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam 

tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidak sesuaian dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan 

penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, 

penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di 

beberapa sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Untuk Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan khusus PNS bertambah  Rp. 47.896.000,-  

dari perhitungan TAPD Rp.32.896.000,- hal ini disebabkan masih adanya utang PPh 

terkait dengan pembayaran dari Gaji THR dan Gaji 13 Tahun 2024. 

2. Untuk belanja Gaji dan Tunjangan lainnya sudah sesuai antara perhitungan OPD dengan 

TAPD. 

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas perorangan dinas  atau kendaraan dinas jabatan, diusulkan penambahan pada 

anggaran BBM 

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, diusulkan pengurangan anggaran 

fotocopy karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan ada kemungkinan tidak terserap 

sampai akhir tahun  

5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran pada 

belanja peralatan dan mesin (belanja modal) laptop.  

6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 

pagu anggaran Rp.4.633.342.142,- di usulkan pengurangan menjadi Rp.4.598.744.960,- 

karena adanya menyesuaian anggaran pada belanja cetak dan penggandaan. 

7. Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terdapat 

pengurangan anggaran sebesar Rp. 34.597.182,- dimana pagu induk sebesar 

Rp.1.191.173.000,- dan diusulkan pengurangan menjadi Rp.965.110.000,- ini 

dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pada Sub kegiatan Pelaksanaan 

Musrenbang Kabupaten / Kota dari Rp. 81.358.000,- menjadi Rp. 71.850.000 dan Sub 

kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah kabupaten/kota dari Rp.900.945.000,- menjadi Rp.777.815.000,- pada Sub 

Kegiatan Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dari pagu 

anggaran Rp.30.545.000,- menjadi Rp.22.995.000,- Sub kegiatan Penyusunan Profil 

Pembangunan Daerah Kabupaten / kota dari pagu Rp.55.620.000,- menjadi 

Rp.5.620.000,- pada Sub Kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten / kota dari pagu anggaran 

Rp.27.093.000,- menjadi Rp.7.218.000,- dan pada Sub Kegiatan Penerapan sistem 

informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dengan pagu 

Rp.55.455.000 menjadi Rp.39.455.000,- pengurangan tersebut disebabkan karena 

adanya devisit anggaran pada tahun 2024. 
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8. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terdapat 

pengurangan anggaran sebesar Rp.50.540.000,- dimana pagu anggaran induk sebesar 

Rp.133.506.000,- menjadi Rp.82.966.000,- ini terjadi pengurangan anggaran pada Sub 

Kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang 

pemerintahan dengan anggaran Rp.5.424.000,- menjadi Rp.750.000,- pada Sub 

Kegiatan Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang 

pemerintahan dari anggaran Rp.1.270.000,- menjadi Rp.350.000,- dan Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dari pagu anggaran 

Rp.2.060.000,- dikurangi menjadi Rp.1.250.000,- Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan 

sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan 

dari pagu anggaran Rp.4.740.000,- menjadi Rp.1.400.000,- Sub Kegiatan Koordinasi 

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan 

manusia dengan pagu anggaran Rp.8.888.000,- menjadi Rp.8.588.000,- Sub Kegiatan 

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang 

pembangunan manusia dengan pagu anggaran Rp. 1.270.000,- menjadi Rp.600.000,- 

pada Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia dengan 

pagu anggaran Rp.2.320.000,- menjadi Rp.500.000,- 

9. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoringdan evaluasi penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA dengan Pagu anggaran 

Rp.1.270.000,- menjadi Rp.750.000,- dan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan 

sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA pagu 

anggaran Rp.2.370.000,- menjadi Rp.1.850.000,- Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dengan pagu 

anggaran Rp.9.418.000,- menjadi Rp.2.800.000,- sedangkan Sub Kegiatan Asistensi 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur 

dengan pagu anggaran Rp.1.270.000,- menjadi Rp.750.000,- dan pada Sub Kegiatan 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

perangkat daerah bidang infrastruktur dengan pagu Rp.18.520.000,- menjadi 

Rp.6.000.000,- pada sub kegiatan Koordinasi dokumen perencanaan pembangunan 

daerah bidang kewilayahan dengan pagu anggaran Rp.6.876.000,- menjadi 

Rp.8.000.000,- Pengurangan anggaran tersebut karena adanya devisit anggaran dimana 

mengutamakan kegiatan yang prioritas. 
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Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2024 sampai dengan 

12 Juni 2024 atau Triwulan II ) keseluruhan anggaran murni Bappeda Kabupaten Jembrana 

pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.448.635.797,- 

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai 

dengan program 3 ) bahwa capain fisik sebesar 65.66% dari target fisik 63.52%sampai 

dengan bulan Juni 2024 , dengan capaian keuangan sebesar 63.52% dari target yang 

direncanakan sampai dengan 12 Juni 2024 sebesar 60%, terdapat deviasi antara realisasi 

fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan 

berikutnya, perlu penataan kembali baik target output disubkegiatan maupun target anggaran 

pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 3 bulan 

yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. 

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II ( Per 

12 Juni 2024) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (BAPPEDA)TA.2024 (dari 

Data   Subbag Keuangan) atau Tabel2.4  sebagai  berikut:
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Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah : 

 

 

1 

 

 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 
 

Persentase kesesuaian 

Program tahunan 

dengan program 

RPJMD 

 

 100% 

 

 

 

  
 Persentase 

ketersediaan data dan 

informasi 

pembangunan yang 

sesuai dengan 

perencanaan daerah 

 100 % 

 
Tabel2.4. 

 

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN  

 RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  

 PERIODE PELAKSANAAN : 2024  

  
                      

No  sasaran  Kode 

 Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

 Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

 Target RENSTRA pada Tahun 

2026 (Akhir Periode RPJMD)  

 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

RPJMD 

Tahun 

2022-

2026 ( 

n-2 )    

 Target Kinerja dan Anggaran 

RKPD Tahun 2023 (n-1)  yg 

dievaluasi  

 Realisasi Kinerja Pada Triwulan ( 2024)  

 Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD yang 

Dievaluasi Tahun 2024  

 Realisasi Kinerja dan 

Anggaran RKPD ( s/d 

Triwulan I Tahun 2024 )  

 Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi RPJMD 

Tahun 2021-2026  

( s/d Triwulan I 

Tahun 2023 )  

 Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab  
 I   II   III   IV  

1 2 

3 

4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 7 + 13 15 = 14/6 x 100 

16 
             K   Rp  

 

K  

 

Rp  
 K   Rp   K   Rp   K   Rp  

 

K  

 

Rp  

 

K  

 

Rp  
 K   Rp   K   Rp   K   Rp  

                 BAPPEDA      
                   

37,402,640,455.00  
      

                     
5,954,721,142.00  

         
12.42  

                      
739,390,603.00  

       
29.75  

                   
1,771,576,747.00  

        
               
42.17  

                    
2,510,967,350.00  

    
              

-    
              

-    
  

1 

 
Terselenggaranya 
Pelayanan 
Administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran  

5 01 01       

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai LKjIP 
 
83,53  

                   
30,025,855,855.00  

    100% 
                     
4,631,092,142.00  

         
15.38  

                      
712,390,603.00  

       
32.05  

                   
1,484,306,149.00  

        
               
47.43  

                    
2,196,696,752.00  

         
47.43  

                    
2,196,696,752.00  

         
56.79  

           
7.32  

Bappeda 

    5 01 01 2.01     

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Jumlah dokumen data 
dan informasi 
pembangunan tentang 
capaian target kinerja  
program dan kegiatan 
yang tersusun  

              
18  

                       
209,000,000.00  

    
             
18  

                         
32,160,000.00  

         
13.99  

                         
4,500,000.00  

         
4.66  

                         
1,500,000.00  

        
               
18.66  

                          
6,000,000.00  

         
18.66  

                          
6,000,000.00  

        
103.65  

           
2.87  

Bappeda 

    5 01 01 2.01 01   
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

 Jumlah dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah yang tersusun  

              
13  

                       
109,000,000.00  

    
         

13.00  
18,565,000.00  

         
24.24  

                         
4,500,000.00  

         
8.08  

                         
1,500,000.00  

        
               

32.32  
                          

6,000,000.00  
         
32.32  

                          
6,000,000.00  

        
248.61  

           
5.50  

Bappeda 

    5 01 01 2.01 02   
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

            1,045,000.00  
              

-    
  

            
-    

                        

    5 01 01 2.01 03   
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

            1,810,000.00  
              

-    
  

            
-    

                        

    5 01 01 2.01 04   
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA SKPD 

            2,725,000.00  
              

-    
  

            
-    

                        

    5 01 01 2.01 05   
Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

            2,600,000.00  
              

-    
  

            
-    
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    5 01 01 2.01 06   

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

 Jumlah Laporan Evaluasi  
Renja dan Ikthisar Realisasi 
kinerja SKPD yang 
tersusun  

                
4  

                         
50,000,000.00  

    
           

4.00  
2,675,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.01 07   
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
yang tersusun  

                
1  

                         
50,000,000.00  

    
           

1.00  
2,740,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.02     
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 Jumlah  laporan 
keuangan yang tersusun 
setiap bulan dan triwulan  

              
13  

                   
25,575,098,475.00  

    
             
14  

                     
3,889,491,642.00  

         
16.47  

                      
640,465,603.00  

       
34.85  

                   
1,355,597,204.00  

        
               
51.32  

                    
1,996,062,807.00  

         
51.32  

                    
1,996,062,807.00  

        
394.76  

           
7.80  

Bappeda 

    5 01 01 2.02 01   
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 Jumlah ASN yang 
menerima gaji, tunjangan 
dan tambahan penghasilan 
PNS  

              
35  

                   
25,359,098,475.00  

    
         

35.00  
3,886,216,642.00  

         
16.48  

                      
640,465,603.00  

       
34.88  

                   
1,355,597,204.00  

        
               

51.36  
                    
1,996,062,807.00  

         
51.36  

                    
1,996,062,807.00  

        
146.75  

           
7.87  

Bappeda 

    5 01 01 2.02 02   
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

            500,000.00  
              

-    
  

            
-    

                        

    5 01 01 2.02 03   

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

            1,000,000.00  
              

-    
  

            
-    

                        

    5 01 01 2.02 04   
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

 Jumlah Laporan Keuangan 
yang tersusun setiap bulan  

13 
                       

116,000,000.00  
    

         
13.00  

775,000.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.02 05   

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

 Jumlah Laporan Keuangan 
akhir tahun (CALK) yang 
tersusun  

1 
                         

50,000,000.00  
    

           
1.00  

1,000,000.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.02 07   

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

 Jumlah Laporan Keuangan 
akhir tahun (CALK) yang 
tersusun  

1 
                         

50,000,000.00  
    

           
1.00  

2,250,000.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.03     
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Jumlah  laporan 
keuangan yang tersusun 
setiap bulan dan triwulan  

  
                                          
-    

    
            
100  

                           
5,375,000.00  

              
-    

                                        
-    

            
-    

          
                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.03 05   

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

          
       

100.00  
2,750,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.03 06   
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

          
       

100.00  
2,625,000.00  

              
-    

  
            

-    
                        

    5 01 01 2.05     
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

 Prosentase cakupan 
disiplin aparatur   

100 
                     
1,307,000,000.00  

    100% 
                         
27,250,000.00  

              
-    

                                        
-    

            
-    

          
                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.05 02   
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

 Tersedianya pakaian dinas 
beserta kelengkapannya  

35 
                       

132,000,000.00  
    

         
30.00  

12,250,000.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.05 09   
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

 Jumlah peserta sosialasi 
kebijakanb perencanaan 
sosialisasi  kebijakan 
perencanaan 
pembangunan daerah yang 
dilaksanakan  

100 
                       

250,000,000.00  
    

         
50.00  

15,000,000.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 



24 

 

 

    5 01 01 2.05 10   
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 Jumlah peserta sosialisasi 
kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah yang 
dilaksanakan  

100 
                       

300,000,000.00  
    

              
-    

0.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.05 11   
Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 Jumlah peserta bintek 
perencanaan 
pembangunan daerah yang 
dilaksanakan  

50 
                       

625,000,000.00  
    

              
-    

0.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.06     
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Prosentase cakupan 
pelayanan adminstrasi 
perkantoran  

100 
                     
1,468,856,850.00  

    100% 
                       
252,798,500.00  

              
-    

                                        
-    

       
19.57  

                       
49,481,641.00  

        
               
19.57  

                        
49,481,641.00  

         
19.57  

                        
49,481,641.00  

         
19.57  

           
3.37  

Bappeda 

    5 01 01 2.06 01   

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

 Jumlah komponen / 
instalasi listrik dan 
penerangan kantor  

17 
                         

31,304,140.00  
    

         
10.00  

4,277,000.00  
              

-    
  

            
-    

                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.06 02   
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

            0.00  
              

-    
  

            
-    

                                        
-    

                      

    5 01 01 2.06 04   
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 Tersedianya bahan logistik 
kantor  

3 
                       

445,023,770.00  
    

           
3.00  

56,441,000.00  
              

-    
  

         
4.58  

                         
2,582,500.00  

        
                 

4.58  
                          
2,582,500.00  

           
4.58  

                          
2,582,500.00  

        
152.52  

           
0.58  

Bappeda 

    5 01 01 2.06 05   
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 Jumlah barang cetakan 
dan penggandaan yang 
diadakan  

13 
                         

82,496,020.00  
    

         
13.00  

14,361,500.00  
              

-    
  

            
-    

                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.06 08   
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

            5,115,000.00  
              

-    
  

       
18.43  

                            
942,500.00  

                      

    5 01 01 2.06 09   
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 Frekwensi rapat / 
koordinasi dalam dan luar 
provinsi  

12 
                       

910,032,920.00  
    

         
12.00  

172,604,000.00  
              

-    
  

       
26.63  

                       
45,956,641.00  

        
               

26.63  
                        
45,956,641.00  

         
26.63  

                        
45,956,641.00  

        
221.88  

           
5.05  

Bappeda 

    5 01 01 2.07     

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah  

  
                                          
-    

    1 
                       
121,500,000.00  

         
33.27  

                       
40,425,000.00  

       
22.18  

                       
26,950,000.00  

        
               
55.45  

                        
67,375,000.00  

         
55.45  

                        
67,375,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.07 01   
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

 Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan  

        
           

1.00  
121,500,000.00  

         
33.27  

                       
40,425,000.00  

       
22.18  

                       
26,950,000.00  

        
               

55.45  
                        
67,375,000.00  

         
55.45  

                        
67,375,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.08     
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Persentase cakupan 
layanan jasa penunjang 
urusan pemerintah 
daerah  

100 
                       

261,886,300.00  
    100% 

                         
57,150,000.00  

         
23.62  

                       
13,500,000.00  

       
15.75  

                         
9,000,000.00  

        
               
39.37  

                        
22,500,000.00  

         
39.37  

                        
22,500,000.00  

         
39.37  

           
8.59  

Bappeda 

    5 01 01 2.08 01   
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

 Jumlah pengadaan benda 
post dan jasa pengiriman 
yang diadakan untuk 
keperluan surat menyurat  

825 
                         

20,806,300.00  
    

       
825.00  

3,150,000.00  
              

-    
  

            
-    

          
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.08 04   
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

 Jumlah tenaga administrasi 
yang diadakan  

3 
                       

241,080,000.00  
    

           
3.00  

54,000,000.00  
         

25.00  
                       
13,500,000.00  

       
16.67  

                         
9,000,000.00  

        
               

41.67  
                        
22,500,000.00  

         
41.67  

                        
22,500,000.00  

     
1,388.89  

           
9.33  

Bappeda 

    5 01 01 2.09     

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

 Prosentase cakupan 
sarana dan prasarana 
yang dibangun  

100 
                     

1,204,014,230.00  
    100% 

                       
245,367,000.00  

           
5.50  

                       
13,500,000.00  

       
17.03  

                       
41,777,304.00  

        
               
22.53  

                        
55,277,304.00  

         
22.53  

                        
55,277,304.00  

         
22.53  

           
4.59  

Bappeda 

    5 01 01 2.09 01   

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 Jumlah penyediaan jasa / 
biaya pemeliharaan , pajak 
kendaraan perorangan 
dinas atau kendaraan 
jabatan  

1 
                       
200,360,000.00  

    
           

1.00  
38,880,000.00  

              
-    

  
       

43.15  
                       
16,778,412.00  

        
               

43.15  
                        
16,778,412.00  

         
43.15  

                        
16,778,412.00  

     
4,315.44  

           
8.37  

Bappeda 
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    5 01 01 2.09 02   

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

 Jumlah penyediaan jasa / 
biaya pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
perorangan dinas atau 
kendaraan dinas, 
operasional atau lapangan  

17 
                       
496,315,650.00  

    
         

17.00  
136,504,000.00  

           
6.59  

                         
9,000,000.00  

         
8.42  

                       
11,498,892.00  

        
               

15.02  
                        
20,498,892.00  

         
15.02  

                        
20,498,892.00  

         
88.34  

           
4.13  

Bappeda 

    5 01 01 2.09 06   
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

 Jumlah peralatan kerja 
yang diservice / diperbaiki  

1 
                       
154,898,000.00  

    
           

1.00  
15,000,000.00  

              
-    

  
            

-    
                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 01 2.09 09   
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 Jumlah alat kebersihan 
kantor yang tersedia  

17 
                       
288,135,580.00  

    
         

17.00  
44,283,000.00  

         
10.16  

                         
4,500,000.00  

       
30.49  

                       
13,500,000.00  

        
               

40.65  
                        
18,000,000.00  

         
40.65  

                        
18,000,000.00  

        
239.10  

           
6.25  

Bappeda 

    5 01 01 2.09 10   

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

            2,500,000.00  
              

-    
  

            
-    

                                        
-    

                      

    5 01 01 2.09 11   

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 Jumlah perlengkapan 
gedung kantor yang 
terpelihara  

21 
                         
64,305,000.00  

    
         

21.00  
8,200,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

2 

 Meningkatnya 
Keselarasan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah dengan 
perangkat 
daerah  

5 01 02       

PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

 Prosentase kesesuaian 
program tahunan dengan 
program RPJMD  

75 
                     
3,855,358,200.00  

    95% 
                     
1,190,123,000.00  

           
1.51  

                       
18,000,000.00  

       
23.00  

                      
273,770,598.00  

        
               
24.52  

                       
291,770,598.00  

         
24.52  

                       
291,770,598.00  

         
32.69  

           
7.57  

Bappeda 

    5 01 02 2.01     
Penyusunan 
Perencanaan dan 
Pendanaan 

 Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah  

            
5.00  

                     
3,432,370,000.00  

    
           
6.00  

                     
1,008,543,000.00  

              
-    

                                        
-    

       
25.59  

                      
258,130,598.00  

        
               
25.59  

                       
258,130,598.00  

         
25.59  

                       
258,130,598.00  

        
511.89  

           
7.52  

Bappeda 

    5 01 02 2.01 01   

Analisis Kondisi Daerah, 
Permasalahan, dan Isu 
Strategis Pembangunan 
Daerah 

          
           

1.00  
6,545,000.00  

              
-    

  
       

21.54  
                         
1,410,000.00  

        
               

21.54  
                          
1,410,000.00  

         
21.54  

                          
1,410,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 02 2.01 02   

Koordinasi Penelaahan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
dengan Dokumen 
Kebijakan Lainnya 

            4,150,000.00  
              

-    
  

       
10.12  

                            
420,000.00  

                      

    5 01 02 2.01 03   
Pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

 Jumlah laporan 
Pelenggaraan konsultasi 
publik  

1 
                       
115,403,500.00  

    
           

1.00  
6,715,000.00  

              
-    

  
       

60.16  
                         
4,040,000.00  

        
               

60.16  
                          
4,040,000.00  

         
60.16  

                          
4,040,000.00  

     
6,016.38  

           
3.50  

Bappeda 

    5 01 02 2.01 04   

Koordinasi Pelaksanaan 
Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah 

 Jumlah  laporan koordinasi 
pelaksanaan forum SKPD / 
lintas SKPD  

1 
                       
115,103,500.00  

    
           

1.00  
6,430,000.00  

              
-    

  
       

24.11  
                         
1,550,000.00  

        
               

24.11  
                          
1,550,000.00  

         
24.11  

                          
1,550,000.00  

     
2,410.58  

           
1.35  

Bappeda 

    5 01 02 2.01 05   
Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah laporan 
musrenbang RKPD  

1 
                       
749,990,000.00  

    
           

1.00  
80,308,000.00  

              
-    

  
       

32.02  
                       
25,710,802.00  

        
               

32.02  
                        
25,710,802.00  

         
32.02  

                        
25,710,802.00  

     
3,201.52  

           
3.43  

Bappeda 

    5 01 02 2.01 06   
Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan 

 Jumlah bahan koordinasi 
murenbang kecamatan  

1 
                       
120,567,000.00  

    
           

1.00  
3,450,000.00  

              
-    

  
       

11.30  
                            
390,000.00  

        
               

11.30  
                             
390,000.00  

         
11.30  

                             
390,000.00  

     
1,130.43  

           
0.32  

Bappeda 
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    5 01 02 2.01 07   

Koordinasi Penyusunan 
dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah Dokumen RPJMD  1 
                     
2,331,306,000.00  

    
           

1.00  
900,945,000.00  

              
-    

  
       

24.93  
                      
224,609,796.00  

        
               

24.93  
                       
224,609,796.00  

         
24.93  

                       
224,609,796.00  

     
2,493.05  

           
9.63  

Bappeda 

    5 01 02 2.02     

Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 Jumlah dokumen data 
dan informasi hasil 
evaluasi RKPD yang 
tersusun  

1 
                       
199,477,800.00  

    
           
3.00  

                         
89,665,000.00  

           
5.02  

                         
4,500,000.00  

         
5.91  

                         
5,300,000.00  

        
               
10.93  

                          
9,800,000.00  

         
10.93  

                          
9,800,000.00  

     
1,092.96  

           
4.91  

Bappeda 

    5 01 02 2.02 01   
Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 Jumlah dokumen data 
informasi hasil evaluasi 
RKPD yang tersusun  

1 
                       
199,477,800.00  

    
           

1.00  
30,545,000.00  

         
14.73  

                         
4,500,000.00  

       
14.73  

                         
4,500,000.00  

        
               

29.46  
                          
9,000,000.00  

         
29.46  

                          
9,000,000.00  

     
2,946.47  

           
4.51  

Bappeda 

    5 01 02 2.02 02   

Pembinaan dan 
Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

          
           

1.00  
3,500,000.00  

              
-    

  
         

8.00  
                            
280,000.00  

        
                 

8.00  
                             
280,000.00  

           
8.00  

                             
280,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 02 2.02 03   
Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah Dokumen Profil 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota  

        
           

1.00  
55,620,000.00  

              
-    

  
         

0.93  
                            
520,000.00  

        
                 

0.93  
                             
520,000.00  

           
0.93  

                             
520,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 02 2.03     

Pengendalian, Evaluasi 
dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 Jumlah data dan 
informasi hasil evaluasi 
dan pelaporan 
perencanaan 
pembangunan daerah  

2 
                       
223,510,400.00  

    
           
2.00  

                         
34,910,000.00  

              
-    

                                        
-    

         
1.00  

                            
350,000.00  

        
                 
1.00  

                             
350,000.00  

           
1.00  

                             
350,000.00  

         
50.13  

           
0.16  

Bappeda 

    5 01 02 2.03 01   

Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/Kota 

          
           

1.00  
27,093,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 02 2.03 03   

Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

 Jumlah Monev 
pelaksanaan RPJPD yang 
tersusun  

1 
                       
223,510,400.00  

    
           

1.00  
7,817,000.00  

              
-    

  
         

4.48  
                            
350,000.00  

        
                 

4.48  
                             
350,000.00  

           
4.48  

                             
350,000.00  

        
447.74  

           
0.16  

Bappeda 

    5 01 02 2.04     

Implementasi Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Di Bidang 
Pembangunan Daerah 

    
                                          
-    

    
           
2.00  

                         
57,005,000.00  

         
23.68  

                       
13,500,000.00  

       
17.52  

                         
9,990,000.00  

        
               
41.21  

                        
23,490,000.00  

         
41.21  

                        
23,490,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 02 2.04 01   

Pengelolaan Data dalam 
Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di 
Bidang Pembangunan 
Daerah 

          
           

1.00  
1,550,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 02 2.04 02   

Penerapan Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

          
           

1.00  
55,455,000.00  

         
24.34  

                       
13,500,000.00  

       
18.01  

                         
9,990,000.00  

        
               

42.36  
                        
23,490,000.00  

         
42.36  

                        
23,490,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 
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3 

 Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah yang 
berkualitas  

5 01 03       

PROGRAM 
KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

 Prosentase ketersediaan 
data dan informasi 
pembangunan yang 
sesuai dengan 
perencanaan 
pembangunan daerah  

80 
                     
3,521,426,400.00  

    95% 
                       
133,506,000.00  

           
6.74  

                         
9,000,000.00  

       
10.11  

                       
13,500,000.00  

        
               
16.85  

                        
22,500,000.00  

         
16.85  

                        
22,500,000.00  

         
21.07  

           
0.64  

Bappeda 

    5 01 03 2.01     

Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

 Dokumen perencanaan 
bidang pemerintahan dan 
pembangunan manusia  

8 
                     
1,100,217,200.00  

    6 
                         
53,634,000.00  

           
8.39  

                         
4,500,000.00  

       
11.75  

                         
6,300,000.00  

        
               
20.14  

                        
10,800,000.00  

         
20.14  

                        
10,800,000.00  

        
251.71  

           
0.98  

Bappeda 

    5 01 03 2.01 01   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

 Jumlah dokumen 
perencanaan bidang 
pemerintahan dan 
pembangunan manusia  

1 
                       
112,000,000.00  

    
           

1.00  
5,424,000.00  

              
-    

  
         

6.45  
                            
350,000.00  

        
                 

6.45  
                             
350,000.00  

           
6.45  

                             
350,000.00  

        
645.28  

           
0.31  

Bappeda 

    5 01 03 2.01 02   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

 Jumlah dokumen hasil 
asistensi perencanaan 
pembangunan yang 
tersusun  

1 
                         
40,000,000.00  

    
           

1.00  
1,270,000.00  

              
-    

  
       

27.56  
                            
350,000.00  

        
               

27.56  
                             
350,000.00  

         
27.56  

                             
350,000.00  

     
2,755.91  

           
0.88  

Bappeda 

    5 01 03 2.01 03   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

 Jumlah dokumen monev 
perencanaan 
pembangunan bidang 
pemerintah yang tersusun  

1 
                         
50,000,000.00  

    
           

1.00  
2,060,000.00  

              
-    

  
       

16.99  
                            
350,000.00  

        
               

16.99  
                             
350,000.00  

         
16.99  

                             
350,000.00  

     
1,699.03  

           
0.70  

Bappeda 

    5 01 03 2.01 04   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 

 Jumlah dokumen 
KoordinasiPelaksanaan 
Sinergitas danHarmonisasi 
PerencanaanPembangunan 
Daerah Bidang 
Pemerintahan yang 
tersusun (dokumen)  

1 
                         
40,000,000.00  

    
           

1.00  
4,740,000.00  

              
-    

  
       

10.55  
                            
500,000.00  

        
               

10.55  
                             
500,000.00  

         
10.55  

                             
500,000.00  

     
1,054.85  

           
1.25  

Bappeda 

    5 01 03 2.01 05   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

 Jumlah dokumen 
perencanaa bidang 
pembangunan sumber daya 
manusia yang tersusun  

1 
                       
403,044,000.00  

    
           

1.00  
8,888,000.00  

              
-    

  
         

2.81  
                            
250,000.00  

        
                 

2.81  
                             
250,000.00  

           
2.81  

                             
250,000.00  

        
281.28  

           
0.06  

Bappeda 

    5 01 03 2.01 06   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

 Jumlah dokumen hasil 
asistensi perencanaan 
pembangunan yang 
tersusun  

1 
                         
93,187,200.00  

    
           

1.00  
1,270,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 
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    5 01 03 2.01 07   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

 Jumlah dokumen monev 
perencanaan bidang 
pembangunan sumber daya 
manusia yang tersusun  

1 
                       
182,620,000.00  

    
           

1.00  
2,320,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.01 08   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia 

 Jumlah dokumen 
KoordinasiPelaksanaan 
Sinergitas danHarmonisasi 
PerencanaanPembangunan 
Daerah 
BidangPembangunan 
Manusiayang 
tersusun(dokumen)  

1 
                       
179,366,000.00  

    
           

1.00  
27,662,000.00  

         
16.27  

                         
4,500,000.00  

       
16.27  

                         
4,500,000.00  

        
               

32.54  
                          
9,000,000.00  

         
32.54  

                          
9,000,000.00  

     
3,253.56  

           
5.02  

Bappeda 

    5 01 03 2.02     

Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

 Dokumen perencanaan 
pembangunan bidang 
perekonomian dan 
sumber daya alam  

8 
                       
999,810,000.00  

    
           
8.00  

                         
29,702,000.00  

              
-    

                                        
-    

         
5.89  

                         
1,750,000.00  

        
                 
5.89  

                          
1,750,000.00  

           
5.89  

                          
1,750,000.00  

         
73.65  

           
0.18  

Bappeda 

    5 01 03 2.02 01   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

 Jumlah dokumen data 
perencanaan 
pembangunan bidang 
ekonomi kreatif yang 
tersusun  

1 
                       
247,670,000.00  

    
           

1.00  
9,418,000.00  

              
-    

  
         

5.31  
                            
500,000.00  

        
                 

5.31  
                             
500,000.00  

           
5.31  

                             
500,000.00  

        
530.90  

           
0.20  

Bappeda 

    5 01 03 2.02 02   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

 Jumlah dokumen asistensi 
penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang perekonomian yang 
tersusun  

1 
                       
144,470,000.00  

    
           

1.00  
1,670,000.00  

              
-    

  
            

-    
                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.02 03   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

 Jumlah dokumen data 
monev pembangunan 
bidang ekonomi kreatif 
yang tersusun  

1 
                       
247,670,000.00  

    
           

1.00  
1,270,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.02 04   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 

          
           

1.00  
3,540,000.00  

              
-    

  
         

9.89  
                            
350,000.00  

                      

    5 01 03 2.02 05   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

 Jumlah dokumen 
perencanaa bidang 
pembangunan sumber daya 
alam yang tersusun  

1 
                       
120,000,000.00  

    
           

1.00  
8,894,000.00  

              
-    

  
            

-    
                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.02 06   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

          
           

1.00  
1,270,000.00  

              
-    

  
       

19.69  
                            
250,000.00  
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    5 01 03 2.02 07   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

 Jumlah dokumen monev 
perencanaan bidang 
pembangunan sumber daya 
alam yang tersusun  

1 
                       
240,000,000.00  

    
           

1.00  
1,270,000.00  

              
-    

  
            

-    
          

                    
-    

                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.02 08   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang SDA 

          
           

1.00  
2,370,000.00  

              
-    

  
       

27.43  
                            
650,000.00  

        
               

27.43  
                             
650,000.00  

         
27.43  

                             
650,000.00  

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.03     

Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 Tersusunnya dokumen 
perencanaan bidang 
infrastruktur dan 
kewilayahan  

8 
                     
1,421,399,200.00  

    12 
                         
50,170,000.00  

           
8.97  

                         
4,500,000.00  

       
10.86  

                         
5,450,000.00  

        
               
19.83  

                          
9,950,000.00  

         
19.83  

                          
9,950,000.00  

        
247.91  

           
0.70  

Bappeda 

    5 01 03 2.03 01   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

 Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) yang tersusun  

1 
                       
136,899,500.00  

    
           

4.00  
9,418,000.00  

              
-    

  
       

10.62  
                         
1,000,000.00  

        
               

10.62  
                          
1,000,000.00  

         
10.62  

                          
1,000,000.00  

     
1,061.80  

           
0.73  

Bappeda 

    5 01 03 2.03 02   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Infrastruktur 

 Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang infrastruktur 
yang tersusun  

1 
                       
136,899,500.00  

    
           

1.00  
1,270,000.00  

              
-    

  
       

39.37  
                            
500,000.00  

        
               

39.37  
                             
500,000.00  

         
39.37  

                             
500,000.00  

     
3,937.01  

           
0.37  

Bappeda 

    5 01 03 2.03 03   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Infrastruktur 

 Jumlah laporan 
pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang infrastruktur  

1 
                       
167,489,500.00  

    
           

1.00  
18,520,000.00  

         
24.30  

                         
4,500,000.00  

         
8.10  

                         
1,500,000.00  

        
               

32.40  
                          
6,000,000.00  

         
32.40  

                          
6,000,000.00  

     
3,239.74  

           
3.58  

Bappeda 

    5 01 03 2.03 04   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur 

 Jumlah laporan 
pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang infrastruktur  

1 
                       
269,411,100.00  

    
           

1.00  
9,226,000.00  

              
-    

  
         

9.76  
                            
900,000.00  

        
                 

9.76  
                             
900,000.00  

           
9.76  

                             
900,000.00  

        
975.50  

           
0.33  

Bappeda 

    5 01 03 2.03 05   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

 Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) yang tersusun  

1 
                       
136,899,500.00  

    
           

1.00  
6,876,000.00  

              
-    

  
            

-    
                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.03 06   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Kewilayahan 

 Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) yang tersusun  

1 
                       
136,899,500.00  

    
           

1.00  
1,420,000.00  

              
-    

  
       

38.73  
                            
550,000.00  

        
               

38.73  
                             
550,000.00  

         
38.73  

                             
550,000.00  

     
3,873.24  

           
0.40  

Bappeda 
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    5 01 03 2.03 07   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Kewilayahan 

 Jumlah laporan 
pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang kewilayahan  

1 
                       
167,489,500.00  

    
           

1.00  
1,420,000.00  

              
-    

  
            

-    
                                        
-    

        
                    

-    
                                         
-    

              
-    

                                         
-    

              
-    

              
-    

Bappeda 

    5 01 03 2.03 08   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan 

 Jumlah laporan 
pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang kewilyahan  

1 
                       
269,411,100.00  

    
           

1.00  
2,020,000.00  

              
-    

  
       

49.50  
                         
1,000,000.00  

        
               

49.50  
                          
1,000,000.00  

         
49.50  

                          
1,000,000.00  

     
4,950.50  

           
0.37  

Bappeda 

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 
         

12.42  
                      

739,390,603.00  
       

29.75  
                   

1,771,576,747.00  
        

               
42.17  

                    
2,510,967,350.00  

  
Predikat Kinerja                  R    

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 
Tersedianya Regulasi dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang tepat waktu (SK,Perda,dll) Sehingga Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan 
dapat di laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada 

                      

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 
Kurang atau tidak efektifnya pemantauan atas pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan, keterlambatan dokumen pendukung pelaksanaan 
kegiatan/sub kegiatan, Permasalahan dalam penyelesaian pengadaan barang/jasa 

                        

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 
 Maksimalisasi penyerapan anggaran untuk optimalisasi 
pencapaian kinerja 

                                      

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : 
Perencanaan berbasis data  sampai tingkat Kecamatan untuk menyusun program dengan pendekatan tematik, spasial dan 
terintegrasi serta peningkatan pencapaian target dengan dukungan dana 
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BAB III 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 

PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2024 

 
Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024 

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, maka Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Jembrana  berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang 

berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) tahun 2024. 

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 tidak lepas dari 

Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 

2024 sebagai berikut : 



26 

 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 
 

Tabel.3.1. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024  Bappeda Kabupaten Jembrana 

KODE REKENING 
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATA

N 

TOLAKUKUR 

PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

SELISIH 
MURNI PERUBAHAN MURNI 

PERUBAHA 
N 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 01        BELANJA BAPPEDA       

 

5 

 

01 

       
PROGRAMPENUNJANG 

URUSANPEMERINTAHAN 

DAERAHKABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82.53 Nilai 82.53 Nilai 4.633.342.142 4.598.744.960 -34.571.182 

5 01 01 2     

 
Perencanaan, Penganggaran, dan 

EvaluasiKinerja PerangkatDaerah 

Jumlah dokumen data dan informasi 

pembangunan tentang capaian target 

kinerja program dan kegiatan yang 

tersusun 

18 dok 18 dok 

32.160.000 32.160.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 
2 

 
 
01 
 

 
 
0001 

   
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

PerencanaanPerangkat Daerah 

 

9Dokumen 

 

9Dokumen 18.565.000 18.045.000 -520.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 
2 

 
 
01 
 

 
 
0002 

    

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen  

RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-

SKPDdanLaporanHasilKoordi

nasiPenyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

 

1Dokumen 

 

1Dokumen 1.045.000 0 -1.045.000 

 

 

5 

 

 

01 

 

 

01 

 
 
2 

 
 
01 
 

 
 
0003 

   
 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 

PerubahanRKA-SKPD dan 

Laporan HasilKoordinasi 

PenyusunanDokumenPerubahan

RKA-SKPD 

 

 

1Dokumen 

 

 

1Dokumen 1.810.000 0 -1.810.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 
2 

 
 
01 
 

 
 
0004 

    

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPDdanlaporanHasilKoordin

asiPenyusunan Dokumen 

DPA-SKPD 

 

1Dokumen 

 

1Dokumen 2.725.000 625.000 -2.100.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 
2 

 
 
01 
 

 
 
0005 
 
 

    

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 

DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen 

PerubahanDPA-SKPD dan 

Laporan HasilPenyusunan 

DokumenPerubahan DPA-

SKPD 

 

1Dokumen 

 

1Dokumen 
2.600.000 2.600.000 0 

 

 

5 

 

 

01 

 

 

01 

 
 
 
2 

 
 
 
01 
 

 
 
 
0006 

   
 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

JumlahLaporanCapaianKinerjaSK

PD dan Laporan 

HasilKoordinasiPenyusunanLapo

ranCapaian Kinerja dan 

IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 

 

 

17laporan 

 

 

17laporan 2.675.000 2.100.000 -575.000 

5 01 01 
 
2 

 
01 
 

0007 

 

   Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah laporan Evaluasi 

KinerjaPerangkat Daerah 
1Dokumen 1Dokumen 

2.740.000 2.100.000 -640.000 

5 01 01 
 
2 

 
02 
 

   
 Adminitrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah laporan keuangan yang tersusun 

setiap bulan dan triwulan 

13 Laporan 13 laporan 

3.891.741.642 3.891.741.642 0 



27 

 

 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 
2 

 
 
02 
 

 
 
0001 
 

    

Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Dokumen 

HasilPenyediaanAdministrasiPela

ksanaan Tugas ASN 

 

35orang/bulan 

 

35orang/bulan 3.886.216.642 3.886.844.460 627.818 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 
2 

 
 
02 
 

 
 
0002 

   
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 

HasilPenyediaanAdministrasiPela

ksanaan Tugas ASN 

 

1Dokumen 

 

1Dokumen 500.000 0 -500.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 

2 

 
 
02 

 
 
0003 

   
Pelaksanaan Penatausahaan 

danPengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

JumlahDokumenPenatausahaanda

n Pengujian/VerifikasiKeuangan 

SKPD 

 

1Dokumen 

 

1Dokumen 1.000.000 0 -1.000.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
02 

 
0004 

   
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi  

SKPD 

JumlahDokumenKoordinasidanP

elaksanaan Akuntansi SKPD 

 

12Dokumen 

 

12Dokumen 775.000 0 -775.000 

 

 

5 

 

 

01 

 

 

01 

 
 
 

2 
 
 

 

 
 
 
02 

 
 
 
0005 

   
 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir tahun SKPD 

 

JumlahlaporanKeuanganAkhirTa

hun SKPD dan Laporan 

HasilKoordinasiPenyusunanLapo

ranKeuangan Akhir Tahun SKPD 

 

 

1laporan 

 

 

1laporan 1.000.000 0 -1.000.000 

 

 

5 

 

 

01 

 

 

01 

 
 
 

2 

 
 
 
02 

 
 
 
0007 

   
 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 

KeuanganBulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD dan Laporan 

KeuanganBulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD 

 

 

18laporan 

 

 

18laporan 2.250.000 0 -2.250.000 

5 01 01 2 03    

 
Administrasi Barang Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 

5.375.000 5.375.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 

2 

 
 
03 

 
 
0005 

   
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

JumlahlaporanRekonsiliasidanPen

yusunan Laporan BarangMilik 

Daerah Pada SKPD 

 

2Laporan 

 

2Laporan 2.750.000 2.750.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 

2 

 
 
03 

 
 
0006 

   
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan 

PenatausahaanBarang Milik 

Daerah Pada SKPD 

 

2Laporan 

 

2Laporan 2.625.000 2.625.000 0 
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KODEREKENING 
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATA

N 

TOLAKUKUR 

PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

SELISIH 
MURNI PERUBAHAN MURNI 

PERUBAHA 
N 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 01 01 2 05    
 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

cakupan pelayanan administrasi 

kepegawaian 

1 Dokumen 1 Dokumen 
27.250.000 27.250.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 
 

 
05 

 
0002 

   
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

41 paket 41 paket 12.250.000 0 -12.250.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
05 

 
0009 

   
Pendidikan dan pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas dan fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

10 orang 10 orang 15.000.000 0 -15.000.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
05 

 
0010 

   
Sosialisasi peraturan perundang - 

undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

100 orang 100 orang 0 0 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
05 

 
0011 

   
Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang - undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

50 orang 50 orang 0 0 0 

5 01 01 2 06    
 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Prosentase cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

100 % 100 % 
252.798.500 252.798.500 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 

2 

 
 
06 

 
 
0001 

   
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan bangunan Kantor 

Jumlah paket Komponen 

InstalasiListrik/Penerangan 

bangunanKantor yang 

Disediakan 

 

 

17 paket 

 

17 paket 4.277.000 0 -4.277.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
06 
 

 
0002 

   
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

 
3 paket 

 
3 paket 0 12.000.000 12.000.000 

5 01 01 2 06 0004    
Penyediaan  Bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 

yang disediakan 
19Jenis 19Jenis 56.441.000 60.441.000 4.000.000 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
06 

 
0005 

   
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Barang Cetakan 

danPenggandaanyangDisedia

kan 

 

10Jenis 

 

10Jenis 14.361.500 14.361.500 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 

2 

 
 
06 

 
 
0008 

   Fasilitas kunjungan tamu 
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

 
1 laporan 

 
1 laporan 5.115.000 5.115.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
 

2 

 
 
06 

 
 
0009 

    

Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah 

LaporanPenyelenggaraan 

RapatKoordinasidanKonsultasiS

KPD 

 

12Laporan 

 

12Laporan 172.604.000 172.604.000 3.000.000 

5 01 01 2 07    

 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah barang milik daerah yang 

diadakan 

1 dokumen 1 dokumen 

121.500.000 121.500.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 
 

 
07 

 
0001 

   Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan 

3 unit 3 unit 

121.500.000 121.500.000 0 
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KODEREKENING 
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATA

N 

TOLAKUKUR 

PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

SELISIH 
MURNI PERUBAHAN MURNI 

PERUBAHA 
N 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5 

 

01 

 

01 

 
2 

 
07 

 
0010 

   
Pengadaan sarana dan prasaran gedung 

kantor dan bangunan lainnya 

Jumlah sarana dan prasarana 

gedung kantor dan bangunan 

yang diadakan 

- _ 0 0 0 

5 01 01 2 08    
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Prosentase cakupan layanan jasa 

penunjang  urusan pemerintah daerah 

100% 100% 
57.150.000 57.150.000 0 

5 01 01 2 08 0001    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
1Laporan 1Laporan 3.150.000 3.150.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 

 

2 

 

08 

 
 
0003 

    

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan kantor 

Jumlah laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan 

kantor yang Disediakan 

 

1laporan 

 

1laporan 0 0 0 

 

5 

 

01 

 

01 
2 08 

 
0004 

   
Penyediaan Jasa Pelayanan Umumkantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum kantor yang 

Disediakan 

 

12laporan 

 

12laporan 54.000.000 54.000.000 0 

5 01 01 2 09    

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Prosentase cakupan sarana dan 

prasarana yang dibangun 

100% 100% 

245.367.000 245.367.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 2 09 

 
0001 

    

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinasatau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan  yang  Dipelihara dan 

Dibayar Pajaknya 

 

 

1Unit 

 

 

1Unit 38.880.000 44.680.000 5.800.000 

 

5 

 

01 

 

01 2 09 

 
0002 

   
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

 

 

17Unit 

 

 

17Unit 136.504.000 136.504.000 0 

5 01 01 
2 09 

0006    
pemeliharaan Peralatan dan Mesinlainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 

lainnya  yang  Dipelihara 
7 Unit 7 Unit 15.000.000 10.000.000 -5.000.000 

 

5 

 

01 

 

01 2 09 

 
0009 

   
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor 

dan bangunan lainnya 

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan  lainnya Yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

 

1unit 

 

1unit 44.283.000 36.000.000 -8.283.000 

 

5 

 

01 

 

01 2 09 

 
0010 

   Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

 

1unit 

 

1unit 2.500.000 2.500.000 0 

 

5 

 

01 

 

01 2 09 

 
0011 

   Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana 

pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

21 unit 21 unit 8.200.000 8.200.000 0 
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KODEREKENING 
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATA

N 

TOLAKUKUR 

PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

SELISIH 
MURNI PERUBAHAN MURNI 

PERUBAHAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 01 02    

   PROGRAM PERENCANAAN 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Persentase kesesuaian Program 

Tahunan dengan Program RPJMD 
95% 95% 

1.191.173.000 965.110.000 -226.063.000 

5 01 02 2 01    
 Penyusunan Perencanaan dan pendanaan Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 7 dokumen 7 dokumen 1.009.593.000 1.009.593.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0001 

   Analisis kondisi daerah , permasalahan dan isu 

strategis pembangunan daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal 

RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan 

Jika RPJMD Maka Rancangan 

Teknokratik) 

1 dokumen 1 dokumen 

 
 

6.545.000 

 
 

6.545.000 -91.000.000 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0002 

   
Koordinasi penelaahan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah 

dengan dokumen kebijakan lainnya 

Jumlah Telaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Daerah 2 dokumen 2 dokumen 

 
 

4.150.000 

 
 

4.150.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0003 

   Pelaksanaan konsultasi publik 

Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 

1 berita acara 1 berita acara 
 

6.715.000 
6.715.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0004 

   
Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah / 

lintas perangkat  daerah 

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 berita acara 1 berita acara 6.430.000 6.430.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0005 

   Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota 

Jumlah Berita Acara Musrenbang 

Kabupaten/Kota 1 berita acara 1 berita acara 81.358.000 71.850.000 -9.508.000 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0006 

   
Penyiapan bahan koordinasi musrenbang 

kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 

Kecamatan 1 usulan 1 usulan 3.450.000 3.450.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
01 

 
 
0007 

   
Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

yang Ditetapkan 

(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

3 dokumen 3 dokumen 900.945.000 777.815.000 -123.130.000 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
02 

 
 
 

   
Analisis data dan informasi pemerintahan daerah 

bidang perencanaan pembangunan daerah 

Jumlah dokumen data dan informasi 

hasil evaluasi RKPD yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen 89.665.000 89.665.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
02 

 

 

0001    
Analisis data dan informasi perencanaan 

pembangunan daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data 

untuk Penyusunan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Semua Perencanaan Pembangunan 

Daerah) 

1 dokumen 1 dokumen 30.545.000 22.995.000 -7.550.000 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
02 

 

 

0002 

   
Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi 

perencanaan pembangunan perangkat daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 

Pemanfaatan Data dan Informasi 31 orang 31 orang 3.500.000 3.500.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
02 

 

 

0003 
   

Penyusunan profil pembangunan daerah 

kabupaten / kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan 

Daerah yang Diterbitkan 1 buku 1 buku 55.620.000 5.620.000 -50.000.000 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
03 

    

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang 

perencanaan pembangunan daerah 

Jumlah monev pelaksanaan RKPD 

yang tersusun 2 dokumen 2 dokumen 34.910.000 34.910.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
03 

 

 

0001 

   

Koordinasi pengendalian perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten / 

kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan 
12 laporan 12 laporan 27.093.000 7.218.000 -19.875.000 

 

5 

 

01 

 
02 

 
2 

 
03 

 

0003 
   

Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan 

laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah 2 laporan 2 laporan 7.817.000 7.817.000 0 



31 

 

 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
04 

    

Implementasi sistem informasi pemerintahan 

daerah di bidang pembangunan saerah 

Jumlah dokumen hasil penerapan 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

di Bidang Pembangunan Daerah 
2 dokumen 2 dokumen 57.005.000 57.005.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
04 

 

 

0001 

   

Pengelolaan data dalam sistem informasi 

pemerintahan daerah di bidang pembangunan 

daerah 

Jumlah Data dalam Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah yang Dikelola 

31 dokumen 31 dokumen 1.550.000 1.550.000 0 

 

5 

 

01 

 
 
02 

 
 
2 

 
 
04 

 

 

0002 

   

Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah 

bidang pembangunan daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Penerapan 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

di Bidang Pembangunan Daerah 
2 dokumen 2 dokumen 55.455.000 39.455.000 -16.000.000 

5 01 03 
      

PROGRAM KOORDINASI DAN 

SINKRONISASI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

"Prosentase ketersediaan data dan 

informasi pembangunan yang sesuai 

dengan perencanaan pembangunan 

daerah (persen)" 

100 % 100 % 133.506.000 82.966.000 -50.540.000 

5 01 03 2 01     
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Jumlah dokumen perencanaan bidang 

pemerintahaan dan pembangunan 

manusia 

8 dokumen 8 dokumen 53.634.000 53.634.000 0 

5 01 03 2 01 
 
0001 

   

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

1 dokumen 1 dokumen 5.424.000 720.000 -4.674.000 

5 01 03 2 01 0002    

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pemerintahan 

1 laporan 1 laporan 1.270.000 350.000 -920.000 

5 01 03 2 01 0003    

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

Jumlah Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

1 laporan 1 laporan 2.060.000 1.250.000 -810.000 

5 01 03 2 01 0004    

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 

Renstra/Renja dengan 

RKPD/RPJMD pada Bidang 

Pemerintahan 

1 laporan 1 laporan 4.740.000 1.400.000 -3.340.000 

5 01 03 2 01 0005    

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia yang 

Dikoordinir Penyusunannya 

(RPJPD. RPJMD dan RKPD) 

1 dokumen 1 dokumen 8.888.000 8.588.000 -300.000 

5 01 03 2 01 0006    

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia 

1 laporan 1 laporan 1.270.000 600.000 -670.000 

5 01 03 2 01 0007    

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia 

1 laporan 1 laporan 2.320.000 500.000 -1.820.000 
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5 01 03 2 01 0008    

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 

Renstra/Renja dengan 

RKPD/RPJMD pada Bidang 

Pembangunan Manusia 

1 laporan 1 laporan 27.662.000 27.318.000 -344.000 

5 01 03 2 02     

Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 
Alam) 

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 

bidang perekonomian dan SDA (Sumber 

Daya Alam) 
8 dokumen 8 dokumen 29.702.000 29.702.000 0 

5 01 03 2 02 
 
0001 

   

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD) 

1 dokumen 1 dokumen 9.418.000 3.220.000 -6.198.000 

5 01 03 2 02 
 
0002 

   

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian 

1 dokumen 2 dokumen 1.670.000 1.150.000 -520.000 

5 01 03 2 02 
 
0003 

   

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian 

1 dokumen 4 dokumen 1.270.000 750.000 -1.430.000 

5 01 03 2 02 
 
0004 

   

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Perekonomian 

1 dokumen 2 dokumen 3.540.000 2.110.000 -6.094.000 

5 01 03 2 02 
 
0005 

   

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

SDA yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD) 

1 dokumen 1 dokumen 8.894.000 2.800.000 -520.000 

5 01 03 2 02 
 
0006 

   

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA 

1 dokumen 2 dokumen 1.270.000 750.000 -520.000 

5 01 03 2 02 
 
0007 

   

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

SDA 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA 

1 dokumen 4 dokumen 1.270.000 750.000 -520.000 

5 01 03 2 02 
 
0008 

   

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang SDA 

1 dokumen 2 dokumen 2.370.000 1.850.000 -520.000 
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5 01 03 2 03     

Koordinasi Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan Tersusun dokumen perencanaan 

bidang infrastruktur dan 

kewilayahan 

2 dokumen 2 dokumen 50.170.000 50.170.000 0 

5 01 03 2 03 0001    

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD) 

1 dokumen 1 dokumen 9.418.000 2.800.000 -6.618.000 

5 01 03 2 03 0002    

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur 

1 dokumen 2 dokumen 1.270.000 750.000 -520.000 

5 01 03 2 03 0003    

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur 

1 dokumen 4 dokumen 18.520.000 6.000.000 -12.520.000 

5 01 03 2 03 0004    

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Infrastruktur 

1 dokumen 2 dokumen 9.226.000 7.830.000 -1.396.000 

5 01 03 2 03 0005    

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD) 

1 dokumen 1 dokumen 6.876.000 8.000.000 1.124.000 

5 01 03 2 03 0006    

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan 

1 dokumen 2 dokumen 1.420.000 1.050.000 -370.000 

5 01 03 2 03 0007    

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan 

1 dokumen 4 dokumen 1.420.000 900.000 -520.000 

5 01 03 2 03 0008    

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Kewilayahan 

1 dokumen 2 dokumen 2.020.000 1.500.000 -520.000 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 

2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 (Cut 

Off 12 Juni 2024) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan 

Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perbup Perbaikan Kinerja sebagai 

sasaran dan indikator yang digunakan. 

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Bappeda Kabupaten Jembrana 

berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang 

berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Jembrana tahun 2024 dan bersifat indikatif. 

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan 

standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh 

Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Jembrana, serta disesuaikan dengan 

kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Jembrana seperti di bidang Reformasi Birokrasi,  Perencanaan, dll. 

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan 

kegiatan ada pengurangan  pagu indikatif sebesar Rp. 311.200.182,- atau 5,22 %dari anggaran 

semula murni Rp.5.958.021.142,-menjadi anggaran perubahan Rp.5.646.820.960,-perubahan 

anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran 

(RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Bappeda Tahun 2024. 

 

Jembrana, 9 Agustus 2024 
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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

rahmat-Nya, Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai 

implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima 

tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih 

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun 

dan merupakan penjabaran pertahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan 

arah/pedoman untuk rencana kegiatan  Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2024. 

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No.25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya 

secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik 

dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga 

terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang 

membantu penyusunan Renja ini kami ucapkanterima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 
Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah 

yang  dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan 

berbagai sektor dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai 

fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturah 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD 

sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang selanjutnya 

disebut dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani 

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran 

tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis 

kedalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas 

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. 

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Badan Riset dan 

Inovasi Daerah, dinama pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil 

musrenbang kecamatan, penajaman indicator dan target kinerja program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam 

rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing �t masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas 

berdasarkan pagu indikatif untuk masing �t masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui 

keputusan kepala OPD. 

Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 

disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 

anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan �t permasalahan 

yang berkembang pada masa yang akan dating sehingga dapat memberikan dampak yang 

optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jembrana yaitu �^�D���Á�µ�i�µ���l���v��

Masyarakat Jembrana Bahagia B���Œ�o���v�����•�l���v���d�Œ�]���,�]�š�����<���Œ���v�����^. 
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1.2  Landasan Hukum 

Dasar Hukum Penyusunan RENJA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2024 antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklantur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Tentang Hasil Verifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklantur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 �t 2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 (Lembaran 
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Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2022 Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun  2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 

Tahun 2021 �t 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten 

Jembrana Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten 

Jembrana Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 

58 Ditetapkan dan diundangkan di Negara tanggal 30 Desember 2021). 

14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2023 Nomor 21); 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Tahun 2024 

Maksud penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2024 adalah pedoman penyusunan RKA OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 

anggaran 2024 dan sebagai tolak ukur  penilaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah  

Kabupaten Jembrana pada tahun 2022. 

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam 

kurun waktu satu tahun   yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen 

perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang �t undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja (RENJA)  

memuat prioritas Program dan Kegiatan, sesuai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

 

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam 
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kurun waktu satu tahun   yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen 

perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang �t undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja (RENJA)  

memuat prioritas Program dan Kegiatan, sesuai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

 Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud   : 

1. Untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan sesuai  Visi dan Misi Badan Riset 

dan Inovasi Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana, serta 

prioritas program dan kegiatan tahun 2024 sehingga setiap steakholder pembangunan 

dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun 

kontrol sosial guna mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita 

Karana. 

2. Sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran tahun 2024. 

 

Tujuan ditetapkannnya Kerja Tahunan (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2024 adalah : 

a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024. 

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran. 

c. Memberikan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 

d. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah. 

 

1.4 Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2024. 

Rencana Kerja Tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2024 sebagai  implementasi perencanaan pembangunan  tahunan, disusun dengan 

sistimatika sebagai berikut :  

 

BAB I.     PENDAHULUAN. 

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen 

perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana, kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana, 

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan 

tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Jembrana. Sistematika Penulisan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Jembrana; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan 
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Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta susunan garis 

besar isi dokumen. 

 

BAB II.   HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi 

Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten JembranaProvinsi 

BaliTahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

JembranaProvinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, 3)  Review terhadap Rancangan Awal 

RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III.   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Pada Bab III Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Provinsi 

Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,2) 

Tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana, 

dan 3) Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana. 

 

BAB IV.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

                             Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan 

dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. 

 

BAB V.  PENUTUP 

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain :Catatan penting yang perlu 

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya 

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.Kaidah-kaidah pelaksanaan, 

dan Rencana tindak lanjut.  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

TAHUN 2023 

 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 dan Capaian 

Renstra. 

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta indikator sasaran yang telah ditetapkan 

oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana, dirumuskan strategi untuk 

mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud 

merupakan langkah yang berisikan program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 

2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana telah merumuskan Rencana 

Kerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan. Namun demikian, paradigma 

perencanaan pembangunan tentunya tidak akan berjalan statis, namun dinamis seiring 

dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian 

membutuhkan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator 

kinerja maupun pendanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan 

Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun 2024, dilakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun 2023 (mulai bulan Agustus), dan disajikan 

perkiraan capaian target Renstra Brida Kabupaten Jembrana sampai dengan Tahun 2023. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana melaksanakan 2 (dua) program 

dan 8 (delapan) kegiatan. Anggaran belanja mengacu pada APBD Perubahan tahun 2023 

sebesar Rp.1.643.783.727,00 dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar 

Rp.795.082.083,00 atau 48,37%. 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan. 

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (34,98%) dengan 

penyerapan anggaran sebesar Rp.6.996.695,00. 

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (71,16%) dengan penyerapan 

anggaran sebesar Rp.47.054.500,00. 

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (63,89%) 

dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.795.000,00. 

4) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pengkajian Peraturan (32,03%) dengan penyerapan anggaran sebesar 

Rp.255.044.800,00. 

5) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

(47,25%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.801.400,00. 
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6) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi (15,71%) dengan penyerapan 

anggaran sebesar Rp.28.898.000,00. 

 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan. 

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (82,96%) dengan penyerapan 

anggaran sebesar Rp.399.467.784,00 

2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah (99,99%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.023.904,00. 

 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang 

direncanakan. 

- 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan. 

a. Secara umum realisasi program/kegiatan di Brida Kabupaten Jembrana yang tidak 

memenuhi target, karena belum maksimal dalam koordinasi dengan BPKAD 

Kabupaten Jembrana mengenai prosedur peralihan relalisasi anggaran dari 

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana ke Brida Kabupaten Jembrana, sehingga 

persepsi realisasi anggaran sudah terlaksana di Bappeda Litbang Kabupaten 

Jembrana, dan waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 bulan. 

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak dapat berjalan 

maksimal dikarenakan tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, dan 

dipergunakan sekali untuk uji kompetensi Analis Kebijakan Ahli Madya. 

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan 

uang persediaan yang sekiranya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

terlambat masuk ke kas Bendahara sehingga perjalanan dinas menjadi terhambat 

dan itu mengakibatkan realisasi menjadi tidak maksimal. 

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah penyerapan 

anggaran belum maksimal dikarenakan pagu anggaran tersebut merupakan pagu 

yang dialokasikan untuk pembayaran gaji kontrak selama 1 tahun, sedangkan 

Brida Kabupaten Jembrana efektif berjalan 4 (empat) mulai bulan September 

2023, sehingga realisasi menjadi kecil. 

e. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pengkajian Peraturan tidak berjalan maksimal dikarenakan pagu anggaran 

tersebut merupakan pagu yang alokasikan untuk 1 tahun, sedangkan Brida 

Kabupaten Jembrana efektif berjalan 4 (empat) mulai bulan September 2023, 

sehingga realisasi menjadi kecil. 
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f. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

realisasi belum maksimal dikarenakan uang persediaan yang terlambat dan 

efesiensi kegiatan. 

g. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi tidak berjalan maksimal 

dikarenakan pelaksanaan Silpakara Nugraha tidak berjalan dikarenakan isu 

refocussing anggaran, tidak berjalannya sosialisasi diseminasi kelitbangan karena 

isu refocussing anggaran, tidak adanya undangan rapat sehingga biaya perjalanan 

dinas tidak dipergunakan secara maksimal, keterbatasan uang persediaan dan 

waktu dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. 

Dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja 

pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan 

target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun 

sebelumnya. 

 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

Secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana dalam upaya 

pencapaian sasaran menetapkan strategi, sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang 

benar, akurat, terukur dan terkoordinasi dalam penetapan target kinerja hasil 

atau keluaran. 

b. Pengesahan DPA OPD agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum 

anggaran disiapkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan 

yang telah ditetapkan dalam DPA. 

d. Faktor external yang mempengaruhi kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Jembrana. 

 

Pada APBDP Tahun Anggaran 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Jembrana memperoleh alokasi dana sebesar Rp.1.643.783.727,00 (Satu milyar enam 

ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh 

rupiah). Pada APBD Tahun Anggaran 2024 alokasi dana Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Jembrana  menjadi Rp. 4.487.741.143,00 (Empat milyar empat ratus delapan 

puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang 

terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
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Rp.2.563.945.143,00 (Dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat 

puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan Program Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah Rp. 1.923.796.000,00 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga 

juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

Belanja Langsung tersebut terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan 31 Sub 

Kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel. 2.1. (T-C.27) 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 
KABUPATEN JEMBRANA  

TAHUN 2023 
 

           

TUJUAN SASARAN KODE URAIAN INDIKATOR SATUAN 
Capaian 
Kinerja 
2022 

2023 UNIT KERJA 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

LOKASI 
TARGET PAGU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
    5.05 PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 
        1.837.959.480 BRIDA Kab. 

Jembrana 
Meningkatnya 
tata kelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang akuntabel 

Terselenggaranya 
Pelayanan 
Administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran 

5.05.01 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP OPD Nilai   77 596.267.480 BRIDA   

    5.05.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

 Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
yang tersusun 

Dokumen    3  - BRIDA   

    5.05.01.2.01.01 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Dokumen     - BRIDA   

    5.05.01.2.01.02 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Jumlah 
Dokumen RKA-
SKPD dan 
Laporan Hasil 

Dokumen     - BRIDA   
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Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

    5.05.01.2.01.03 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan RKA 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD 

Dokumen     - BRIDA   

    5.05.01.2.01.04 Koordinasi dan 
Penyusunan DPA 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen DPA-
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen DPA-
SKPD 

Dokumen     - BRIDA   

    5.05.01.2.01.05 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA- 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan DPA 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD 

Dokumen     - BRIDA   
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    5.05.01.2.01.06 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Laporan     - BRIDA   

    5.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Laporan     - BRIDA   

    5.05.01.2.02 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah laporan 
evaluasi kinerja 
PD 

Laporan   1 481.612.980 BRIDA   

    5.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Orang/bulan   9 474.802.980 BRIDA   

    5.05.01.2.02.04 Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Dokumen   1 3.860.000 BRIDA   

    5.05.01.2.02.05 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan   1 2.950.000 BRIDA   
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Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

    5.05.01.2.05 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
kebutuhan SDM 
terpenuhi 

%   100 20.000.000 BRIDA   

    5.05.01.2.05.02 Pengadaan 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

Paket   10 - BRIDA   

    5.05.01.2.05.09 Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 
yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Orang   3 20.000.000 BRIDA   

    5.05.01.2.06 Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
sarana prasarana 
administrasi 
perkantoran 

%   100 66.124.500 BRIDA   

    5.05.01.2.06.05 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket   5 1.462.500 BRIDA   

    5.05.01.2.06.08 Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Laporan     - BRIDA   

    5.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

Laporan   12 64.662.000 BRIDA   
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SKPD 

    5.05.01.2.07 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
pengadaan 
barang milik 
daerah 

%   100 - BRIDA   

    5.05.01.2.07.01 Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Disediakan 

Unit     - BRIDA   

    5.05.01.2.07.02 Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

Unit   1 - BRIDA   

    5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
penyediaan jasa 
penunjang 

Laporan   1 7.505.000 BRIDA   

    5.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Laporan   1 1.180.000 BRIDA   

    5.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang Disediakan 

Laporan   1 6.325.000 BRIDA   
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    5.05.01.2.09 Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah barang 
milih daerah 
terepelihara 
dalam keadaan 
baik 

Jenis   10 21.025.000 BRIDA   

    5.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

Unit   1 10.512.500 BRIDA   

    5.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Unit   1 10.512.500 BRIDA   

    5.05.01.2.09.06 Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara 

Unit     - BRIDA   

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil penelitian 
kelitbangan 
untuk 
perencanaan 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil kelitbangan 
bagi para 
pemangku 
kepentingan 

5.05.02 PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

Presentase 
Ketersediaan 
Data Hasil 
Kajian-Kajian 
dan Laporan 
Tenaga Ahli 

%   100 1.241.692.000 BRIDA   
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pembangunan 
daerah 

Pemerintah 
Daerah 

    5.05.02.2.01 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian 
Peraturan 

IKK Nilai   Baik 908.150.000 BRIDA   

    5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pelaksanaan 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

Laporan   7 908.150.000 BRIDA   

    5.05.02.2.03 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 

IPKD persen   80 149.604.000 BRIDA   

    5.05.02.2.03.01 Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah 

Dokumen     - BRIDA   
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    5.05.02.2.03.04 Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan dan 
Pangan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan dan 
Pangan 

Dokumen     - BRIDA   

    5.05.02.2.03.07 Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan 
Hidup 

Dokumen   4 124.142.000 BRIDA   

    5.05.02.2.03.08 Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

Dokumen     - BRIDA   

    5.05.02.2.03.12 Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang 
dan Pertanahan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang 
dan Pertanahan 

Dokumen   3 21.122.000 BRIDA   

    5.05.02.2.03.13 Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

Dokumen   1 4.340.000 BRIDA   

    5.05.02.2.04 Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

IID Nilai   47 183.938.000 BRIDA   
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    5.05.02.2.04.01 Penelitian, 
Pengembangan, 
dan Perekayasaan 
di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, 
dan 
Perekayasaan di 
Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

Dokumen   1 95.330.000 BRIDA   

    5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil- 
Hasil Kelitbangan 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

Laporan   1 45.424.000 BRIDA   

    5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 

Laporan   1 43.184.000 BRIDA   
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Tabel 2.2 T-C.27 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2024-2026 

 

               

TUJUAN SASARAN KODE URAIAN INDIKATOR SATUAN 
Capaian 

Kinerja 2022 

2024 2025 2026 UNIT KERJA 
SKPD 

PENANGGU
NG JAWAB 

LOKASI TARGE
T 

PAGU 
TARGE

T 
PAGU 

TARGE
T 

PAGU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

    5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN         4.339.286.226   4.410.544.829   4.490.226.872 BRIDA Kab. Jembrana 

Meningkatn
ya tata 
kelola 
penyelengg
araan 
pemerintah
an yang 
akuntabel 

Terselenggara
nya Pelayanan 
Administrasi 
dan 
Operasional 
Perkantoran 

5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP OPD Nilai   80 2.902.984.226 80.5 2.960.209.829 81 3.018.866.072 BRIDA   

    5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
tersusun 

Dokumen    3 25.206.000 3 25.206.000 3 25.206.000 BRIDA   

    5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokumen   3 3.360.000 3 3.360.000 3 3.360.000 BRIDA   

    5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Dokumen   3 3.360.000 3 3.360.000 3 3.360.000 BRIDA   

    5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen   3 3.360.000 3 3.360.000 3 3.360.000 BRIDA   
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    5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

Dokumen   2 3.360.000 2 3.360.000 2 3.360.000 BRIDA   

    5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

Dokumen   2 3.360.000 2 3.360.000 2 3.360.000 BRIDA   

    5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Laporan   4 4.140.000 4 4.140.000 4 4.140.000 BRIDA   

    5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan   1 4.266.000 1 4.266.000 1 4.266.000 BRIDA   

    5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah laporan 
evaluasi kinerja PD 

Laporan   1 2.297.270.126 1 2.354.495.729 1 2.413.151.972 BRIDA   

    5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Orang/bula
n 

  14 2.289.024.126 14 2.346.249.729 14 2.404.905.972 BRIDA   

    5.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Dokumen   1 4.186.000 1 4.186.000 1 4.186.000 BRIDA   

    5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Laporan   1 4.060.000 1 4.060.000 1 4.060.000 BRIDA   
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    5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase kebutuhan 
SDM terpenuhi 

%   80 25.250.000 90 25.250.000 100 25.250.000 BRIDA   

    5.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

Paket   15 5.250.000 15 5.250.000 15 5.250.000 BRIDA   

    5.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Orang   4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 BRIDA   

    5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 
pemenuhan sarana 
prasarana administrasi 
perkantoran 

%   90 231.973.600 100 231.973.600 100 231.973.600 BRIDA   

    5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Paket   13 8.414.000 13 8.414.000 13 8.414.000 BRIDA   

    5.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Laporan   1 2.181.600 1 2.181.600 1 2.181.600 BRIDA   

    5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Laporan   12 221.378.000 12 221.378.000 12 221.378.000 BRIDA   

    5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase pengadaan 
barang milik daerah 

%   80 222.000.000 90 222.000.000 100 222.000.000 BRIDA   

    5.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Disediakan 

Unit   1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 BRIDA   
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    5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

Unit   1 72.000.000 1 72.000.000 1 72.000.000 BRIDA   

    5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase penyediaan 
jasa penunjang 

Laporan   1 18.690.000 1 18.690.000 1 18.690.000 BRIDA   

    5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Laporan   5 3.510.000 5 3.510.000 5 3.510.000 BRIDA   

    5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Laporan   1 15.180.000 1 15.180.000 1 15.180.000 BRIDA   

    5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah barang milih 
daerah terepelihara 
dalam keadaan baik 

Jenis   15 82.594.500 20 82.594.500 25 82.594.500 BRIDA   

    5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Unit   2 25.085.000 2 25.085.000 2 25.085.000 BRIDA   

    5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Unit   2 47.509.500 2 47.509.500 2 47.509.500 BRIDA   

    5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Unit   10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 BRIDA   
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Meningkatn
ya 
pemanfaata
n hasil 
penelitian 
kelitbangan 
untuk 
perencanaa
n 
pembangun
an daerah 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 
bagi para 
pemangku 
kepentingan 

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

Presentase 
Ketersediaan Data 
Hasil Kajian-Kajian dan 
Laporan Tenaga Ahli 
Pemerintah Daerah 

%   100 1.436.302.000 100 1.450.335.000 100 1.471.360.800 BRIDA   

    5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

IKK Nilai   Baik 811.728.000 Baik 819.658.700 Baik 831.541.300 BRIDA   

    5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

Laporan   1 811.728.000 1 819.658.700 1 831.541.300 BRIDA   

    5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

IPKD persen   81 276.444.000 82 279.145.000 83 283.191.900 BRIDA   

    5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 

Dokumen   1 131.980.000 1 133.269.500 1 135.201.500 BRIDA   

    5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan 

Dokumen   0 - 0 - 0 - BRIDA   

    5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Dokumen   0 - 0 - 0 - BRIDA   



24 
 

    5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

Dokumen   1 119.152.000 1 120.316.200 1 122.060.500 BRIDA   

    5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan 
Penataan Ruang dan Pertanahan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan 

Dokumen   0 - 0 - 0 - BRIDA   

    5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

Dokumen   1 25.312.000 1 25.559.300 1 25.929.900 BRIDA   

    5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi IID Nilai   48 348.130.000 49 351.531.300 50 356.627.600 BRIDA   

    5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 
Inovasi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di 
Bidang Teknologi dan 
Inovasi 

Dokumen   1 277.860.000 1 280.574.700 1 284.642.200 BRIDA   

    5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Laporan   1 42.464.000 1 42.878.900 1 43.500.600 BRIDA   

    5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan 
Intelektual 

Laporan   1 27.806.000 1 28.077.700 1 28.484.800 BRIDA   
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Tabel 2.3 

REKAPITULASI REALISASI BELANJA OPERASI PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 
APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2023 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

 

NO NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGIATAN 

TARGET KINERJA 
INDIKATOR REALISASI 

TARGET 
KINERJA 

PAGU BELANJA 
OPERASI APBD 

NILAI SATUAN 

1 2 3 4 5 

1 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 100,00            
4.487.741.143,00  

1 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

80 Nilai 
SAKIP          

2.563.945.143,00  

  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 3 

 
Dokumen  3          17.044.000,00  

  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 3 Dokumen 3                

2.200.000,00  

  
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 3 

Dokumen 
3                

2.200.000,00  

  
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 3 

Dokumen 
3                

2.200.000,00  

  Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 2 Dokumen 2                
2.200.000,00  

  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 
SKPD 2 Dokumen 1                

2.200.000,00  

  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 

Laporan 
2                

2.980.000,00  

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan                  
3.064.000,00  

  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 laporan          
1.936.527.543,00  

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 orang/bulan 10          
1.931.333.543,00  

  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 dokumen                  
2.639.000,00  

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 1 laporan                  

2.555.000,00  

  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80 %               
32.750.000,00  

  Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 15 paket                  

5.250.000,00  

  Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan 
tugas dan fungsi 4 orang                 

27.500.000,00  

  Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 %               
76.493.600,00  

  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13 paket                  
4.154.000,00  

  Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 laporan                  
2.181.600,00  

  Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 12 laporan 6               

70.158.000,00  

  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 80 %             

380.000.000,00  

  Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1             

150.000.000,00  

  Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 1 unit 1             

144.000.000,00  

  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 unit                 
86.000.000,00  
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  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 1 laporan               

55.830.000,00  

  Penyediaan jasa surat menyurat 5 laporan 5                
1.830.000,00  

  Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 laporan 1               
54.000.000,00  

  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15 jenis               

65.300.000,00  

  
Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya 
pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan 
Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan 

2 unit 2               
12.542.500,00  

  
Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya 
pemeliharaan pajak dan perizinan  kendaraan  
Dinas operasional atau lapangan 

2 unit 1               
46.757.500,00  

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit 5                
6.000.000,00  

2 PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 100 %          

1.923.796.000,00  

  
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

BAIK Nilai IKK             
980.266.000,00  

  
Fasilitasi ,pelaksanaan dan evaluasi penelitian 
dan pengembangan bidang penyelenggaraan 
otonomi daerah 

1 laporan 1             
980.266.000,00  

  Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 81 % IPKD             

466.382.000,00  

  Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 1 dokumen               

129.270.000,00  

  Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 dokumen               
109.618.000,00  

  Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang 
dan Pertanahan 1 dokumen               

201.618.000,00  

  Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan 
Informatika 1 dokumen 1               

25.876.000,00  

  Pengembangan Inovasi dan Teknologi 48 Nilai IID             
477.148.000,00  

  Penelitian ,pengembangan dan perekayasaan di 
Bidang Teknologi dan Inovasi 1 dokumen 1             

431.386.000,00  

  Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil 
kelitbangan 1 laporan                 

30.542.000,00  

  Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 laporan                 
15.220.000,00  

 

 

2.1.1 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana 

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jembrana, 

terjadi dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342, disebutkan bahwa 

salah satu perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan 

nasional. Adapun kebijakan nasional yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 78 

Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana dalam pasal 66 

mengamanatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat Badan 

Riset Inovasi Daerah. Tindak lanjut dari kebijakan ini, Provinsi Bali menerbitkan Instruksi 

Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti oleh 
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Kabupaten Jembrana dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 

Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tahun 2023 

tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan, invensi, dan inovasi. 

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 

Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebesar 

Rp.795.082.083,00 atau 48,37%. Secara umum Program dan Kegiatan yang bersumber 

dari APBD pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana sudah dapat 

terlaksana dengan baik, hal ini karena adanya penerapan efisensi dan efektivitas dalam 

pengelolaan anggaran. 
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Tabel. 2.4. 

REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA K EUANGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 

NO NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, 
DAN SUB KEGIATAN 

TARGET KINERJA 
INDIKATOR REALISASI 

TARGET 
KINERJA 

PAGU BELANJA 
OPERASI APBD 

REALISASI PERSENTASE 

NILAI SATUAN s/d BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN 
INI FISIK(%) KEU(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 4/3*100 10 = 8/5*100 

1 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 100,00   48,37        
1.643.783.727,00  

      
378.481.639,00  

    
416.600.444,00  

      
795.082.083,00       48,37      48,37  

1 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

77 Nilai LKJIP 62           
596.189.727,00  

      
272.576.639,00  

    
206.761.244,00  

      
479.337.883,00       80,52      80,40  

  Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 1 laporan 1           

481.535.227,00  
      

222.363.129,00  
    

177.104.655,00  
      

399.467.784,00     100,00      82,96  

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 orang/bulan 9             
474.725.227,00  

        
222.363.129,00  

      
171.937.655,00  

        
394.300.784,00     100,00       83,06  

  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 1 dokumen 1         3.860.000,00        3.268.000,00      3.268.000,00     100,00       84,66  

  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1                

2.950.000,00             
1.899.000,00  

            
1.899.000,00     100,00       64,37  

  Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 100 % 66,67       20.000.000,00         6.996.695,00                           

-        6.996.695,00       66,67      34,98  

  Pendidikan dan pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas dan fungsi 3 orang 2       20.000.000,00          6.996.695,00        6.996.695,00       66,67       34,98  

  Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 75       66.124.500,00        33.984.700,00    13.069.800,00    47.054.500,00       75,00      71,16  
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  Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 5 paket                  

1.462.500,00                                  
-               -              -    

  Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 12 laporan 9       64.662.000,00        33.984.700,00    13.069.800,00    47.054.500,00       75,00       72,77  

  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 1 laporan 1         7.505.000,00         2.530.000,00      2.265.000,00      4.795.000,00     100,00      63,89  

  Penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan 1         1.180.000,00        1.000.000,00      1.000.000,00     100,00       84,75  

  Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 laporan 1         6.325.000,00          2.530.000,00     1.265.000,00      3.795.000,00     100,00       60,00  

  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

10 jenis 10       21.025.000,00         6.702.115,00    14.321.789,00    21.023.904,00     100,00      99,99  

  

Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya 
pemeliharaan dan pajak kendaraan 
perorangan Dinas atau kendaraan Dinas 
Jabatan 

1 unit 1       10.512.500,00          1.877.295,00      8.635.199,00    10.512.494,00     100,00     100,00  

  

Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya 
pemeliharaan pajak dan perizinan  
kendaraan  Dinas operasional atau 
lapangan 

1 unit 1       10.512.500,00          4.824.820,00      5.686.590,00    10.511.410,00     100,00       99,99  

2 PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 100 % 35  1.047.594.000,00     105.905.000,00  209.839.200,00  315.744.200,00       35,00      30,14  

  
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

100 Nilai IKK 33     796.350.000,00     103.795.000,00  151.249.800,00  255.044.800,00       33,00      32,03  

  
Fasilitasi ,pelaksanaan dan evaluasi 
penelitian dan pengembangan bidang 
penyelenggaraan otonomi daerah 

7 laporan 3     796.350.000,00     103.795.000,00  151.249.800,00  255.044.800,00       42,86       32,03  
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  Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 80 % IPKD 47             

67.306.000,00                              -          
31.801.400,00  

        
31.801.400,00       58,75      47,25  

  Penelitian dan pengembangan 
lingkungan hidup 4 dokumen 2               

41.844.000,00            
13.267.800,00  

          
13.267.800,00       50,00       31,71  

  Penelitian dan Pengembangan Penataan 
ruang dan Pertanahan 3 dokumen 3               

21.122.000,00            
16.789.600,00  

          
16.789.600,00     100,00       79,49  

  Penelitian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika 1 dokumen 1                

4.340.000,00             
1.744.000,00  

            
1.744.000,00     100,00       40,18  

  Pengembangan Inovasi dan Teknologi 47 Nilai IID 20           
183.938.000,00  

          
2.110.000,00  

      
26.788.000,00  

        
28.898.000,00       42,55      15,71  

  
Penelitian ,pengembangan dan 
perekayasaan di Bidang Teknologi dan 
Inovasi 

1 dokumen 1               
95.330.000,00  

              
250.000,00  

        
15.128.000,00  

          
15.378.000,00     100,00       16,13  

  Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil 
kelitbangan 1 laporan 1               

45.424.000,00             
4.277.000,00  

            
4.277.000,00     100,00         9,42  

  Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 laporan 1               
43.184.000,00  

            
1.860.000,00  

         
7.383.000,00  

            
9.243.000,00     100,00       21,40  
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Tabel. 2.5 

REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA K EUANGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  

KABUPATEN JEMBRANA S/D JULI TAHUN 2024. 

NO NAMA OPD, PROGRAM, 
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 

TARGET KINERJA 
INDIKATOR REALISASI 

TARGET 
KINERJA 

PAGU BELANJA 
OPERASI APBD 

REALISASI PERSENTASE 

NILAI SATUAN s/d BULAN 
LALU BULAN INI S/D BULAN INI FISIK(%) KEU(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 
4/3*100 

10 = 
8/5*100 

1 BADAN RISET DAN INOVASI 
DAERAH 100,00            

4.487.741.143,00  
  
1.440.698.085,00  

    
214.159.835,00  

 
1.654.857.920,00                -        36,88  

1 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

80 Nilai SAKIP          
2.563.945.143,00  

  
1.076.044.397,00  

    
155.280.235,00  

  
1.231.324.632,00                -        48,02  

  Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen  3             

17.044.000,00  
       

12.290.000,00                           -           
12.290.000,00        100,00      72,11  

  Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 3 Dokumen 3               

2.200.000,00  
         
2.200.000,00             

2.200.000,00        100,00     100,00  

  Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3                

2.200.000,00  
            

2.150.000,00                
2.150.000,00        100,00       97,73  

  Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 3             

2.200.000,00  
         
2.150.000,00            

2.150.000,00        100,00       97,73  

  Koordinasi dan Penyusunan DPA 
SKPD 2 Dokumen 2              

2.200.000,00  
         
2.150.000,00             

2.150.000,00        100,00       97,73  

  Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 1               

2.200.000,00  
            
780.000,00                

780.000,00          50,00       35,45  

  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

4 
Laporan 

2              
2.980.000,00  

         
1.300.000,00             

1.300.000,00          50,00       43,62  

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan                 
3.064.000,00  

         
1.560.000,00             

1.560.000,00                -         50,91  
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  Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 1 laporan          

1.936.527.543,00  
      

871.615.729,00  
    

117.293.435,00  
      

988.909.164,00                -        51,07  

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 orang/bulan 10          
1.931.333.543,00  

        
870.685.729,00  

      
117.293.435,00  

        
987.979.164,00          71,43       51,16  

  Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 1 dokumen                  

2.639.000,00  
              

780.000,00                  
780.000,00                -         29,56  

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan                  

2.555.000,00  
              

150.000,00                  
150.000,00                -           5,87  

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 80 %               

32.750.000,00  
                            
-                             -                                

-                  -              -    

  Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 15 paket                  

5.250.000,00                                  
-                  -              -    

  Pendidikan dan pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas dan fungsi 4 orang                 

27.500.000,00                                  
-                  -              -    

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 90 %               

76.493.600,00  
       
35.992.000,00  

        
7.178.000,00  

       
43.170.000,00                -        56,44  

  Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 13 paket                  

4.154.000,00  
                            
-                                  

-                  -              -    

  Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 laporan                  
2.181.600,00  

                            
-    

         
2.154.000,00  

            
2.154.000,00                -         98,73  

  Penyelenggaraan rapat koordinasi 
dan konsultasi SKPD 12 laporan 6               

70.158.000,00  
          

35.992.000,00  
         

5.024.000,00  
          

41.016.000,00          50,00       58,46  

  
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

80 %             
380.000.000,00  

       
99.000.000,00  

      
24.600.000,00  

    
123.600.000,00                -        32,53  

  Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1             

150.000.000,00  
          

63.000.000,00  
        

12.600.000,00  
          

75.600.000,00        100,00       50,40  

  Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 1 unit 1             

144.000.000,00  
          

36.000.000,00  
        

12.000.000,00  
          

48.000.000,00        100,00       33,33  

  Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 1 unit               

86.000.000,00  
                            
-                                  

-                  -              -    

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 1 laporan               

55.830.000,00  
        

28.650.000,00  
        

4.500.000,00  
        

33.150.000,00                -        59,38  

  Penyediaan jasa surat menyurat 5 laporan 5               
1.830.000,00  

         
1.650.000,00             

1.650.000,00        100,00       90,16  
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  Penyediaan jasa pelayanan umum 
kantor 1 laporan 1             

54.000.000,00  
       

27.000.000,00  
       

4.500.000,00  
       

31.500.000,00        100,00       58,33  

  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

15 jenis               
65.300.000,00  

       
28.496.668,00  

        
1.708.800,00  

       
30.205.468,00                -        46,26  

  

Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya 
pemeliharaan dan pajak kendaraan 
perorangan Dinas atau kendaraan 
Dinas Jabatan 

2 unit 2               
12.542.500,00  

          
10.253.364,00              

10.253.364,00        100,00       81,75  

  

Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya 
pemeliharaan pajak dan perizinan  
kendaraan  Dinas operasional atau 
lapangan 

2 unit 1               
46.757.500,00  

          
15.243.304,00  

         
1.708.800,00  

          
16.952.104,00          50,00       36,26  

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 10 unit 5                

6.000.000,00  
            

3.000.000,00                
3.000.000,00          50,00       50,00  

2 PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 100 %          

1.923.796.000,00  
    

364.653.688,00  
      

58.879.600,00  
    

423.533.288,00                -        22,02  

  

Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

BAIK Nilai IKK             
980.266.000,00  

    
146.059.088,00  

      
51.849.600,00  

    
197.908.688,00         20,19  

  
Fasilitasi ,pelaksanaan dan evaluasi 
penelitian dan pengembangan bidang 
penyelenggaraan otonomi daerah 

1 laporan 1             
980.266.000,00  

        
146.059.088,00  

        
51.849.600,00  

        
197.908.688,00        100,00       20,19  

  
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

81 % IPKD             
466.382.000,00  

        
4.330.000,00  

        
2.700.000,00  

        
7.030.000,00                -          1,51  

  Penelitian dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 dokumen               

129.270.000,00  
                            
-    

         
1.350.000,00  

            
1.350.000,00                -           1,04  

  Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan 1 dokumen               

109.618.000,00  
                            
-                                  

-                  -              -    

  Penelitian dan Pengembangan 
Penataan Ruang dan Pertanahan 1 dokumen               

201.618.000,00  
                            
-    

         
1.350.000,00  

            
1.350.000,00                -           0,67  

  Penelitian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika 1 dokumen 1               

25.876.000,00  
            

4.330.000,00                
4.330.000,00        100,00       16,73  

  Pengembangan Inovasi dan 48 Nilai IID                                           -        45,81  
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Teknologi 477.148.000,00  214.264.600,00  4.330.000,00  218.594.600,00  

  
Penelitian ,pengembangan dan 
perekayasaan di Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

1 dokumen 1             
431.386.000,00  

        
207.866.200,00  

         
1.850.000,00  

        
209.716.200,00        100,00       48,61  

  Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil 
kelitbangan 1 laporan                 

30.542.000,00  
            

3.748.400,00                
3.748.400,00                -         12,27  

  Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 laporan                 
15.220.000,00  

            
2.650.000,00  

         
2.480.000,00  

            
5.130.000,00                -         33,71  
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Evaluasi terhadap Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu : Kesesuaian program tahunan dengan program RPJMD, 

Ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan 

ketersediaan data dan informasi hasil survey penelitian dan pengembangan inovasi daerah. 

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana sampai 

dengan tahun 2023 dapat dilihat pada table T-C 29.  
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Kode 
 Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  

 Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

 Target RENSTRA pada 
Tahun 2026 (Akhir Periode 

RPJMD)  

 Realisasi Capaian 
Kinerja RPJMD Tahun 

2022-2026 ( n-2 )    

 Target Kinerja dan Anggaran 
RKPD Tahun 2023 (n-1)  yg 

dievaluasi  

 Realisasi Kinerja Pada Triwulan ( 2024)  

 I   II   III   IV  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               K   Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp  

   
5  

 05           BRIDA       4.487.741.143,00         4.639.636.142,00           
30,90  

 1.433.718.085,00         
21,05  

 976.732.129,00          

5 05 01       
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 
           
80   2.563.945.143,00      100%  4.508.516.142,00  

         
23,87   1.076.044.397,00  

       
20,41   920.332.529,00          

5 05 01 2 01   
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

 Jumlah dokumen data dan 
informasi pembangunan 
tentang capaian target kinerja  
program dan kegiatan yang 
tersusun  

            
3  

      17.044.000,00                 
18  

      32.160.000,00           
38,22  

      12.290.000,00         
33,36  

   10.730.000,00          

5 01 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

 Jumlah dokumen perencanaan 
perangkat daerah yang 
tersusun  

            
3  

       2.200.000,00                        -          
13,00  

18.565.000,00           
11,85  

       2.200.000,00         
11,85  

     2.200.000,00          

5 05 01 2 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

 Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD  

            
3  

       2.200.000,00                        -      1.045.000,00          
205,74  

       2.150.000,00        
205,74  

     2.150.000,00          

5 05 01 2 01 0003 
Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

 Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD  

            
3         2.200.000,00                        -      1.810.000,00  

        
118,78         2.150.000,00  

      
118,78       2.150.000,00          

5 05 01 2 01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA 
SKPD 

 Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD  

            
2  

       2.200.000,00                        -      2.725.000,00           
78,90  

       2.150.000,00         
78,90  

     2.150.000,00          
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5 05 01 2 01 0005 
Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA- SKPD 

 Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD  

            
2         2.200.000,00                        -      2.600.000,00  

         
30,00            780.000,00  

       
30,00         780.000,00          

5 05 01 2 01 0006 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

 Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

            
4  

       2.980.000,00                        -            
4,00  

2.675.000,00           
48,60  

       1.300.000,00         
48,60  

     1.300.000,00          

5 05 01 2 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah  

            
1         3.064.000,00      

        
1,00  2.740.000,00  

         
56,93         1.560.000,00  

            
-              

5 05 01 2 02   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 Jumlah  laporan keuangan 
yang tersusun setiap bulan 
dan triwulan  

           
13  

 1.936.527.543,00          
1,00  

 
481.612.980,00  

           
14  

 3.887.991.642,00           
22,42  

    871.615.729,00         
22,42  

 871.615.729,00          

5 05 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

 Jumlah ASN yang menerima 
gaji, tunjangan dan tambahan 
penghasilan PNS  

           
14  

 1.931.333.543,00          
9,00  

 
474.802.980,00  

      
35,00  

3.886.216.642,00           
22,40  

    870.685.729,00         
22,40  

 870.685.729,00          

5 05 01 2 02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

 Jumlah Laporan Keuangan 
yang tersusun setiap bulan  

1        2.639.000,00          
1,00  

     
3.860.000,00  

      
13,00  

775.000,00          
100,65  

          780.000,00        
100,65  

       780.000,00          

5 05 01 2 02 0005 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

 Jumlah Laporan Keuangan 
akhir tahun (CALK) yang 
tersusun  

1        2.555.000,00  
        

1,00  
     
2.950.000,00  

        
1,00  1.000.000,00  

         
15,00            150.000,00  

       
15,00         150.000,00          

5 05 01 2 05   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Prosentase cakupan disiplin 
aparatur   

100       32.750.000,00      100%       27.250.000,00                
-    

                      -                
-    

          

5 05 01 2 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

 Tersedianya pakaian dinas 
beserta kelengkapannya  

15        5.250.000,00        
10,00  

                    -          
30,00  

12.250.000,00                
-    

              
-    

          

5 05 01 2 05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 Jumlah peserta sosialasi 
kebijakanb perencanaan 
sosialisasi  kebijakan 
perencanaan pembangunan 
daerah yang dilaksanakan  

4       27.500.000,00          
3,00  

   
20.000.000,00  

      
50,00  

15.000.000,00                
-    

              
-    

          

5 05 01 2 06   Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

 Prosentase cakupan 
pelayanan adminstrasi 
perkantoran  

100       76.493.600,00       
100,00  

   
66.124.500,00  100%     192.080.500,00           

18,74        35.992.000,00           
3,74       7.178.000,00          

5 05 01 2 06 0005 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 Jumlah barang cetakan dan 
penggandaan yang diadakan  13        4.154.000,00  

        
5,00  

     
1.462.500,00  

      
13,00  14.361.500,00  

              
-                          -    

            
-                        -            
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5 05 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu  Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu  

1        2.181.600,00             -                        -      5.115.000,00                
-    

                      -           
42,11  

     2.154.000,00          

5 05 01 2 06 0009 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 Frekwensi rapat / koordinasi 
dalam dan luar provinsi  12       70.158.000,00  

      
12,00  

   
64.662.000,00  

      
12,00  172.604.000,00  

         
20,85        35.992.000,00  

         
2,91       5.024.000,00          

5 05 01 2 07   
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

      380.000.000,00      1     121.500.000,00           
81,48  

      99.000.000,00         
20,25  

   24.600.000,00          

5 05 01 2 07 0001 
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan  

1     150.000.000,00             -                        -            
1,00  

121.500.000,00           
51,85  

      63.000.000,00         
10,37  

   12.600.000,00          

5 05 02 2 07 0002 
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan  

1     144.000.000,00             -                        -               -    0,00  
              
-          36.000.000,00  

            
-       12.000.000,00          

5 05 03 2 07   
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya   1       86.000.000,00             -                        -               -    0,00  

              
-                          -    

            
-                        -            

5  05  01 2 08   
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

 Persentase cakupan layanan 
jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah  

100       55.830.000,00  
        
1,00  

     
7.505.000,00  100%       57.150.000,00  

         
50,13        28.650.000,00  

         
7,87       4.500.000,00          

5 05 01 2 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Jumlah pengadaan benda post 
dan jasa pengiriman yang 
diadakan untuk keperluan surat 
menyurat  

5        1.830.000,00          
1,00  

     
1.180.000,00  

     
825,00  

3.150.000,00           
52,38  

       1.650.000,00              
-    

                    -            

5 05 01 2 08 0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

 Jumlah tenaga administrasi 
yang diadakan  1       54.000.000,00             -    

     
6.325.000,00  

        
3,00  54.000.000,00  

         
50,00        27.000.000,00  

         
8,33       4.500.000,00          

5  05  01 2 09   
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Prosentase cakupan sarana 
dan prasarana yang dibangun  

100       65.300.000,00       
21.025.000,00  

100%     190.384.000,00           
14,97  

      28.496.668,00           
0,90  

     1.708.800,00          

5 05 01 2 09 0001 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

 Jumlah penyediaan jasa / biaya 
pemeliharaan , pajak kendaraan 
perorangan dinas atau 
kendaraan jabatan  

2       12.542.500,00  
        

1,00  
   
10.512.500,00  

        
1,00  38.880.000,00  

         
26,37        10.253.364,00  

            
-                        -            
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5 05 01 2 09 0002 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Jumlah penyediaan jasa / biaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan dinas 
atau kendaraan dinas, 
operasional atau lapangan  

2       46.757.500,00  
        

1,00  
   
10.512.500,00  

      
17,00  136.504.000,00  

         
11,17        15.243.304,00  

         
1,25       1.708.800,00          

5 05 01 2 09 0006 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 Jumlah peralatan kerja yang 
diservice / diperbaiki  10        6.000.000,00             -                        -    

        
1,00  15.000.000,00  

         
20,00         3.000.000,00  

            
-                        -            

5 05 02       PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

 Presentase Ketersediaan 
Data Hasil Kajian-Kajian dan 
Laporan Tenaga Ahli 
Pemerintah Daerah  

100  1.923.796.000,00      95%     131.120.000,00          
272,78  

    357.673.688,00         
43,01  

   56.399.600,00          

5 05 02 2 01   

Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

 IKK   
baik  

    980.266.000,00     
908.150.000,00  

        
1,00  

       6.545.000,00       
2.231,61  

    146.059.088,00        
792,20  

   51.849.600,00          

5 05 02 2 01 0001 

Fasilitasi ,pelaksanaan dan 
evaluasi penelitian dan 
pengembangan bidang 
penyelenggaraan otonomi daerah 

 Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah  

1     980.266.000,00          
7,00  

 
908.150.000,00  

        
1,00  

6.545.000,00       
2.231,61  

    146.059.088,00        
792,20  

   51.849.600,00          

5 05 02 2 03   
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

 IPKD  81%     466.382.000,00       
25.462.000,00  

        
3,00        89.665.000,00                

-                          -             
3,01       2.700.000,00          

5 05 02 2 03 0001 
Penelitian dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah  

1     129.270.000,00      
        

1,00  30.545.000,00  
              
-                          -    

         
4,42       1.350.000,00          

5 05 02 2 03 0008 
Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan  

1     109.618.000,00      
        

1,00  3.500.000,00  
              
-                          -    

            
-                        -            

5 05 02 2 03 0012 Penelitian dan Pengembangan 
Penataan Ruang dan Pertanahan 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan  

1     201.618.000,00          
3,00  

   
21.122.000,00  

        
1,00  

55.620.000,00                
-    

                      -             
2,43  

     1.350.000,00          
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5 05 03 2 03 0013 Penelitian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika  

1       25.876.000,00          
1,00  

     
4.340.000,00  

                  
-    

       4.330.000,00              
-    

                    -            

5 05 02 2 04   Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

 IID  48     477.148.000,00        
47,00  

 
183.938.000,00  

        
2,00  

      34.910.000,00          
606,17  

    211.614.600,00           
5,30  

     1.850.000,00          

5 05 02 2 04 0001 
Penelitian ,pengembangan dan 
perekayasaan di Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi  

1     431.386.000,00          
1,00  

   
95.330.000,00  

        
1,00  

27.093.000,00          
767,23  

    207.866.200,00           
6,83  

     1.850.000,00          

5 05 02 2 04 0004 
Sosialisasi dan Diseminasi hasil-
hasil kelitbangan 

 Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Sosialisasi 
dan Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan  

1       30.542.000,00  
        

1,00  
   
45.424.000,00  

        
1,00  7.817.000,00  

         
47,95         3.748.400,00  

            
-                        -            

5 05 02 2 04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 
 Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual  

1       15.220.000,00          
1,00  

   
43.184.000,00  

        
1,00  

1.550.000,00          
170,97  

       2.650.000,00        
160,00  

     2.480.000,00          
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

I. PERSOALAN 

 Berdasarkan hasil Review APIP dengan nomor pada tanggal bahwa BRIDA sebagai 

Perangkat Daerah harus segera menyusun Renja Tahun 2024. 

 

II. PRAANGGAPAN 

 BRIDA Kabupaten Jembrana merupakan badan yang baru dibentuk per tanggal 30 

Agustus 2023. Oleh karena itu Renja Tahun 2024 yang seharusnya sudah ditetapkan 1 bulan 

setelah RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2024 yang sudah disahkan 

pada 13 Juli 2023 belum tersusun. 

 Perumusan Renja memuat Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang terdapat 

dalam Bab II Bagian 2.2. Matrik BRIDA tahun 2024 sudah terinput dalam SIPD dan sudah 

terdapat dalam dokumen RKPD, namun dokumen Renja BRIDA Tahun 2024 baru dapat 

tersusun setelah BRIDA terbentuk. Pada matrik BRIDA tahun 2024 belum terdapat indikator 

kegiatan dan program. Sementara pada dokumen RPJMD yang sudah disahkan, sudah 

tercantum indikator pada level program dan tidak dapat diubah. Maka pada telaahan staf ini 

akan terlebih dahulu dijelaskan apa indikator yang sebaiknya digunakan sebagai tolok ukur 

kinerja, beserta dengan cara mengukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BRIDA pada 

level kegiatan. 

 

III.  FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. 

2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2023 tentang RKPD Semesta Berencana 

Kabupaten Jembrana Tahun 2024. 

3. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Renja BRIDA 

Tahun 2024. 

 

IV.  ANALISIS 
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 Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan 

Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan, invensi, dan inovasi. 

 BRIDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian, 

pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi serta tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

 BRIDA menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 Pada sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BRIDA berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dikarenakan BRIDA tidak melaksanakan urusan 

wajib pelayanan dasar, maka tidak terdapat SPM. 

 BRIDA belum memiliki indikator kinerja pada tahapan program dan kegiatan, oleh karena 

itu perlu dibahas terlebih dahulu penjelasan indikator yang sesuai beserta dengan cara 

menentukan tolok ukur kinerja. 

Kode  Program / Kegiatan  Indikator  Satuan  Alasan  
Cara 

Perhitungan  
5.05.01 PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA  

Nilai SAKIP  Nilai  Keseragaman 
indikator 
perangkat daerah 
untuk program 
rutin  

Laporan 
SAKIP 

5.05.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
yang tersusun 

Dokumen Keseragaman 
indikator 
perangkat daerah 
untuk program 
rutin 

Jumlah 
dokumen 

5.05.01.2.02 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen 
pengelolaan 
keuangan 
daerah yang 
akuntabel 

Dokumen Jumlah 
dokumen 

5.05.01.2.03 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Rekonsiliasi 
dan 

Laporan Jumlah 
laporan 
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Penyusunan 
Laporan 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

5.05.01.2.05 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
kebutuhan 
SDM 
terpenuhi 

% Jumlah ASN 
tersedia ÷ 
Jumlah 
kebutuhan 
ASN x 100% 

5.05.01.2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
sarana 
prasarana 
administrasi 
perkantoran 

% Jumlah 
pengadaan 
sarana 
prasarana 
terlaksana ÷ 
volume 
RKA/DPA x 
100% 

5.05.01.2.07 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
pengadaan 
barang milik 
daerah 

% Jumlah 
pengadaan 
barang milik 
daerah ÷ 
volume 
RKA/DPA x 
100% 

5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
penyediaan 
jasa 
penunjang 

% Jumlah 
penyediaan 
jasa 
penunjang ÷ 
volume 
RKA/DPA x 
100% 

5.05.01.2.09 Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
barang milik 
daerah 
terpelihara 
dalam 
keadaan baik 

Jenis Jumlah jenis 
barang milik 
daerah yang 
dipelihara 

5.05.02 PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

Presentase 
Ketersediaan 
Data Hasil 
Kajian -Kajian 
dan Laporan 
Tenaga Ahli 
Pemerintah 
Daerah  

% Sudah tercantum 
dalam RPJMD  

Jumlah 
kajian 
tersedia ÷ 
Jumlah 
kebutuhan 
kajian x 100%  

5.05.02.2.01 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan   
Pengkajian 
Peraturan 

IPKD Nilai Perangkat Daerah 
yang mengampu 
urusan penelitian 
dan 
pengembangan 
menjadi admin/ 
inputor pada 
sistem IPKD 
(Permendagri 19-
2020) 

Nilai IPKD 

5.05.02.2.02 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Tersedianya 
kebutuhan 
data bidang 
sosial dan 
kependudukan 

% Sebagai bahan 
penyusunan 
kegiatan sosial 
dan 
kependudukan 
yang dibutuhkan 
oleh Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
kebutuhan 
data yang 
tersedia ÷ 
yang 
dibutuhkan x 
100% 

5.05.02.2.03 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

IKK Nilai Penilaian 
Reformasi 
Birokrasi (RB) 
terkait 

Nilai IKD 
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program/area 
perubahan 
penataan 
peraturan 
perundang-
undangan/deregul
asi kebijakan 

5.05.02.2.04 Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

IGA Nilai Penilaian dan 
apresiasi 
pemerintah pusat 
terhadap 
semangat dan 
keberhasilan 
pemerintah daerah 
dalam 
penyelengaraan 
pemerintahan 
daerah dengan 
cara-cara inovatif. 

Dihitung oleh 
Pusat (SK 
Kemendagri) 

 

  Pencapaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat 

menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Dari indikator yang 

sudah ditetapkan diatas, berikut disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja BRIDA: 
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Tabel T-C.30. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan BRIDA Tahun 2023 

No Indikator Satuan 
Target Renstra 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi Catatan 

Analisis 
2023 2024 2025 2026 2023 2024 

4 Penelitian dan Pengembangan         

4.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan % 100 100 100 100 100 100  

4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 100 100 100 100 100 100  

 Penerapan SIDa:         

4.3 Persentase perangakat daerah yang difasilitasi dalam penerapan 

inovasi daerah 

% 100 100 100 100 100 100  

4.4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % 100 100 100 100 100 100  

          

5.05.01 Nilai LKjIP Nilai 77 80 80.5 81 34 80  

5.05.01.2.01 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Dokumen 3  3 3 3 - 3  

5.05.01.2.01.0001 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen   3 3 3 - 3  

5.05.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

Dokumen   3 3 3 - 3  

5.05.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen   3 3 3 - 3  
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No Indikator Satuan 
Target Renstra 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi Catatan 

Analisis 
2023 2024 2025 2026 2023 2024 

5.05.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD 

Dokumen   2 2 2 - 2  

5.05.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

Dokumen   2 2 2 - 2  

5.05.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Laporan   4 4 4 - 4  

5.05.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan   1 1 1 - 1  

5.05.01.2.02 Jumlah laporan evaluasi kinerja PD Laporan 14 1 1 1 11 1  

5.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 9 14 14 14 9 14  

5.05.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 1 1 1 1 1  

5.05.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Laporan 1 1 1 1 1 1  

5.05.01.2.05 Persentase kebutuhan SDM terpenuhi % 100 80 90 100 2 80  

5.05.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 10 15 15 15 - 15  

5.05.01.2.05.0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

Orang 3 4 4 4 2 4  

5.05.01.2.06 Persentase pemenuhan sarana prasarana administrasi perkantoran % 100 90 100 100 17 90  

5.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 13 13 13 5 13  
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No Indikator Satuan 
Target Renstra 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi Catatan 

Analisis 
2023 2024 2025 2026 2023 2024 

5.05.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan   1 1 1 - 1  

5.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Laporan 12 12 12 12 12 12  

5.05.01.2.07 Persentase pengadaan barang milik daerah % 100 80 90 100 - 80  

5.05.01.2.07.0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Disediakan 

Unit   1 1 1 - 1  

5.05.01.2.07.0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan 

Unit 1 1 1 1 - 1  

5.05.01.2.08 Persentase penyediaan jasa penunjang Laporan 1 1 1 1 2 1  

5.05.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 5 5 5 1 5  

5.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

Laporan 1 1 1 1 1 1  

5.05.01.2.09 Jumlah barang milih daerah terepelihara dalam keadaan baik Jenis 10 15 20 25 2 15  

5.05.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

Unit 1 2 2 2 1 2  

5.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

Unit 1 2 2 2 1 2  

5.05.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit   10 10 10 - 10  
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No Indikator Satuan 
Target Renstra 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi Catatan 

Analisis 
2023 2024 2025 2026 2023 2024 

5.05.02 Presentase Ketersediaan Data Hasil Kajian-Kajian dan Laporan Tenaga 

Ahli Pemerintah Daerah 

% 100 100 100 100 100 100  

5.05.02.2.01 IKK Nilai Baik Baik Baik Baik 11 Baik  

5.05.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah 

Laporan 7 1 1 1 7 1  

5.05.02.2.03 IPKD persen 80 81 82 83 - 81  

5.05.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 

Dokumen   1 1 1 - 1  

5.05.02.2.03.0004 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

Perkebunan dan Pangan 

Dokumen   0 0 0 - 0  

5.05.02.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan 

Hidup 

Dokumen 4 0 0 0 4 0  

5.05.02.2.03.0008 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Dokumen   1 1 1 - 1  

5.05.02.2.03.0012 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan 

Ruang dan Pertanahan 

Dokumen 3 0 0 0 2 0  

5.05.02.2.03.0013 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan 

Informatika 

Dokumen 1 1 1 1 1 1  

5.05.02.2.04 IID Nilai 47 48 49 50 - 48  
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No Indikator Satuan 
Target Renstra 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi Catatan 

Analisis 
2023 2024 2025 2026 2023 2024 

5.05.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan 

di Bidang Teknologi dan Inovasi 

Dokumen 1 1 1 1 1 1  

5.05.02.2.04.0004 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi 

Hasil-Hasil Kelitbangan 

Laporan 1 1 1 1 1 1  

5.05.02.2.04.0005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Laporan 1 1 1 1 1 1  
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V. KESIMPULAN 

 Indikator pada program dan kegiatan sudah disesuaikan dengan sub kegiatan yang ada. 

Target yang dimasukkan dalam tabel tersebut diatas juga sudah menacu pada perolehan hasil. 

Bila ada hasil yang masih kosong berarti indeks tersebut belum dihitung/dinilai oleh 

pemerintah pusat. 

 Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam tabel T-C.30 diatas sudah 

sinkron dengan dokumen Renstra BRIDA Tahun 2021-2026. 

  

VI. SARAN 

 Pada rekomendasi CHR tentang Renja BRIDA Tahun 2024 agar mencantumkan indikator 

kinerja untuk program dan kegiatan pada Matrik Renja OPD Tahun 2024. Oleh karena itu 

dalam Tabel T-C. 33 nantinya untuk ditambahkan indikator, satuan, beserta dengan target 

seperti pada hasil pada telaahan staf ini. 

 Realisasi tahun 2022 agar dapat dilengkapi dan untuk selanjutnya agar rutin melakukan 

evaluasi kinerja, baik bulanan, triwulan, semester, maupun per tahun. 
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2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah 

  Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, 

dijelaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan, invensi, dan inovasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian dalam dalam melaksanakan tugas, Badan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan 

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

  Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana adalah ujung tombak 

dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sehingga untuk kedepan 

pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada. Untuk itu, terdapat 

beberapa isu-isu di bidang riset dan inovasi yang memerlukan perhatian dalam upaya 

mewujudkan pelakasanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana yang 

lebih baik, sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis Riset dan Inovasi. 

2. Kerjasama sumberdaya riset dan inovasi dengan semua stakeholders belum optimal. 

3. Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi belum terfasilitasi dan terlindungi dengan 

baik. 

4. Pangkalan data hasil riset dan Inovasi serta data hasil pembangunan sebagai dasar 

untuk melakukan kajian dan penelitian belum sepenuhnya tersedia. 

5. Keterbatasan sumber daya menyangkut alokasi anggaran penelitian, sarana prasarana 

pendukung serta tenaga handal dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan tugas 

Riset dan Inovasi.  

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana memiliki peranan : 

1. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan produk unggulan 

daerah menjadi produk industri unggulan. 
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2. Melakukan proses intermediasi dan difusi teknologi untuk membangun suatu 

proses pemanfaatan hasil-hasil riset agar dapat dinikmati oleh masyarakat. 

3. Mengembangkan sistem inovasi dengan mendorong faktor-faktor kunci 

keberhasilan diantaranya keterkaitan (linkages), kemitraan (partnership), jaringan 

(netwoking), interaksi serta sinergi positif. 

4. Mengembangkan klaster inovasi yang merupakan jembatan yang dapat 

memfasilitasi komunikasi yang intensif dan kerjasama antara Lembaga penelitian 

dan industri yang ada di Kabupaten Jembrana. 
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 

I. PERSOALAN 

 Berdasarkan hasil Review APIP dengan nomor pada tanggal bahwa BRIDA sebagai 

Perangkat Daerah harus segera menyusun Renja Tahun 2024. 

 

II. PRAANGGAPAN 

 BRIDA Kabupaten Jembrana merupakan badan yang baru dibentuk per tanggal 30 

Agustus 2023. Oleh karena itu Renja Tahun 2024 yang seharusnya sudah ditetapkan 1 bulan 

setelah RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2024 yang sudah disahkan 

pada 13 Juli 2023 belum tersusun. 

 Perumusan Renja memuat Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang terdapat dalam 

subbab 2.4. Karena pada saat penyusunan Renja BRIDA Tahun 2024 ini dokumen RKPD sudah 

disahkan, jadi yang akan direview adalah dokumen RKPD yang sudah ditetapkan, bukan 

Rancangan Awal lagi. Proses review mencakup: 

1. Perbandingan antara RKPD dengan hasil analisi kebutuhan 

2.  Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan 

3.  Penjelasan temuan-temuan setelah proses dan catatan penting terhadap perbedaan 

4. Lampiran tabel T-C.31. 

 

III.  FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. 

2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2023 tentang RKPD Semesta Berencana 

Kabupaten Jembrana Tahun 2024. 

3. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 439/BRIDA/2023 tentang Tim Penyusun Renja 

BRIDA Tahun 2024. 

 

IV.  ANALISIS 

 RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2024 telah disahkan dengan 
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Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2023 pada tanggal 13 Juli 2023. Dalam RKPD dan 

Renja TA 2024, BRIDA memiliki pagu 4.339.286.226 sudah sesuai dengan kebutuhan petunjuk 

pimpinan. Namun seiring dengan baru terbentuknya BRIDA, akan ada penyesuaian belanja 

berupa pergeseran yang akan dilakukan untuk kebutuhan belanja modal berupa sarapa dan 

prasaran perkantoran, seperti laptop dan AC. 

 Perbandingan antara RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang dituangkan 

dalam penetapan Renja BRIDA Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel T-C.31 berikut: 
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Tabel T-C.31. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 

Kabupaten Jembrana 

Nama Perangkat Daerah: Badan Riset dan Inovasi Daerah 

No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

  BADAN RISET DAN 
INOVASI DAERAH 

         4.339.286.226  BADAN RISET DAN 
INOVASI DAERAH 

         
4.339.286.226  

  

5 UNSUR 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

         4.339.286.226  UNSUR PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

         
4.339.286.226  

  

5.05 PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

         4.339.286.226  PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

         
4.339.286.226  

  

5.05.01 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  - -    2.902.984.226  PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  Nilai SAKIP 80    
2.902.984.226  

Perkiraan Nilai 
SAKIP awal 

5.05.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  - -          25.206.000  Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
tersusun 

3 Dokumen          
25.206.000  

  

5.05.01.2.01
.0001 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen            3.360.000  Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen            
3.360.000  

  

5.05.01.2.01
.0002 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

3 Dokumen            3.360.000  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

3 Dokumen            
3.360.000  
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No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

5.05.01.2.01
.0003 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

3 Dokumen            3.360.000  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

3 Dokumen            
3.360.000  

  

5.05.01.2.01
.0004 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
DPA-SKPD 

2 Dokumen            3.360.000  Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
DPA-SKPD 

2 Dokumen            
3.360.000  

  

5.05.01.2.01
.0005 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA- 
SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD 

2 Dokumen            3.360.000  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA- 
SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD 

2 Dokumen            
3.360.000  

  

5.05.01.2.01
.0006 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

4 Laporan            4.140.000  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

4 Laporan            
4.140.000  

  

5.05.01.2.01
.0007 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

1 Laporan            4.266.000  Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

1 Laporan            
4.266.000  
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No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

5.05.01.2.02 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  - -    2.297.270.126  Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

  Jumlah dokumen 
pengelolaan 
Keuangan Daerah 
yang akuntabel 

6 Dokumen    
2.297.270.126  

  

5.05.01.2.02
.0001 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

14 
Orang/bulan 

   2.289.024.126  Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

14 
Orang/bulan 

   
2.289.024.126  

  

5.05.01.2.02
.0004 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

1 Dokumen            4.186.000  Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

1 Dokumen            
4.186.000  

  

5.05.01.2.02
.0005 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

1 Laporan            4.060.000  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1 Laporan            
4.060.000  

  

5.05.01.2.05 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  - -          25.250.000  Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  Persentase 
kebutuhan SDM 
terpenuhi 

80%          
25.250.000  

  

5.05.01.2.05
.0002 

Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

15 Paket            5.250.000  Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

15 Paket            
5.250.000  

  

5.05.01.2.05
.0009 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 

4 Orang          20.000.000  Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 

4 Orang          
20.000.000  
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No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

Pelatihan Pelatihan 
5.05.01.2.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
  - -        231.973.600  Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
  Persentase 

pemenuhan sarana 
prasarana 
administrasi 
perkantoran 

90%        
231.973.600  

Pengadaan 
barang, 
terutama 
belanja modal 
dibatasi 

5.05.01.2.06
.0005 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

13 Paket            8.414.000  Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

13 Paket            
8.414.000  

  

5.05.01.2.06
.0008 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

1 Laporan            2.181.600  Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

1 Laporan            
2.181.600  

  

5.05.01.2.06
.0009 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan        221.378.000  Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan        
221.378.000  

  

5.05.01.2.07 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  - -        222.000.000  Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  Persentase 
pengadaan barang 
milik daerah 

80%        
222.000.000  

  

5.05.01.2.07
.0001 

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

1 Unit        150.000.000  Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

1 Unit        
150.000.000  

  

5.05.01.2.07
.0002 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

1 Unit          72.000.000  Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

1 Unit          
72.000.000  

  

5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa   - -          18.690.000  Penyediaan Jasa   Persentase 80%            
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No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

penyediaan jasa 
penunjang 

18.690.000  

5.05.01.2.08
.0001 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

5 Laporan            3.510.000  Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

5 Laporan            
3.510.000  

  

5.05.01.2.08
.0004 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Laporan          15.180.000  Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Laporan          
15.180.000  

  

5.05.01.2.09 Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  - -          82.594.500  Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  Jumlah barang milik 
daerah terpelihara 
dalam keadaan baik 

15 Jenis          
82.594.500  

  

5.05.01.2.09
.0001 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

2 Unit          25.085.000  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

2 Unit          
25.085.000  

  

5.05.01.2.09
.0002 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

2 Unit          47.509.500  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

2 Unit          
47.509.500  

  

5.05.01.2.09
.0006 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

10 Unit          10.000.000  Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

10 Unit          
10.000.000  
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No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

5.05.02 PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

  - -    1.436.302.000  PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

  Presentase 
Ketersediaan Data 
Hasil Kajian-Kajian 
dan Laporan Tenaga 
Ahli Pemerintah 
Daerah 

100%    
1.436.302.000  

  

5.05.02.2.01 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian 
Peraturan 

  - -        811.728.000  Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian 
Peraturan 

  IPKD Baik        
811.728.000  

  

5.05.02.2.01
.0001 

Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

1 Laporan        811.728.000  Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

1 Laporan        
811.728.000  

  

5.05.02.2.03 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 

  - -        276.444.000  Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  IKK Baik        
276.444.000  

 

5.05.02.2.03
.0001 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

1 Dokumen        131.980.000  Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

1 Dokumen        
131.980.000  

  

5.05.02.2.03
.0008 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

1 Dokumen        119.152.000  Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

1 Dokumen        
119.152.000  
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No 
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa 
5.05.02.2.03
.0013 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

1 Dokumen          25.312.000  Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

1 Dokumen          
25.312.000  

  

5.05.02.2.04 Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

  - -        348.130.000  Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

  IID 48        
348.130.000  

  

5.05.02.2.04
.0001 

Penelitian, 
Pengembangan, 
dan Perekayasaan 
di Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian, 
Pengembangan, 
dan Perekayasaan 
di Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

1 Dokumen        277.860.000  Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di 
Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di 
Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

1 Dokumen        
277.860.000  

  

5.05.02.2.04
.0004 

Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

1 Laporan          42.464.000  Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

1 Laporan          
42.464.000  

  

5.05.02.2.04
.0005 

Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 

1 Laporan          27.806.000  Fasilitasi Hak 
Kekayaan Intelektual 

- Kab. 
Jembrana, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 
Kekayaan Intelektual 

1 Laporan          
27.806.000  
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V. KESIMPULAN 

 Terdapat tambahan berupa indikator yang telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap sub 

kegiatan dan menjadi IKK/IKU BRIDA. Target yang dimasukkan dalam tabel tersebut diatas juga 

sudah menacu pada perolehan hasil. Bila ada hasil yang masih kosong berarti indeks tersebut 

belum dihitung/dinilai oleh pemerintah pusat. 

 Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam tabel T-C.31 diatas sudah sinkron 

dengan dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2024. 

  

VI. SARAN 

 Pada rekomendasi CHR tentang Renja BRIDA Tahun 2024 agar mencantumkan indikator 

kinerja untuk program dan kegiatan pada Matrik Renja OPD Tahun 2024. Oleh karena itu dalam 

Tabel T-C.33 nantinya untuk ditambahkan indikator, satuan, beserta dengan target seperti pada 

hasil pada telaahan staf ini. 

 Realisasi tahun 2022 agar dapat dilengkapi dan untuk selanjutnya agar rutin melakukan 

evaluasi kinerja, baik bulanan, triwulan, semester, maupun per tahun. 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

I. PERSOALAN 

 Berdasarkan hasil Review APIP dengan nomor pada tanggal bahwa BRIDA sebagai Perangkat 

Daerah harus segera menyusun Renja Tahun 2024 dan Renstra 2021-2026. 

 

II. PRAANGGAPAN 

 BRIDA Kabupaten Jembrana merupakan badan yang baru dibentuk per tanggal 30 Agustus 

2023. Oleh karena itu Renja Tahun 2024 yang seharusnya sudah ditetapkan 1 bulan setelah RKPD 

Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2024 yang sudah disahkan pada 13 Juli 2023 

belum tersusun. 

 Perumusan Renja memuat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang terdapat dalam 

Bab II sub bab 2.5. Usulan dari masyarakat maupun lintas OPD disampaikan pada Forum 

Perangkat Daerah yang telah diadakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Ruang Rapat 

Bappeda Litbang dan dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang, sebagai awal mula pembentukan 

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). 

 

III.  FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. 

2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2023 tentang RKPD Semesta Berencana 

Kabupaten Jembrana Tahun 2024. 

3. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 439/BRIDA/2023 tentang Tim Penyusun Renja 

BRIDA Tahun 2024. 

 

IV.  ANALISIS 

 Proses perolehan usulan dari masyarakat/pemangku kepentingan (stakeholder)/lintas 

perangkat daerah adalah dengan diadakannya Forum Perangkat Daerah. Kegiatan ini telah  

dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Litbang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sebagai 

persiapan pembentukan BRIDA, dihadiri oleh 35 orang dan dipimpin langsung oleh Kepala 

Bappeda Litbang. Hasil dari Forum Perangkat Daerah ini telah tertuang dalam Berita Acara 

Kesepakatan Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah BRIDA Kabupaten Jembrana dengan nomor 

050/301/Bappeda Litbang/2023. 



64 
 

 Usulan-usulan yang masuk terkait dengan tugas pokok dan fungsi BRIDA dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 

bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi serta fungsi 

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan, pembinaan teknis, dan pelaksanaan fungsi lainnya. 

 Adapun usulan pada laporan hasil Forum dapat dirangkum dalam tabel T-C.32 berikut: 

No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Peningkatan hasil 

penelitian dan 
pengembangan yang 
dimanfaatkan atau 
ditindaklanjuti oleh 
perangkat daerah 
dalam rangka 
membangun sumber 
daya manusia yang 
berkualitas dan 
berdaya saing 

Kab. 
Jembrana 

Persentase 
Pemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 

100% Sesuai dengan 
Misi 2 

2 Peningkatan inovasi 
daerah yang 
diimplementasikan 
oleh perangkat 
daerah dalam rangka 
membangun SDM 
yang berkualitas 

Kab. 
Jembrana 

Persentase 
Perangkat 
daerah yang 
difasilitasi 
dalam 
penerapan 
inovasi 
daerah 

13.6% (6/44) Sesuai dengan 
Misi 2 

3 Kajian terkait 
imbauan dari 
pemerintah pusat 
untuk perangkat 
daerah dengan SPM 
Urusan Bencana 
perlu adanya kajian: 
- KRB (Kawasan 

Rawan Bencana) 
- RPB (Rencana 

Penggulangan 
Bencana) 

- Rencana 
Kontingensi 

BPBD 
Kab. 
Jembrana 

Jumlah 
dokumen/ 
kajian 

3 dokumen Pemenuhan 
SPM Urusan 
Bencana 

4 Dengan terbentuknya 
BRIDA, yang perlu 
diperhatikan antara 
lain: 
- Penyesuaian 

dokumen Renstra 
dan Renja 

Kec. 
Mendoyo 
Kab. 
Jembrana 

 
 
 
 
Jumlah 
dokumen 
perencanaan 

 
 
 
 
2 dokumen 
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No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

- Penyusunan 
inovasi harus 
didasari dengan 
Rancang Bangun 

- Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) 
Indikasi Geografis 
(IG) Garam 
Gumbrih agar 
difasilitasi hingga 
tuntas 

Jumlah RIPJ 
 
 
 
HKI 

1 dokumen 
 
 
 
1 HKI 

5 Pemenuhan 
kebutuhan SDM 
BRIDA 

BKPSDM 
Kab. 
Jembrana 

Pemenuhan 
kebutuhan 
SDM BRIDA 

100% Perlu 
diperhitungkan 
lebih lanjut 
mengenai 
anggaran yang 
dibutuhkan 
untuk belanja 
gaji pegawai 

 

V. KESIMPULAN 

 Usulan kajian dan masukan dari perangkat daerah sudah dirangkum dan bila ada 

ketersediaan dana akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Usulan yang disampaikan dan 

tercantum dalam Bab IV diatas sudah sesuai dengan Berita Acara Forum Perangkat Daerah 

dengan nomor 050/301/Bappeda Litbang/2023. 

  

VI. SARAN 

 Pada rekomendasi CHR tentang Renja BRIDA Tahun 2024 poin 2 untuk segera menyusun 

Renja BRIDA Tahun 20224. Sub bab 2.5 merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen 

perencanaan tersebut.  
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 
 Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu �^�d���Œ�Á�µ�i�µ���v�Ç����
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlan�����•�l���v���'�}�š�}�v�P���Z�}�Ç�}�v�P�_�X��
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 �����v�P���v�� �š���u���� �^Mempercepat 
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan�_�X�� �Z�<�W�� �î�ì�î4 ini diproyeksikan sebagai 
respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 
Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 
���l�•���o���Œ���•�]�� �W���Œ�š�µ�u���µ�Z���v�� ���l�}�v�}�u�]�� �Ç���v�P�� �/�v�l�o�µ�•�]�(�� �����v�� �����Œ�l���o���v�i�µ�š���v�_�U��diwujudkan melalui arah 
kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui 
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 
Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, 
pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan 
sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan 
lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang 
ramah lingkungan. 
Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026 yaitu 
�^�D���Á�µ�i�µ���l���v���D���•�Ç���Œ���l���š���:���u���Œ���v���������Z���P�]���������Œ�o���v�����•�l���v���d�Œ�]���,�]�š�����<���Œ���v���_. Visi dalam RPJMD 
Semesta Berencana 2021-2026 Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan tujuan dan sasaran 
Provinsi Bali 2023-2026 dan juga dengan visi RPJMN 2020-2024.   

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana yang 
ditetapkan adalah �_���^�������<���Œ�š�Z�]���>�}�l�����:���u���Œ���v���_, yang terdiri dari: 
1. Membangun Ketakwaan Kepada Tuhan (Atma Kethi),  Dengan Tujuan yaitu: Terwujudnya 

kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya dengan Indikator:  
Indeks kerukunan Umat Beragama (KUB) 
Sasaran :  
a. Meningkatnya Toleransi hidup beragama,  dengan Indikator: Persentase penyelesaian 

konflik antar umat beragama. 
b. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya,  dengan indikator: 

- Persentase sekee / kelompok kesenian yang aktif 
- Cakupan budaya tak benda lestari 
- Cakupan budaya benda lestari 

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi). 
Tujuan: Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing  dengan 
Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Sasaran: 
a. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan Indikator: 

- Angka harapan lama sekolah 
- Angka rata �t rata lama sekolah 
- Indek pembangunan literasi masyarakat 

b. Meningkatnya kualitas kesehatan, dengan Indikator: Angka harapan hidup. 
c. Meningkatnya daya saing SDM, dengan Indikator: Persentase tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK). 
3. Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk segai satu kesatuan 

ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi). 
Tujuan: Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, dengan Indikator: Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH). 
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Sasaran: 
a. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan, dengan Indikator: 

- Indeks kualitas air 
- Indeks kualitas udara 

4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber �t sumber  air untuk kehidupan (Danu Kerthi).  
Tujuan: Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sumber - sumber air, dengan Indikator: 
Persentase pelestarian dan pemanfaatan sumber sumber air. 
Sasaran: 
a. Meningkatnya kualitas air bersih dan sehat, dengan indikator: Persentase penduduk 

berakses air minum. 
b. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan local, dengan 

Indikator: Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH). 
c. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, dengan Indikator: Nilai Tambah 

produk pertanian. 
5. Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (segara Kerthi).  

Tujuan: Terwujudnya ragam komoditas perikanan yang berorientasi lokal dan kebutuhan 
pasar, dengan indikator: tingkat kesejahteraan nelayan. 
Sasaran: 
a. Meningkatnya ekonomi sektor perikanan, dengan Indikator: kontribusi sector periiiian 

terhadap PDRB 
6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi),  dengan Tujuan Ke-1 

Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum, dengan Indikator: Indek 
Demokrasi Daerah. 
Sasaran 1: 
a. Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik dengan 

Indikator: Persentase penegakan Perda. 
b. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan Indikator: Indeks resiko 

bencana. 
Tujuan Ke-2 Terwujudnya masyarakat Jembrana Bahagia dengan  
Indikator : Indeks Kebahagiaan Masyarakat. 
Sasaran 2: 
a. Meningkatknya kemandirian masyakat, dengan Indikator: 

- Cakupan PMKS Mandiri 
- Indeks  desa membangun (IDM) 

b. Meningkatnya Kesetaraan Gender, dengan Indikator: Indeks pembangunan gender. 
c. Terpenuhinya hak �t hak anak, dengan Indikator: Capaian kabupaten layak anak. 
Tujuan ke-3: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi    
Indikator: Laju pertumbuhan Ekonomi ( PDRB ) 
Sasaran 1:  
a. Meningkatnya investasi daerah, dengan Indikator: Jumlah nilai investasi berskala nasional 

dan asing (PMDN/PMA). 
b. Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat dengan Indikator : 

- Kontribusi lapangan usaha industry pengolahan terhadap PDRB  
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap sektor PDRB sektor industri 
- Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB 

c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di sector pariwisata, dengan Indikator: 
Kontribusi pariwisata terhadap PAD 

d. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 
- Presentase irigasi berkondisi baik 
- Persentase zona rawan banjir dan genangan  
- Persentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik 
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- Rasio rumah layak huni 
- Persentase sarana dan prasarana transportasi berkondisi baik 

Tujuan ke- 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju 
kota cerdas (Smart City) 
Indikator: Indek Reformasi Birokrasi 
Sasaran:  
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah dengan 

Indikator: Tingkat kepuasan masyarakat. 
b. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan 

indikator: Nilai SAKIP. 
 

Berdasarkan visi dan misi Bupati Jembrana terpilih untuk periode 2021 - 2026 dan disesuaikan 
dengan tugas pokok dan fungsi maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana 
melaksanakan semua  misi Bupati Jembrana. Adapun keterkaitan antara Misi tujuan sasaran dan 
urusan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2021 �t 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan 
Inovasi Daerah  Kabupaten Jembrana adalah  Misi ke-2: Membangun Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana  Kerthi),  dan Misi ke-6: Penataan alam untuk 
sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi). 
Tujuan, sasaran, Indikator dan Urusan, sebagai berikut: 
a. Tujuan misi ke-2 Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

dengan Indikator tujuan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Sasaran Meningkatnya daya 
saing SDM dengan indikator  Prosentase Hasil penelitian dan pengembangan yang 
dimanfaatkan atau ditindak lanjuti oleh perangkat daerah dengan target : 100% (Urusan: 
Kelitbangan). 

b. Tujuan misi ke-6 Terwujudnya Tata kelola pemerintahaan yang baik (Good Governance) 
menuju Kota Cerdas (Smart City) dengan Indikator tujuan Indek Reformasi Birokrasi dengan 
indikator Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana dengan 
Provinsi Bali dan Nasional didukung oleh ketersediaan data dan kapasitas lembaga 
perencanaan dengan target: 97% (Urusan: Perencanaan). 

 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja  Brida 

Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang penelitian, 
pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. Selaras dengan Visi dan Misi 
Kabupaten Jembrana, maka tujuan strategis BRIDA Kabupaten Jembrana  2021- 2026 adalah:  
1.  Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, 

pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dalam rangka 
peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan 
ketahanan bencana, serta iklim.  

2. Terwujudnya sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi 
yang unggul dan kompetitif.  

3.  Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 
Jembrana yang baik dan bersih. 

Tujuan disusunnya Renja BRIDA Kabupaten Jembrana Tahun 2024, adalah terwujudnya hasil 
kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. 
Sasaran Renja BRIDA Kabupaten Jembrana Tahun 2024, adalah: 
1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 
2. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis kelitbangan 
3. Meningkatnya inovasi dan daya saing daerah 
Adapun tujuan dan sasaran Renja BRIDA Kabupaten Jembrana Tahun 2024 tersebut untuk 
mendukung indikator kinerja utama, yaitu:  
(1) Persentase  ketersediaan data dan informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan  
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(2) Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perumusan kebijakan daerah, 
dan (3) Persentase jumlah Inovasi daerah yang dikembangkan. 
 

Secara garis besar keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang 
dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2024, 
digambarkan pada tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 
 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program 
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Meningkatnya 
tata kelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang akuntabel 

Tesedianya 
dokumen evaluasi 
program 
pemerintah dan 
program 
unggulan 
Kabupaten 
Jembrana 

 

1 
dokumen 

Tesedianya 
dokumen 
evaluasi 
program 
pemerintah 
dan program 
unggulan 
Kabupaten 
Jembrana 

 

Persentase  
ketersediaan data 
dan informasi tata 
kelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
 

1 dokumen Meningkatkan  
kualitas 
pengelolaan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Menyediakan data dan 
informasi yang valid  untuk 
penyusunan  perencanaan 
pembangunan daerah. 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Meningkatnya 
kualitas 
pembangunan 
daerah berbasis 
kelitbangan 
 

Tersedianya 
dokumen 
kelitbangan yang 
diimplementasikan 
dalam perumusan 
kebijakan daerah 

2 
dokumen 

Tersedianya 
data dan 
informasi 
pembangunan 
bidang ekonomi 
dan 
pembangunan 

Persentase hasil 
kelitbangan yang 
diimplementasikan 
dalam perumusan 
kebijakan daerah 

2 dokumen Meningkatkan 
kualitas dokumen 
kelitbangan yang 
dapat 
diimplementasikan 
dalam perumusan 
kebijakan 

Menyediakan data dan 
informasi yang valid  untuk 
penyusunan  perencanaan 
dan iplementasi 
perumusan kebijakan 
daerah 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Meningkatnya 
inovasi dan daya 
saing daerah 

Tersedianya 
dokumen 
kelitbangan terkait 
inovasi dan daya 
saing daerah 

1 
dokumen 

Tersedianya 
hasil penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian dan 
penerapan, 
serta invensi 
dan inovasi, 

Persentase jumlah 
Inovasi daerah yang 
dikembangkan 

1 dokumen Meningkatkan 
kualitas hasil 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian dan 
penerapan, serta 
invensi dan inovasi, 

Menyediakan data dan 
informasi yang valid  untuk 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian dan 
penerapan, serta invensi 
dan inovasi 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 
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3.3. Program dan Kegiatan  

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan 

dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan 

strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam 

kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dilaksanakan pemetaan terhadap Klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 yang di lakukan 

pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah 

dengan keputusan menteri dalam negeri Nomor : 050 �t 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah. 

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 

Tahun 2021 - 2026 Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu 

strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada Badan Riset 

dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup BRIDA saja, ada 

pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target 

capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu 

indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling 

terkait satu dengan lainnya.  

Program dan Kegiatan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2024 tertuang selengkapnya pada tabel sebagai berikut : 
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
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